
I SALINAN I

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMATTUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

Menimbang

Mengingat

a. bahwa berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun
2008 telah diatur mengenai Organisasi Perangkat Daerah
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;

b. bahwa daIam rangka penyesuaian kebutuhan organisasi dan
perkembangan perubahan peratur2.~:t perundang-undangan
yang berkaitan dengan organisasi perangkat daerah, maka
Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam huruf a,
perIu disempurnakan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b, perIu membentuk Peraturan
Daerah tentang Organisasi Perangkat. Daerah;

1. PasaI 18 ayat. (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia;

2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 443) sebagaimana teIah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12
Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 59, Tambahan Lemba.-an Negara Republik
Indonesia Nomor 4844);

3. Undang-Undang Nomor 29 Ta]-,..m 2007 tentang
Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nonor
93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
4744);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tah"-ln 2011 Nomor 132,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5234);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentallg
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran NegaTa Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);
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6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 ten tang
Organisasi Perangkat Daerah (Lem,:aran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4741)',

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008
ten tang Pola Organisasi Perangkat Daerah Provinsi DaerH h
Khusus Ibukota Jakarta;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 I Tahun 201.1
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong
Praja Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Beriln
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 591);

9. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentHl1g
Pembentukan Peraturan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2010 NomoI' 2,
Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta Nomor 1);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

dan

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI PERANGKAT
DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal .1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusun
pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembanluan
dengan prinsip otonomi seluas-Iuasnya dalam sistem dan
prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimall8
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

3. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daer"h
sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah,

4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khl.lslIS
Ibukota Jakarta.
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5. Deputi Gubernur yang selanjutnya disebut Deputi adalah
pejabat yang membantu Gubernur dalam menyelenggarukan
Pemerintahan Provinsi Daerah KhuSU3 lbukota Jakarta yang
karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan
Republik Indonesia.

6. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkal
DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

7. Perangkat Daerah adalah perangkat daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

8. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat'
SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah Provinsi Dacrah
Khusus Ibukota Jakarta, yang ditetapkan dengan perat'uran
daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingk'll
UKPD adalah unit kerja atau subordinat SKPD.

10. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

11. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daemh
Khusus Ibukota Jakarta.

12. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang
selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Daerah Khuslis
Ibukota Jakarta.

13.Inspektorat adalah Inspektorat Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

14. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah adalah Baclan
Perencanaan Pembangunan Daerah Pl'Ovinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

15. Sekretariat Dewan Pengurus Korps
Indonesia yang selanjutnya disebut
Pengurus KORPRI.

16. Dinas adalah Dinas Provinsi Daerah Khusus [bukota Jakarla.

17. Badan adalah Lembaga Teknis Dacrah Provinsi Daera h
Khusus Ibukota Jakarta yang berbentuk Badan.

18. Rumah Sakit Umum Daerah yang seJanjutnya disingkal
RSUD adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta yang berbentuk Rumah Sakil Umum
Daerah.

19. Rumah Sakit Khusus Daerah yang selanjutnya disingkal
RSKD adalah Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta yang berbentuk Rumah Saki l.
Khusus Daerah.

20. Kantor Pengelola Kawasan Monumen Nasional aclabh
Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Khusus lbukola
Jakarta berbentuk Kantor.
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21. Kantor Pengelola Taman Margasatwa Ragunan
Lembaga Teknis Daerah Provinsi Daerah Khusus
Jakarta berbentuk Kantor.

22. Kota Administrasi adalah Kota Aelministrasi di
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

23. Kabupaten Administrasi adalah Kabupaten Administrasi
Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

24. Kecamatan adalah Kecamatan di Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

25. Kelurahan adalah Kelurahan di Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta.

26. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol
PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta.

27. Suku Dinas adalah Unit Kerja Dinas di Kota Administrasi/
Kabupaten Administrasi.

28. Kantor di Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi adalah
Unit Kerja Lembaga Teknis Daerah yang berbentuk Badan eli
Kota Administrasi/Kabupaten Administrasi.

29. Anggaran Pendapatan dan Belanja Da.erah yang selanjutnya
disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

30. Aset Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Aset Setda
adalah Aset Daerah yang dalam penggunaan Sekretariat
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota .Jakarta.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk orgamsasi Perangkat
Daerah.

Pasal 3

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksucl dalam Pasal 2, terdiri
atas:

a. Sekretariat Daerah;
b. Sekretariat DPRD;
c. Inspektorat;
d. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
e.Dinas;
f. Lembaga Teknis Daerah;
g. Kota Administrasi;
h. Kabupaten Administrasi;
i. Kecamatan;
j. Kelurahan;
k. Satpol PP; dan
I. Lembaga lain.
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Pasal4

Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf
a merupakan unsur staf Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh
Sekretaris Daerah yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur.

Pasal 5

Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b
merupakan unsur pelayanan kepada DPRD dalam
penyelenggaraan hak, kewajiban dan wewenangnya.

Pasal6

Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c
merupakan unsur pengawasan internal penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah.

Pasal 7

Badan Perencanaan
dimaksud dalam Pasal
pembangunan Daerah.

Pembangunan Daerah sebagaimana
3 huruf d merupakan unsur perencana

Pasal8

Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf e, terdiri atas :

a. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
b. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
c. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan;
d. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, sertrt

Perdagangan;
e. Dinas Perindustrian dan Energi;
f. Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan;
g. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
h. Dinas Perhubungan dan Transportasi;
i. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
j. Dinas Bina Marga;
k. Dinas Tata Air;
1. Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah;
m. Dinas Penataan Kota;
n. Dinas Pertamanan dan Pemakaman;
o. Dinas Kebersihan;
p. Dinas Sosial;
q. Dinas Pendidikan;
r. Dinas Kesehatan;
s. Dinas Olahraga dan Pemuda; dan
t. Dinas Pelayanan Pajak.
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Pasal9

Lembaga Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 3
huruf f, terdiri atas :

a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
b. Badan Kepegawaian Daerah;
c. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
d. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
e. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan PenanamDI1

Modal;
f. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah;
g. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan

Keluarga Berencana;
h. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;
i. RSUD;
j. RSKD;
k. Kantor Pengelola Kawasan Monumen Nasiona!; dan
I. Kantor Pengelola Taman Margasatwa Ragunan.

Pasal 10

Kota Administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf g,
terdiri atas :

a. Kota Administrasi Jakarta Pusat;

b. Kota Administrasi Jakarta Utara;

c. Kota Administrasi Jakarta Barat;

d. Kota Administrasi Jakarta Selatan; dan

e. Kota Administrasi Jakarta Timur.

Pasal 11

Kabupaten Administrasi sebagaimana dirnaksud dalam Pasa! 3
huruf h, adalah Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu.

Pasal 12

Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf i, sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13

Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasa! 3 huruf j, seSUC\l
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasa! 14

Satpol PP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf k
merupakan unsur perangkat Pemermtah Daerah dalam
penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum, serta
penegakan Peraturan Daerah dan Peratunl11 Gubernur.
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Pasal 15

Lembaga lain sebagaimana dimaksud d~tlam Pasal 3 hl.lruf 1,
terdiri atas :

a. Sekretariat Dewan Pengurus KORPR1;
b. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
c. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan
d. Badan Pelayanan Pengadaan BarangjJasa.

Pasal 16

Bagan organisasi Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3, tercantum dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGS1, DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Sekretariat Daerah

Paragraf 1

Kedudukan

Pasal 17

(1) Sekretariat Daerah merupakan unsur staf Pemerintah Daerah
yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Daerah yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepacl<;
Gubernur.

(2) Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud
dalam melaksanakan tugasnya dibantu
Sekretaris Daerah.

pada ayat (1)
oleh AsisLen

(3) Asisten Sekretaris Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Sekretaris Daerah.

Paragraf 2

Tugas dan Fungsi

Pasal 18

(1) Sekretariat Daerah mempunyai tugas rnembantu Gubernur
dalam menyusun kebijakan Pemerintahan Daerah dan
mengoordinasikan Perangkat Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud parla
ayat (1), Sekretariat Daerah menyelenggarakan fungsi :
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pelayanan
pelaporan

perekonomian,
kesejah teraan

fungsi
hidup,

m.

f.
g.

I.

e.

J.

1.

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Sekretariat Daerah;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Sekretariat Daerah;

c. penyusunan kebijakan Pemerintahan Daerah;
d. pengendalian dan pengoordinasian pelaksanaan tugas

dan fungsi Perangkat Daerah;
pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan
Pemerintahan Daerah oleh Perangkat Daerah;
pembinaan administrasi dan aparatur Daerah;
pengelolaan kepegawaian, keuangan, barang, dan
kerumahtanggaan pimpinan dan Sekretariat Daerah;

h. penyelenggaraan kegiatan ketatausahaan Pemerintah
Daerah;
pembinaan kelembagaan, ketatalaksanaan,
publik, transparansi, akuntabilitas, dan
Perangkat Daerah;
penyelenggaraan urusan hukum, kerjasama Daerah, dan
protokol;

k. fasilitasi dan pengoordinasian
pembangunan dan lingkungan
sosial serta mental spiritual;
pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh GubernLlI';
dan
pelaporan, pertanggungjawaban pelaksanaan tugas, dan
fungsi Sekretariat Daerah.

Paragraf 3

Susunan Organisasi

Pasal 19

(1) Sekretariat Daerah terdiri atas :

a. Sekretaris Daerah;
b. Asisten Pemerintahan, membawahi :

1. Biro Tata Pemerintahan;
2. Biro Hukum;
3. Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi; dan
4. Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri.

c. Asisten Administrasi dan Keuangan, membawahi :
1. Biro Umum; dan
2. Biro Administrasi Keuangan dan Aset Sekrctal'ial

Daerah.
d. Asisten Perekonomian membawahi Biro Perekonomian;
e. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup membawahi

Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup; dan
f. Asisten Kesejahteraan Rakyat, membawahi :

1. Biro Kesejahteraan Sosial; dan
2. Biro Pendidikan dan Mental Spirir.uaI.

(2) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan unit
kerja Sekretariat Daerah dalam pelaksanaan tugas dan fungsi
Sekretariat Daerah.
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(3) Biro sebagaimana dimaksud pada ayat. (2) dipimpin oleh
seorang Kepala Biro yang berkedudu~,-an eli bawah dan
bertanggung jawab kepada Sekretaris Daerah melalui Asisten
Sekretaris Daerah yang membidangi.

Paragraf 4

Sekretaris Daerah

Pasal 20

Sekretaris Daerah mempunyai tugas :

a. membantu Gubernur dalam menyusun kebijakan
Pemerint.ahan Daerah;

b. memimpin, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan
fungsi Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal
18;

c. mengundangkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
d. mengoordinasikan pengelolaan keuangan Daerah;
e. mengendalikan dan mengoordinasikan j:elaksanaan tugas clan

fungsi Perangkat Daerah;
f. melaksanakan pembinaan aparatur;
g. melaksanakan tugas lain yang diberikan Gubernur; dan
h. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas

dan fungsi Sekretaris Daerah.

Paragraf 5

Asisten Pemerinta.han

Pasal 21

Asisten Pemerintahan mempunyai tugas membantu Sekretaris
Daerah dalam :

a. mengoordinasikan penyusunan kebijakan pelayanan
administrasi DPRD, kependudukan, pencatatan sipil,
penanggulangan kebakaran, bencana, kepegawaian, kesatuan
bangsa, politik, perlindungan masyarakat, pendidikan clan
pelatihan pegawai, pelayanan publik, organisasi, reforma,;i
birokrasi, komunikasi, informatika, kehumasCln.
ketenteraman, ketertiban, penegakan peraturan perundang­
undangan daerah, hukum, pemerintahan, korps pegawai clan
kewilayahan;

b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tll;:?;as
pelayanan administrasi DPRD, keper.dudukan, pencalalan
sipil, penanggulangan kebakaran, b(:ncana, kepegawaian.
kesatuan bangsa, politik, perlinciungan masyarakat,
pendidikan dan pelatihan pegawal, pelayanan publik,
organisasi, reformasi birokrasi, komunikasi, informHt.ika,
kehumasan, ketenteraman, ketertiban, penegakan peratumn
perundang-undangan daerah, hukum, pemerintahan, korps
pegawai dan kewilayahan;

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Dncrnh:
dan

d. melaporkan dan mempertanggungjawabka:l pelaksanaan t.ugas
Asisten Pemerintahan. ..
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Pasal 22

Asisten Pemerintahan mengoordinasikan :

a. Sekretariat DPRD;
b. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
c. Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;
d. Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan;
e. Badan Kepegawaian Daerah;
f. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
g. Badan Pendidikan dan Pelatihan;
h. Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
i. Kota Administrasi;
j. Kabupaten Administrasi;
k. Satpol PP;
I. Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah; dan
m. Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.

Paragraf 6

Biro Tata Pemerintahan

Pasal 23

(1) Biro Tata Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakar,
penyusunan kebijakan, mengoordinasikan, memantau,
mengevaluasi dan membina pelaksanaan kebijakan
administrasi kependudukan, penanggulangan kebakaran,
bencana, kesatuan bangsa, politik, perlindungan masyarakat,
ketenteraman, ketertiban, dan penegakan peraturan
perundang-undangan daerah, kerjasama dalam negeri, Kola
AdministrasijKabupaten Administra:;i, Kecamatan ctan
Kelurahan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pacta
ayat (1), Biro Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Biro Tata Pemerintahan;

b. pelaksanaan rencana. strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Biro Tata Pemerintahan;

c. penyusunan kebijakan administrasi kependudukan,
penanggulangan kebakaran, bencana, kesatuan bangsa.
politik, perlindungan masyarakat, ketenteraman,
ketertiban, dan penegakan peraturan perundang­
undangan daerah, Kota Administrasi/Kabupaten
Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan;

d. pengoordinasian, pemantauan, dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan administrasi kependudukan, penanggulangcln
kebakaran, bencana, kesatuan bangsa, politik,
perlindungan masyarakat, ketenteraman, ketertiban, dan
penegakan peraturan perundang-unclangan daerah, KOla
AdministrasijKabupaten Administrasi, Kecamatan dan
Kelurahan;

e. pengoordinasian, perumusan kebijakan, pemantauan clan
evaluasi kerjasama dengan daerah lain, perangkal
pemerintah pusat, lembaga penelitian dan
pengembangan, badan usaha, satuan pendidikan.
organisasi, danl atau lembaga lain dalam negeri;
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f. pembinaan pelaksanaan tugas Pemerintah Kola
Administrasi/ Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan
Kelurahan;

g. penyusunan kebijakan, pengorganisasian, pemanlauan
dan evaluasi serta pembinaan dengan Pemerintah Daerah;

h. penelitian, pengkajian, dan penyajian bahan
pengembangan wilayah;

i. pengoordinasian pelaksanaan tugas dekonsentrasi clan
tugas pembantuan;

j. pengoordinasian, penghimpunan dan penyusunan
laporan penyelenggaraan Pemerin tahan Daerah;

1<. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Biro
Tata Pemerintahan;

1. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro
Tata Pemerintahan;

m. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Biro Tal.8
Pemerintahan; dan

n. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan lugas
dan fungsi Biro Tata Pemerintahan.

Pasa! 24

Susunan organisasi Biro Tata Pemerintahan tercliri atas :

a. Kepala Biro; dan

b. Paling banyak 4 (empat) bagian yang rnasing-masing bagian
terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Paragraf 7

Biro Hukum

Pasa! 25

(1) Biro Hukum mempunyai tugas melaksanakan penyusunan,
harmonisasi, pengundangan, publikasi dan dokurnentasi
peraturan perundang-undangan, pernberian pertimbangan,
bantuan, pelayanan, penelitian, pengembangan hukul11,
kerjasama serta hak asasi manusia.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Biro Hukum menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan reneana kerja dan
anggaran Biro Hukum;

b. pelaksanaan reneana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Biro Hukum;

e. penyiapan, penyusunan, penyelarasan, harmonisasi, dan
pengundangan peraturan perundang-undangan daerah;
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dan/atau
Perangkat

bantuan

m.

e.

I.

d. pemberian pertimbangan,
pendampingan hukum kepada pimpinan,
Daerah, dan pegawai daerah;
penanganan sengketa hukum anlara pemerintah daer8h
dengan pihak lain;

f. perlindungan hak asasi manusia;
g. penelitian dan pengembangan hukum, serta evaluasi

peraturan perundang-undangan daerah;
h. pemberian pertimbangan hukum terhadap prose:;

kerjasama;

pendokumentasian peraturan perundang-undangan;

J. publikasi peraturan perundang-undangan daerah;

k. penyelenggaraan kepustakaan hukurn;
I. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Biro

Hukum;
pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro
Hukum;

n. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Biro Hukum;
dan

o. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan l.ugas
dan fungsi Biro Hukum.

Pasal26

Susunan organisasi Biro Hukum terdiri atas :
a. Kepala Biro; dan

b. Paling banyak 4 (empat) bagian, yang masing-masing bagian
terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Paragraf 8

Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi

Pasal 27

(1) Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi mempunyai tuga"
melaksanakan penyusunan, pemantauan dan eVcduClsi,
pembinaan kelembagaan, reformasi birokru:;i,
ketatalaksanaan, pelayanan publik, analisis jabatan, annlisis
beban kerja, pelaporan, tata naskah e1inas sen:'l
pengoordinasian, kebijakan pengelolaan kepegawaian, sistcl11
informasi daerah, korps pegawai dan pelayanan terpaclu satll
pintu.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana e1imaksuci
pada ayat (1), Biro Organisasi clan Reformasi Bimkm:;i
mempunyai fungsi :

a. penyusunan rencana strategis da;, rencana kerja clan
anggaran Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi;

c. penyusunan kebijakan penataan kelembagaan, reforma:;i
birokrasi, ketatalaksanaan, pelayanan publik, analisis
jabatan, analisis be ban kerja, pelaporan, tata naskah
dinas, dan pelayanan terpaclu satu pintu;



13

d. pelaksanaan penataan kelembagaan, reformasi birokrasi,
ketatalaksanaan, pelayanan publik, analisis jabatan,
analisis beban kerja, pelaporan, tata naskah dinas, dan
pelayanan terpadu satu pintu;

e. pemantauan, evaluasi dan pembinaan kelembagaan.
reforrnasi birokrasi, ketatalaksanaan, pelayanan publik,
analisis jabatan, analisis beban kerja, pelaporan, tclt<l

naskah dinas, dan pelayanan terpadu satu pintu;
f. penyusunan, pembinaan, pernantauan, dan evaluasi tata

naskah dinas, kode, stempel, kop naskah dinas dan
papan nama SKPDjUKPD;

g. penyusunan, pembinaan, pemantauan, dan evaluasi
pakaian dinas dan atributnya;

h. pernbakuanj standarisasi perlengkapanj peralatan kelja
dan penataan ruang kantor;

i. pengoordinasian, penghimpunan dan penyusunan
laporan akuntabilitas kinerja Pemerintah Daerah dan
Sekretariat Daerah;

j. pengoordinasian kebijakan pengelolaan kepegawaian,
sis tern informasi daerah dan kesekretariatan Dewan
Pengurus KORPRI dan pelayanan te!'padu satu pintu;

k. pengernbangan transparansi dan akuntabilitas;
I. pernbinaan dan pengembangan reformasi birokrasi;
m. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Biro

Organisasi dan Reforrnasi Birokrasi;
n. pengelolaan ketatausahaan dan kerurnahtanggaan Biro

Organisasi dan Reformasi Birokrasi;
o. pengelolaan kearsipan, data dan inforrnasi Biro Organisasi

dan Reforrnasi Birokrasi; dan
p. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

dan fungsi Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi.

Pasal28

Susunan organisasi Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi
terdiri atas :

a. Kepala Biro; dan
b. Paling banyak 4 (empat) bagian, yang rnasing-rnasing bagian

terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Paragraf 9

Biro Kepala Daerah dan Kerjasarna Luar Negeri

Pasal 29

(1) Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri mernpunyni
tugas rnelaksanakan adrninistrasi pirr,pinan, keprolokolan,
kerjasarna luar negeri, pelayanan tarnu, dan peljalanan
dinas.

(2) Untuk rnelaksanakan tugas sebagairnana dimaksucl pacta
ayat (1), Biro Kepala Daerah dan Kerjasarna Luar Negcri
rnenyelenggarakan fungsi :



14

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Biro Kepala Daerah dan Keljasama Luar Negeri;

c. penyusunan dan pengoordinasian kebijakan
keprotokolan, kerjasama luar negeri, pelayanan tamu, dan
perjalanan dinas;

d. pelaksanaan keprotokolan, kerjasama luar negen,
pelayanan tamu, dan perjalanan dinas;

e. penyusunan kebijakan administrasi Gubernur dan Wakil
Gubernur;

f. pelaksanaan administrasi Gubernur dan Wakil Gubernur;

g. penyiapan bahan sambutan Gubernur dan Wakil
Gubernur;

h. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Biro
Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri;

i. pengeloaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro
Kepala Daerah dan Kerjasama Luar Negeri;

j. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Biro Kepak:
Daerah dan Kerjasama Luar Negeri; d3.n

k. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tllgas
dan fungsi Biro Kepala Daerah dan Kerjasama Lum
Negeri.

Pasal 30

Susunan organisasi Biro Kepala Daerah dfm Kerjasama Luar
Negeri terdiri atas :

a. Kepala Biro; dan

b. Paling banyak 4 (empat) bagian, yang masing-masing bagian
terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Paragraf 10

Asisten Administrasi dan Keuangan

Pasal31

Asisten Administrasi dan Keuangan mempunyai tugas membantll
Sekretaris Daerah dalam :

a. mengoordinasikan penyusunan kebijakan ketatausahaall
Pemerintah Daerah, pengelolaan keuangan Sekretariat Daerah
dan aset Sekretariat Daerah;

b. mengoordinasikan penyusunan kebijakan pengelolaan
keuangan daerah, aset daerah, pajak daerah, retribusi c1aerah,
serta pengadaan barang/jasa;

c. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas
pengelolaan keuangan daerah, aset daerah, pajak c1aerah.
retribusi daerah, serta pengadaan baran~'/jasa;

d. melaksanakan tugas lain yang diberiksn Sekretaris Daerflh;
dan

e. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Asisten Administrasi dan Keuangan.
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Pasal 32

Asisten Administrasi dan Keuangan mengoordinasikan :

a. Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;
b. Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa; dan
c. Dinas Pelayanan Pajak.

Paragraf II

Biro Umum

Pasal 33

(1) Biro Umum mempunyai tugas melaksanakan pengeJolaan
kerumahtanggaan, pengamanan kompleks balaikota, dan
pembinaan ketatausahaan Pemerintah Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Biro Umum menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Biro Umum;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Biro Umum;

c. penyusunan kebijakan ketatausahaan Pemerintah Daerah;
d. pelaksanaan ketatausahaan Pemerintah Daerah;
e. pelaksanaan tugas kerumahtanggaan dan pengamanan

kompleks balaikota, termasuk rumah dinas Gubernur dan
Wakil Gubernur;

f. pemeliharaan dan perawatan kompleks balaikota lermasuk
bangunan dan gedung di dalamnya serta rumah dinas
pimpinan daerah;

g. pembinaan dan pemeliharaan ketatausahaan pcrangk;ll
daerah;

h. pengelolaan sandi, dan telekomunikasi balaikola dan
rumah dinas;

i. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Biro
Umum;

j. pengeloJaan ketatausahaan dan kep.lmahtanggaan Biro
Umum;

k. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Biro Umum;
dan

I. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas da.n
fungsi Biro Umum.

Pasal 34

Susunan organisasi Biro Umum terdiri atas :

a. Kepala Biro; dan

b. Paling banyak 4 (empatl bagian, yang masing-masing bagian
terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.
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Paragraf 12

Biro Administrasi Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah

Pasal 35

(1) Biro Administrasi Keuangan dan M;~t Sekretariat Daemh
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi
keuangan dan aset Sekretariat Daerah dan pengelolaa 11

kepegawaian Sekretariat Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada
ayat (1), Biro Administrasi Keuangan clan Aset Sekretariat
Daerah menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Biro Administrasi Keuangan dan Aset
Sekretariat Daerah;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaal1
anggaran Biro Administrasi Keuangan dan ASt'r
Sekretariat Daerah;

c. pengoordinasian pengelolaan keuangan dan ascl
Sekretariat Daerah;

d. pengelolaan keuangan Sekretaris Daerah dan DepLlti
Gubernur;

e. penatausahaan aset Sekretariat Daerah;
f. penyusunan petunjuk teknisjpelaksanaan

penatausahaan keuangan dan aset Sekretariat Dacrah;
g. pengoordinasian penyusunan laporan keuangan

Sekretariat Daerah dan aset Sekretariat Daerah;
h. penyusunan kebijakan administrasi Sekretaris Daerah

dan Deputi Gubernur;
i. pelaksanaan ketatausahaan Sekretaris Daerah clan

Deputi Gubernur;
j. pengelolaan kepegawaian Sekretaria.t Daerah;
k. pengelolaan kepegawaian, keuangan, clan barang Biro

Administrasi Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah;
1. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro

Administrasi Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah;
m. pengelolaan kearsipan, data clan informasi Biro

Administrasi Keuangan dan Aset Sekretariat Daerah; clan
n. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan rugas

dan fungsi Biro Administrasi Keuangan clan As('1
Sekretariat Daerah.

Pasal 36

Susunan organisasi Biro Administrasi Keuangan dan Aset
Sekretariat Daerah terdiri atas :

a. Kepala Biro;

b. Paling banyak 4 (empat) bagian, yang masing-masing bagian
terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subba.gian.
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Paragraf 13

Asisten Perekonomian

Pasal 37

Asisten Perekonomian memp1.1nyai t1.1gas membantu Sekretaris
Daerah dalam :
a. mengoordinasikan penyusunan kebijakan kepariwisataan.

kebudayaan, usaha perhubungan dan transportasi,
perindustrian, energi, koperasi, usaha mikro, usaha kecil,
usaha menengah, perdagangan, kela1.1tan, perikanan,
pertanian, kehutanan, ketahanan pangan, ketenagakerjaan,
transmigrasi, penanaman modal, promosi, dan pembinaan
badan usaha milik daerah serta pengelolaan kawasan
Monumen Nasional;

b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas
kepariwisataan, kebudayaan, usaha perhubungan clan
transportasi, perindustrian, energi, koperasi, usaha mikro,
usaha kecil, usaha menengah, per.dagangan, kelautan,
perikanan, pertanian, kehutanan, ketahanan pangan,
ketenagakerjaan, transmigrasi, penanaman modal, promOSl,
dan pembinaan badan usaha milik daerah serta pengelolaan
kawasan Mon1.1men Nasional;

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Daerah;
dan

d. melaporkan dan mempertangg1.1ngjawabkan pelaksanaan tugos
Asisten Perekonomian.

Pasal 38

Asisten Perekonomian mengoordinasikan

a. Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah clan
Penanaman Modal;

b. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil clan Menengah, serta
Perdagangan;

c. Dinas Perindustrian dan Energi;
d. Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan;
e. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
f. Dinas Perhubungan dan Transportasi;
g. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi; dan
h. Kawasan Pengelola Kawasan Mon1.1men Nasional.

Paragraf 14

Biro Perekonomian

Pasal 39

(1) Biro Perekonomian mempunyai tugas melaksanakan
penyusunan kebijakan, mengoordi~1.asikan, memantau.
mengevaluasi, membina pelaksanaan kebijak<\n
kepariwisataan, kebudayaan, ke ten agake rj aan, tra n S III igra s i.
usaha perhub1.1ngan dan transportasi, pcrindustrian, energi,
koperasi, usaha mikro, 1.1saha kecil, 1.1saha mencngah,
perdagangan, kela1.1tan, perikanan, peternakan, pertanian,
kehutanan, ketahanan pangan dan pengelolaan kawasan
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Monumen Nasional serta mengoordinasikan
perumusan kebijakan badan usaha milik
penanaman modal.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimc.na dimaksud pada
ayat (1), Biro Perekonomian menyelengga,akan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja clan
anggaran Biro Perekonomian;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksam1fln
anggaran Biro Perekonomian;

c. penyusunan kebijakan pelaksanaan tugas kepariwisaLaan,
kebudayaan, ketenagakerjaan, transmigrasi, usaha
perhubungan dan transportasi, perindustrian, energl,
koperasi, usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah,
perdagangan, kelautan, perikanan, peternakan, pertanian,
kehutanan, dan ketahanan pangan serta pengelojmll1
kawasan Monumen Nasional;

d. pengoordinasian, pemantauan, eva;uasi dan pcmbina<1I1
pelaksanaan kebijakan kepariwisataan, kebuc!clycI<-1ll.
ketenagakerjaan, transmigrasi, usaila perhubungi'111 clan
transportasi, perindustrian, energi, koperasi, usaha Illikro.
usaha kecil, usaha menengah, perc!agangan, kelautan,
perikanan, peternakan, pertanian, kehutanan, clan
ketahanan pangan serta pengelolaan kawasan Monulllc:n
Nasional;

e. pengoordinasian penyusunan perumusan kebijakan baclan
usaha milik daerah dan penanaman moria!;

f. perumusan, pemantauan, pengenclalian, dan evaluasi
kebijakan ekonomi mikro dan ekonomi rnakro daerah;

g. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Biro
Perekonomian;

h. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Biro
Perekonomian;

i. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Biro
Perekonomian; dan

j. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi Biro Perekonomian.

Pasa! 40

Susunan organisasi Biro Perekonomian terdiri atas :

a. Kepala Biro; dan
b. Paling banyak 4 (empat) bagian, yang masing-masing bagian

terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Paragraf 15

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup

Pasal 41

Asisten Pembangunan dan Lingkungan HHlup mempunyai tugns
membantu Sekretaris Daerah dalam :
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a. mengoordinasikan penyusunan kebijakan bina marga, tata air,
kebersihan, penataan kota, ruang bawah tanah, perumahan,
gedung pemerintah daerah, pertamanan, pemakaman,
lingkungan hidup, prasarana kota, sarana kota, dan
pengelolaan taman margasatwa ragunan;

b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas bina
marga tata air, kebersihan, penataan kota, ruang bawah
tanah, perumahan, gedung pemerintah claerah, pertamanan,
pemakaman, lingkungan hidup, prasarana kota, sarana kota,
dan pengelolaan taman margasatwa ragunan;

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan sekretaris claerah;
dan

d. melaporkan clan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

Pasal 42

Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup mengoordinasikan

a. Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah;
b. Dinas Bina Marga;
c. Dinas Tata Air;
d. Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah;
e. Dinas Penataan Kota;
f. Dinas Pertamanan dan Pemakaman;
g. Dinas Kebersihan; dan
h. Kantor Pengelola Taman Margasatwa Ragunan.

Paragraf 16

Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup

Pasa143

(1) Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup mempl..lnyai lugns
melaksanakan penyusunan kebijakan, mengoordinasikHll,
memantau, mengevaluasi dan membina pelaksanaHn
kebijakan bina marga, tata air, kebersihan, penataan kOla,
ruang bawah tanah, perumahan, gedung pemcrintah dacrah,
pcrtamanan, pemakaman, lingkungan hid'_lp, prasarana kota,
sarana kota, penge10laan taman margasatwa ragunan serta
membinajasa konstruksi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pacla
ayat (1), Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidl..lp
menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja clan
anggaran Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidl..lp;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pe1aksanaan
anggaran Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidl..lp;

c. penyusunan kebijakan bina marga, tata air, kebersihan,
penataan kota, ruang bawah tanah, perumahan, gedung
pemerintah daerah, pertamanan, pemakaman, lingkungan
hidup, prasarana kota, sarana kola, dan pengclo1aan
taman margasatwa ragunan serta melaksanakan kebijakan
pembinaan jasa konstruksi;
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d. pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan
pelaksanaan kebijakan bina margD Lata air, kebersihan,
penataan kota, ruang bawah tanah, perumahan, gedung
pemerintah daerah, pertamanan, pemakaman, lingkungan
hidup, prasarana kota, sarana kota, dan pengelolaan
taman margasatwa ragunan;

e. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Biro
Penataan Kota dan Lingkungan Hidup;

f. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Bil'O
Penataan Kota dan Lingkungan Hidup;

g. pengelo1aan kearsipan, data dan informasi Biro Penataan
Kota dan Lingkungan Hidup; dan

h. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup.

Pasal 44

Susunan organisasi Biro Penataan Kota dan Lingkungan Hidup
terdiri dari :

a. Kepala Biro; dan
b. Paling banyak 4 (empat) bagian, yang masing-masmg bagian

terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Paragraf 17

Asisten Kesejahteraan Rakyat

Pasal 45

Asisten Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas membantu
Sekretaris Daerah dalam :

a. mengoordinasikan penyusunan kcbijakan pendidikan,
kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat dan perempuan.
perlindungan anak, keluarga berencana, perpustakaan, arslp,
mental spiritual, olahraga, dan pemuda;

b. mengoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan tugas
pendidikan, kesehatan, sosial, pemberdayaan masyarakat clan
perempuan, perlindungan anak, keluarga bercncanCl,
perpustakaan, arsip, mental spiritual, olahraga, dan pemud<l;

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan Sekretaris Daerah;
dan

d. melaporkan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas
Asisten Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 46

Asisten Kesejahteraan Rakyat mengoordinasikan :

a. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, clan
Keluarga Berencana;

b. Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;
c. Dinas Sosial;
d. Dinas Pendidikan;
e. Dinas Kesehatan;
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f. Dinas Olahraga dan Pemuda;
g. RSUD; dan
h. RSKD.

Paragraf 18

Biro Kesejahteraan Sosial

Pasal 47

(1) Biro Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakAn
penyusunan kebijakan, mengoordinasikan, memant.au,
mengevaluasi, dan membina administrasi penyclcnggaraan
kesehatan masyarakat, pelayanan kcsehatan, pengenclalian
masalah kesehatan, pelayanan clan fasilitas sosial, ban t.uan
dan pemberdayaan sosial, pemberdayaan masyarakal,
pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, keluarga
bereneana dan ketahanan keJuarga.

(2) Untuk meJaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pacla
ayat (1), Biro Kesejahteraan Sosial menyelenggarakan fungsi .

a. penyusunan reneana strategis dan reneana kerja dan
anggaran Biro Kesejahteraan Sosial;

b. pelaksanaan reneana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Biro Kesejahteraan Sosial;

e. penyusunan kebijakan pelaksanaan kesehatan
masyarakat, pelayanan kesehatan, pe:ngendalian masalah
kesehatan, pelayanan clan fasilitas :;osial, bantuan clan
pemberdayaan sosial, pemberdayaan masyarakat.,
pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak,
keluarga bereneana dan ketahanan keluarga;

d. pengoordinasian, pemantauan, evaluasi dan pembinaan
pelaksanaan kebijakan kesehatan masyarakat, pelayanan
kesehatan, pengendalian masalah kesehatan, pelayanan
dan fasilitas sosial, bantuan dan pemberdayaan sosinl,
pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan
perlindungan anak, keluarga berencana dan ketahanan
keluarga;

e. penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan makro
sistem kesehatan dan sistem kesejahteraan sosial daerah;

f. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Biro
Kesejahteraan Sosial;

g. pengelolaan ketatausahaan dan k~rumahtanggaan Biro
Kesejahteraan Sosial;

h. pengelolaan kearsipan, data c.an informasi Biro
Kesejahteraan Sosial; dan

i. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi Biro Kesejahteraan Sosial.

Pasal 48

Susunan Organisasi Biro Kesejahteraan Sosial terdiri atas :

a. Kepala Biro; dan
b. paling banyak 3 (tiga) bagian, yang masing-masing terdiri atas

paling banyak 3 (tiga) subbagian.
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Paragraf 19

Biro Pendidikan dan Mental Spiritual

Pasal 49

(1) Biro Pendidikan dan Mental Spiritual mempunyai tugas
melaksanakan penyusunan kebijakan, mengoordinasikan,
memantau, mengevaluasi, dan membina administrasi
penyelenggaraan pendidikan, keoJahragaan, kepemudaan,
perpustakaan daerah, kearsipan daerah, mental spiritual dan
lembaga keagamaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pacta
ayat (1), Biro Pendidikan dan Mental Spiritunl
menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Biro Pendidikan dan Mental Spiritual;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksHnaal1
anggaran Biro Pendidikan dan Mental Spiritual;

c. penyusunan kebijakan penyelenggaraan pendidikan,
keolahragaan, kepemudaan, perpustakaan daeral1,
kearsipan daerah, mental spiritual, clan Icmbaga
keagamaan;

d. pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, dan pembinaan
pelaksanaan kebijakan pendidikan, keolahragaan,
kepemudaan, perpustakaan daerah, kearsipan daerah,
mental spiritual, dan lembaga keagamaan;

e. fasilitasi kegiatan mental spiritual, dan lembaga
keagamaan;

f. penyusunan, pemantauan dan evaluasi kebijakan makm
sistem pendidikan, keolahragaan, dan kepemudaan
daerah;

g. pengelolaan kepegawaian, keuangan. dan barang Biro
Pendidikan dan Mental Spiritual;

h. pengelolaan ketatausahaan dan ker',lmahtanggaan Biro
Pendidikan dan Mental Spiritual;

i. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Biro Pendidikan
dan Mental Spiritual; dan

j. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual.

Pasal 50

Susunan organisasi Biro Pendidikan dan Mental Spiritual t.erdiri
at.as :

a. Kepala Biro; dan
b. paling banyak 3 (t.iga) bagian, yang masing-masing t.erdiri at.as

paling banyak 3 (tiga) subbagian.

Pasal51

Ket.entuan lebih lanjut. mengenai Uraian Tugas, Fungsi, Susunan
Organisasi, Tata Kerja dan Bagan Susunan Organisasi
Sekret.ariat Daerah diatur dengan Peraturan CLlbernur.
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Bagian Kedua

Sekretariat DPRD

Pasa] 52

(1) Sekretariat DPRD merupakan unsur pelayanan kepada DPRD
dalam penyelenggaraan hak, kewajiban, dan wewenang
DPRD.

(2) Sekretariat DPRD dipimpin oleh seorang Sekretaris yang
secara teknis operasional berkedudukan di bawah dan
bertanggug jawab kepada pimpinan DPRD dan secant
administratif bertanggung jawab kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah.

(3) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
dikoordinasikan Asisten Pemerin tahan.

Pasal 53

(1) Sekretariat DPRD mempunyai tugas menyelenggarakan
administrasi kesekretariatan dan administrasi keuangan,
mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, dan
menyediakan serta mengoordinasikan tenaga ahli yang
diperlukan oleh DPRD.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sekretariat DPRD menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kcrja dan
anggaran Sekretariat DPRD;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Sekretariat DPRD;

c. penyelengaraan kesekretariatan DPRD;
d. penyelengaraan administrasi keuangan DPRD;
e. fasilitasi rapat anggota DPRD;
f. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli y;Jng

diperlukan oleh DPRD;
g. fasilitasi pengangkatan, pelantikan, pemberhent.ian dalam

dan dari jabatan Kepala Daerah dan Wakil Kepa!a Daerah
serta serah terima jabat.an pada rapat Paripurna DPRD;

h. fasilitasi pelantikan, penggantian antar waktu dan puma
bhakti anggota DPRD;

i. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang
Sekretariat DPRD;

j. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan
Sekretariat DPRD;

k. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Sekretariat
DPRD;dan

1. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi Sekretariat DPRD.

Pasa! 54

(1) Susunan Organisasi Sekretariat DPRD -erdiri atas :

a. Sekretaris DPRD; dan
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b. Paling banyak 5 (lima) bagian, yang masing-masing bagian
terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbagian.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Bagan Susunan
Organisasi Sekretariat DPRD diatur dengan Peraturan
Gubernur.

Bagian Ketiga

Inspektorat

Pasal 55

(I) Inspektorat merupakan unsur pengawasan internal
penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.

(2) Inspektorat dipimpin oleh seorang lnspektur.

(3) Inspektur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab
langsung kepada Gubernur dan secara teknis administratif
mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Pasal 56

(1) Inspektorat mempunyal tugas pengawasan pengelolaan
sumber daya daerah, penyelenggaraan urusan Pemerintahan
Daerah, pengelolaan badan usaha milik daerah, pencegahan
dan investigasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksucl pacla
ayat (1), lnspektorat menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Inspektorat;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Inspektorat;

c. penyusunan kebijakan pengawasan pengelolaan sumber
daya daerah, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan
badan usaha milik daerah;

d. pengawasan penyelenggaraan urusan pemerinlahan
daerah oleh Perangkat Daerah;

e. evaluasi laporan kinerja dan akuntabilitas Perangkal
Daerah;

f. pengawasan pengel01aan badan usaha milik daerah;
g. pengawasan pengelolaan keuangan, kepegawaian, clan

aset daerah pada Perangkat Daerah;
h. pemeriksaan dan pengusutap.. dugaan aclanya

penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang oleh
pegawat;

1. pelaksanaan tindakan awal sebagai pengamanan c1ini
terhadap dugaan adanya penyi:npangan yang c1apa!
merugikan Daerah;

J. fasilitasi dan koordinasi pemerHsaan oleh lembaga
pemeriksa keuangan negara;

k. fasilitasi dan koordinasi penga wasan oleh aparat
pengawasan intern pemerintah;
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1. koordinasi tindak lanjut hasil iJemeriksaan lembaga
pemeriksa keuangan negara;

m. koordinasi tindak lanjut hasil pengawasan oleh aparat
pengawasan intern pemerintah dan lembaga pengawasan
lainnya;

n. pengembangan sistem pengendaliar:>. internal pemerintah
daerah;

o. pelayanan informasi pengawasan;
p. pelaporan hasil pengawasan kepada Gubernur;
q. pelaksanaan tugas khusus pengawasan yang

diperintahkan oleh Gubernur;
r. pengelolaan dan pengamanan dokumen pengawasan;
s. koordinasi dan kerjasama dengan pihak yang

berkompeten dalam rangka menunjang tugas
pengawasan;

t. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang
Inspektorat;

u. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan
Inspektorat;

v. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Inspektorat;
dan

w. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi Inspektorat.

Pasal 57

(1) Susunan organisasi Inspektorat, terdiri atas :

a. Inspektur;
b. Sekretariat, yang terdiri atas paling banyak 4 (empat)

subbagian;
c. 5 (lima) Inspektorat Pembantu, terdiri atas :

1. Pejabat Fungsional Auditor; dan
2. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Daerah.
d. 6 (enam) Inpektorat Pembantu Wilayah terdiri atas :

1. 1 (satu) Inspektur Pembantu;
2. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha;
3. Pejabat Fungsional Auditor; dan
4. Pejabat Fungsional Pengawas Penyelenggaraan Urusan

Pemerintahan Daerah.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Bagan Susunan
Organisasi Inspektorat diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah

Pasal 58

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur
perencana pembangunan pemerintahan daerah.
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(2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin nleh
seorang Kepala Badan yang berked.udukan di bawah cl:,m
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Perencanaan
Pembangunan Daerah dibantu seorang Wakil Kepala Badan
yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada
Kepala Badan.

Pasa! 59

(1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai tugas
menyusun, mengoordinasikan, mengendalikan, clan
mengevaluasi pelaksanaan rencana pembangunan daerah,
penyelenggaraan penelitian dan pengembangan, serta
pengelolaan statistik Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksucl pada
ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan Dacnd1
menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja clan
anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis
perencanaan pembangunan, penelitian dOl n
pengembangan serta statistik Daerah;

d. pengoordinasian penyusunan rencana tata ruang wilayah,
rencana pembangunan jangka panjang daerah, rencana
pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana
kerja pemerintah daerah;

e. penyusunan kebijakan umum anggaran berkoorclinasi
dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

f. penyusunan prioritas dan plafon anggaran berkoordinasi
dengan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

g. pengendalian kesesuaian antara indikator, rencana
pembangunan jangka panjang daerah, rencana
pembangunan jangka menengah daerah, dan rencana
kerja pemerintah daerah dengan kebijakan-kebijakan
umum anggaran dan prioritas dan p!afon anggaran,
output/hasil kegiatan pada rencana kerja SKPD dan
rencana kerja dan anggaran SKPDjUKPD;

h. pengoordinasian kebijakan perencanaan pembangunan eli
bidang pemerintahan, perekonomian, prasarana, sarana
kota, kesejahteraan rakyat, dan lingkungan hidup ser(a
keuangan;

i. pengoordinasian perencanaan pembangunan secanl
terpadu lintas negara, lintas daerah, lintas urusan
pemerintah, antar pemerintah daerah dengan pusaL clan
antar lintas pelaku lainnya;

j. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana
pembangunan;

k. pelaksanaan penelitian dan pengembangan Daerah;
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1. pengoordinasian pelaksanaan penyelenggaraan penelitian,
pengembangan, ilmu pengetahuan dan teknologi serta
inovasi;

m. pelaksanaan koordinasi, kerja sarna dan kemitraan
dengan instansi pemerintah danl al.au pihak terkait c1alam
rangka pengelolaan statistik Daerah;

n. pembinaan fungsi perencanaan pembangunan pacla
SKPD/UKPD;

o. penyusunan laporan keterangan pertanggungjawaban
kepala daerah;

p. pengelolaan kepegawaian, keuangan, clan barang Baclan
Perencanaan Pembangunan Daerah;

q. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah;

r. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Baclan
Perencanaan Pembangunan Daerah; dan

s. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan Lugas
dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pasal 60

(1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan
Daerah terdiri atas :

a. Kepala Badan;
b. Wakil Kepala Badan;
c. Sekretariat, yang terdiri atas paling banyak 4 (empatl

subbagian;
d. Paling banyak 7 (tujuh) bidang, yang masing-masing

terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang;
e. 5 (lima) Kantor Perencana Pembangunan Kola

Administrasi, terdiri atas :
1. Kepala Kantor;
2. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha; dan
3. Paling banyak 4 (empat) Subbidang.

f. 1 (satu) Kantor Perencana Pembangunan Kabupalcn
Administrasi, terdiri atas :
1. Kepala Kantor;
2. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha; clan
3. Paling banyak 4 (empatl Subbidang.

(2) Apabila jumlah pejabat fungsional perencanal pcjaba t
fungsional peneliti/pejabat fungsional statistik pada Baclan
Perencana Pembangunan Daerah sudah mencukupi formasi
yang ditetapkan, jabatan struktural sub bidang pada masing­
masing bidang dan kantor sebagaimana dimaksud pada ayClt
(1) akan dihapuskan dan diganti dengan pejabat fungsional
perencanal pejabat fungsional penelitij pejabat fungsional
statistik.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Bagan Susunan
Organisasi serta pejabat fungsional Hadan Perencanaan
Pembangunan Daerah diatur dengan Peraturan Gubernur.
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Bagian Kelima

Dinas

Paragraf 1

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal61

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan unSUJ
pelaksana otonomi daerah di bidang administrasi
kependudukan dan pencatatan sipi1.

(2) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dipimpin oleh
seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah.

(3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan olch
Asisten Pemerintahan.

Pasal 62

(1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mempunyai tugas
melaksanakan urusan administrasi kependudukan dan
pencatatan sipi1.

paciil
Sipil

dimaksud
Pencatatan

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana
ayat (1), Dinas Kependudukan dan
menyelenggarakan fungsi:

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dim
anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;

c. penyusunan kebijakan, pedoma.n dan standar teknis
urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

d. penyelenggaraan koordinasi administrasi kependuclukan;

e. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data
kependudukan;

f. pengawasan dan pengendalian mobilitas penduduk;

g. pelayanan administrasi kependudukan termasuk
pelayanan yang bersifat khusus dan penduduk rentan
administrasi kependudukan;

h. pengembangan dan evaluasi pelaksanaan sistcm
administrasi kependudukan;

1. penyelesaian permasalahan administrasi kependudukan;

j. pemutakhiran data penduduk dalam pelaksanaim
pemilihan umum;

k. pembinaan dan pengembangan peran serta masyarakat
dalam administrasi kependudukan;

1. pembinaan dan pengembangarl tenaga fungsionaJ
kependudukan dan pencatatan sipil;
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m. pemungutan, penatausahaan, penyc:toran, pelaporan, dan
pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang
administrasi kependudukan dan pencatatan sipil;

n. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan
dan perawatan prasarana dan sarana kerja di bidang
kependudukan dan pencatatan sipil;

o. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan
perangkat daerah di bidang administrasi kependudukan
dan pencatatan sipil;

p. penegakan peraturan perundang-undangan daerah eli
bidang administrasi kependudukan dan pencatatan ~ipil;

q. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Din;)s
Kependudukan dan Pencatatan 8ipil;

r. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas
Kependudukan dan Pencatatan 8ipil;

s. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas
Kependudukan dan Pencatatan 8ipil; dan

t. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi Dinas Kependudukan clan Pencatatan 8ipi!.

Pasal 63

(1) 8usunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencalalan
8ipil terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. 8ekretariat, yang terdiri atas paling banyak 4 (empat)
subbagian;

c. Paling banyak 4 (empatl bidang, yang masing-masing
terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;

d.5 (lima) 8uku Dinas Kependudukan dan Pencatalan Sipil
Kota Administrasi, terdiri atas :

1. Kepala 8uku Dinas;
2. 1 (satu) 8ubbagian Tata Usaha; dan
3. paling banyak 4 (empat) Seksi.

e. 1 (satu) 8uku Dinas Kependudukan dan Pencatalan 8ipil
Kabupaten Administrasi, terdiri atas :

1. Kepala 8uku Dinas;
2. 1 (satu) 8ubbagian Tata Usaha; dan
3.2 (dua) Seksi.

f. 8eksi Kependudukan dan Pencatatan 8ipil Kecamalan; dan
g. Satuan Pelayanan Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Kelurahan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas, Fungsi,
8usunan Organisasi, Tata Kerja dan Bagan 8usun8n
Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil cliatur
dengan Peraturan Gubernur.
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Paragraf 2

Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan

Pasal 64

(1) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
merupakan unsur pelaksana otonomi daerah di bidang
penanggulangan kebakaran dan penyelamatan.

(2) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di
bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui
Sekretaris Daerah.

(3) Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh
Asisten Pemerintahan.

Pasal 65

(1) Dinas Penanggulangan Kebakaran clan Penyelamatan
mempunyai tugas melaksanakan pencegahan clan
penanggulangan kebakaran serta penyelamatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pacla
ayat (1), Dinas Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan
menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja clan
anggaran Dinas Penanggulangan Kebakaran d<lI1
Penyelamatan;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Dinas Penanggulangan Kebakaran cl rI n
Penyelamatan;

c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar tcknis
pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan kebakaran
serta penyelamatan;

d. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, perawatan,
penggunaan, pemanfaatan, pengawasan, pengendalian.
monitoring dan evaluasi jaringan utilitas pemadam
kebakaran;

e. pelaksanaan upaya pencegahan dan penanggulangan
kebakaran serta penyelamatan;

f. pertolongan pertama dan penyelamatan pada kebakarcln
termasuk pelaksanaan pelayana'~ ambulans darurat
dan/ atau evakuasi;

g. pengawasan, pengendalian dan pelaporan peredaran
barang dan bahan yang mudah terbakar;

h. pengadaan, pemeliharaan, perawatan dan pemanfaatan
sumber air dan/ atau bahan lain, prasarana clan sarana
penanggulangan kebakaran;

i. pemberdayaan masyarakat di bidang upaya pencegahan,
dan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan;

j. pemegang komando dan koordinasi dalam operaSl
penanggulangan kebakaran dan penyelamatan pada
kejadian kebakaran;
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elikebakaranbahan

pegawal pasukan/tenaga
dan/atau tenaga bantuan
dan penyelamatan paela

penguJlank. penelitian dan
laboratorium;

1. penyelidikan sebab terjadinya kebakaran bekerjasama
dengan instansi terkait;

m. pengendalian upaya pencegahan clan penangguJangan
kebakaran pada instansi pemerintah, swasta danl atau
masyarakat;

n. pendidikan dan pelatihan
penanggulangan kebakaran
penanggulangan kebakaran
kejadian kebakaran;

o. monitoring, evaluasi dan pelaporan ketersediaan dan
kelaikan sistem proteksi kebakaran pada gedung/kantor
pemerintah/ swasta/ masyarakat;

p. standarisasi prasarana dan sarana penanggulangan
kebakaran baik pemerintah, masyarakat maupun swasta;

q. pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, dan
pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang
upaya pencegahan, penanggulangan kebakaran dan
penyelamatan;

r. penegakan peraturan perundang··undangan daerah di
bidang upaya pencegahan dan penanggulangan
kebakaran;

s. pemberian bantuan penyelamatan pada kejadian bencana
atau darurat lainnya diluar kejadian kebakaran;

t. pengawasan dan pengendalian izin di bidang upaya
pencegahan, penanggulangan kebakaran dan
penyelamatan;

u. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan
dan perawatan prasarana dan sarana kerja eli bielang
penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;

v. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat elan
perangkat daerah di bidang upaya pencegahan,
penanggulangan kebakaran dan penyelamatan;

w. penegakan peraturan perundang-undangan di bidang
pencegahan, dan penanggulangan kcbakaran serta
penyelamatan;

x. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Dinas
Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan;

y. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas
Penanggulangan Kebakaran dan P-::nyelamatan;

z. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas
Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan; dan

aa. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi Dinas Penanggulangan Kebakaran elan
Penyelamatan.

Pasal 66

(1) Susunan organisasi Dinas Penanggulangan Kebakaran elan
Penyelamatan terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, yang terdiri atas 4 (emp<n) Subbagian;

c. paling banyak 5 (lima) bidang, yang masing-masing terdiri
atas paling banyak 3 (tiga) seksi;



dimaksucl pacln
dan Kehumasan

32

d.5 (lima) Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran dan
Penyelamatan Kota Administrasi, yang terdiri atas :
1. Kepala Suku Dinas;
2. Subbagian Tata Usaha; dan
3. paling banyak 4 (empat) Seksi.

e. 1 (satu) Suku Dinas Penanggulangan Kebakaran c1FlI1

Penyelamatan Kabupaten Administrasi, yang terdiri atas :
1. Kepala Suku Dinas;

2. Subbagian Tata Usaha; dan
3. 2 (dua) Seksi.

f. Sektor Penanggulangan Kebakaran dan Penye!amatan
Kecamatan Kota Administrasi; dan

g. Satuan Tugas Penanggulangan Kebakaran dan
Penyelamatan Kelurahan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas, F'ungsi,
Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Bagan Susunan
Organisasi Dinas Penanggulangan Kebakaran c1Cln
Penyelamatan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Dinas Komunikasi, lnformatika, dEn Kehumasan

Pasa! 67

(1) Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan merupakan
unsur pelaksana otonomi daerah di bidang komunikasi,
informatika, dan kehumasan.

(2) Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kchumasan dipimpin
oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah.

(3) Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan da!am
melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan otch
Asisten Pemerintahan.

Pasa! 68

(1) Dinas Komunikasi, Informatika, dan Kehumasan mempunyai
tugas melaksanakan urusan komunikasi, informatika, dan
kehumasan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana
ayat (1), Dinas Komunikasi, Informatika,
menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran dinas komunikasi, informatika dan kehumasan;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Dinas Komunikasi, Informatika clan
Kehumasan;
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c. penyusunan kebijakan, pedomal; dan standar teknis
pelaksanaan urusan komunikw3i, informatika clan
kehumasan;

d. pelaksanaan kehumasan Pemerintah Daerah;
e. pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan teknologi

informasi Pemerintah Daerah;
f. pengelolaan, pembinaan, dan pengembangan komunikasi

Pemerintah Daerah;
g. pembinaan pos dan telekomunikasi;
h. pembinaan, dan pengembangan tenaga fungsional

pranata kehumasan dan pranata komputer;
i. pengembangan jejaring kerja kehumasan Pemerinlah

Daerah;
j. publikasi, pelayanan informasi dan pendokumen tasian

kegiatan kebijakan Pemerintah Daerah;
k. fasilitasi, pengoordinasian, pengenclalian clan

pengembangan akses publik terhadap Pemerintah Daerah
di bidang komunikasi, informatika dan kehumasan;

I. pengumpulan, pengolahan, penyajian, clan klari[ik[l~i

sikap masyarakat terhadap pelaksanaan kebijRkan
Pemerintah Daerah di bidang komunikasi, in[ormntik<l
dan kehumasan;

m. pengelolaan media cetak dan elektronik Daerah;
n. pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, dan

pertanggungjawaban penerimaan retribusi di biclang
komunikasi dan informatika;

o. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan
Perangkat Daerah di bidang komunikasi, informatika clan
kehumasan;

p. penegakan peraturan perundang··undangan daeTah eli
bidang komunikasi, informatika dan kehumasan;

q. pengawasan dan pengendalian izin di bidang komunikasi,
informatika dan kehumasan;

r. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan
dan perawatan prasarana dan S2rana kerja di bidang
komunikasi, informatika dan kehumasan;

s. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Dinas
Komunikasi, Informatika dan Kehurnasan;

t. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas
Komunikasi, Informatika dan Kehurnasan;

u. pengelolaan kearsipan, data dan informasi DinHS
Komunikasi, Informatika dan Kehumasan; dan

v. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi Dinas Komunikasi, Informatika d[ln
Kehumasan.

Pasal 69

(1) Susunan organisasi Dinas Komunikasi, [nformatika cl<ln
Kehumasan terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, yang terdiri atas paling banyak 4 (empal)
subbagian;

c. Paling banyak 6 (enam) bidang, :,ang terdiri atas paling
banyak 3 (tiga) seksi;
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d. 5 (lima) Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan
Kehumasan Kota Administrasi, terdiri atas :
1. Kepala Suku Dinas;
2. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha; dan
3. paling banyak 4 (empat) Seksi.

e. 1 (satu) Suku Dinas Komunikasi, Informatika dan
Kehumasan Kabupaten Administrasi, terdiri atas :
1. Kepala Suku Dinas;

2. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha; dan
3.2 (dua) Seksi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Bagan Susunan
Organisasi Dinas Komunikasi, Informatika dan Kehumasan
diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta
Perdagangan

Pasal 70

(1) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta
Perdagangan merupakan unsur pelaksana otonomi daerah eli
bidang perkoperasian, usaha mikro, kecil dan menengah,
serta perdagangan.

(2) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serla
Perdagangan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas .YHllg

berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepacla
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(3) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecii dan Menengah, sert.a
Perdagangan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian.

Pasal 71

(1) Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serla
Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan
pembangunan, pengembangan dan pembinaan koperasi scrt.a
usaha mikro, kecil dan menengah, dar, pcrdagangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pacla
ayat (1), Dinas Koperasi, Usaha MikrG,. Kecil dan Menengah,
serta Perdagangan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja clan
anggaran Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah, serta Perdagangan;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Dinas Komunikasi, Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah, serta Perdagangan;

c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis
koperasi, serta usaha mikro, kecil dan menengah,
perdagangan dan perpasaran;
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sertil
Dinasinformasi

Menengah
dan
dan

data
Kecil

t.

s.

r.

m.

I.

1.

e.

f.

J.

d. pembangunan, pengembangan, pembmaan, perlindungan
koperasi, usaha mikI'o, kecil dan menengah, serta
perdagangan;
fasilitasi pengembangan kemitraan antara koperasi,
usaha mikro dan usaha kecil dengan usaha menengah
dan usaha besaI';
pengelolaan fasilitasi perlindungan, pembinaan dan
pengembangan usaha mikro dan kecil;

g. pengembangan dan penyelenggaraan promosi koperasi,
usaha mikI'o, kecil, dan menengah, serta perdagangan;

h. pemantauan dan pengawasan ketersediaan, distribusi,
haI'ga, standaI', mutu barang dan jasa, serta periindungan
konsumen;
pembinaan kemetrologian, pengawasan, pemeriksaan, dan
pengujian alat ukuI', takaI', timbang dan
perlengkapannya, serta barang dalam keadaan
terbungkus;
pengawasan dan pengendalian izin di bidang koperasi,
usaha mikro, kecil dan menengah serta perdagangan;

k. penyediaan, penatausahaan, pengelolaan, pemeliharaan
dan perawatan pI'asaI'ana dan sarana kerja di bidang
koperasi, usaha mikI'o, kecil dan menengah seI't,l
perdagangan;
pemantauan, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
kebijakan dan kegiatan peI'pasaI'an;
pemungutan, penatausahaan, penyetoI'an, pelaporan clan
pertanggungjawaban penenmaan retribusi di biclang
koperasi, usaha mikI'o, kecil dan menengah serta
perdagangan;

n. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dnn
perangkat daerah di bidang koperasi, usaha mikro, kCI.:il
dan menengah serta perdagangan;

o. pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia
pengelola koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah
serta perdagangan;

p. penegakan peI'atuI'an perundang-undangan daerah eli
bidang koperasi, usaha mikI'o, kecil dan menengah serta
perdagangan;

q. pengelolaan kepegawaian, keuanga.n clan barang Din"s
Koperasi, Usaha MikI'o, Kecil dan Menengah serl~1

Perdagangan;
pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas
Koperasi, Usaha MikI'o, Kecil dan Menengah scrl<'l
Perdagangan;
pengelolaan kearsipan,
Koperasi, Usaha MikI'o,
Perdagangan; dan
pelapoI'an, dan pertanggungjawab"dl pelaksanaan tug;\ s
dan fungsi Dinas Koperasi, Usaha MikI'o, Kecil Cl<lll

Menengah serta Perdagangan.

Pasal 72

(1) Susunan organisasi Dinas Koperasi, Usaha MikI'o, Kecil dan
Menengah, serta Perdagangan teI'diI'i ata~; :
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a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, yang terdiri atas paling banyak 4 (empal)

Subbagian;
c. Paling banyak 5 (lima) bidang, yang masing-masing [erdir'i

atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
d.5 (lima) Suku Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan

Menengah, serta Perdagangan Kota Administrasi, tcrdiri
atas:
1. Kepala Suku Dinas;
2. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha; dan
3. paling banyak 3 (tiga) Seksi.

e. Seksi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Mencngah,
serta Perdagangan Kabupaten Adrninistrasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Bagan Susunan
Organisasi Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengflh
serta Perdagangan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 5

Dinas Perindustrian dan Energi

Pasal 73

(1) Dinas Perindustrian dan Energi merupakan unsur pelaksclJ1R
otonomi daerah di bidang industri dan energi.

(2) Dinas Perindustrian dan Energi dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(3) Dinas Perindustrian dan Energi dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian.

Pasal 74

(1) Dinas Perindustrian dan Energi mempunyal tUgHs
melaksanakan perencanaan, pembangunan, pengelolaan,
pembinaan, pengembangan, pengawasan, pengenclaliHfl,
evaluasi perindustrian, energi clan sarana jaringan utilitas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pacla
ayat (1), Dinas Perindustrian dan Energi menyelenggarakan
fungsi:

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Dinas Perindustrian dan Energi;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksana,ln
anggaran Dinas Perindustrian dan Energi;

c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar tcknis
bidang perindustrian, energi dan sarana jaringan utilitas.

d. perencanaan, pembangunan, pengawasan, pengenclalian
dan evaluasi perindustrian dan ene;'gi;

e. pembinaan dan pengembangan perindustrian clan encrgi;
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f. pengembangan, pembinaan, pengawasan
pengendalian mutu, standarisa~;: hasil industri
energi, perdagangan mineral, minys.k, gas dan energi;

g. pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi, bimbingan
teknis, penelitian, pemetaan, penyelidikan, perekayasaan,
pemodelan geologi perkotaan dan ge010gi kelautan antara
lain struktur tanah, daya dukung tanah, ruang bawah
tanah/ruang di dalam bumi, mitigasi geologi, sarana
perkotaan, reklamasi, bencana geologi dan kegempaan
serta geologi;

h. fasilitasi prasarana, sarana, produksi, promosl dan
pemasaran hasil usaha industri dan energi;

I. pembinaan tenaga fungsional di bidang industri elfin
energi;

J. fasilitasi pengembangan kerjasama antar usaha induslri
dan energi;

k. penyusunan rencana umum energi dan ketenagalistrikan
daerah;

1. pendataan dan perhitungan pemakaian daya listrik paelcl
sarana jalan umum dan fasilitas Llmum;

m. pendataan dan perhitungan pengusahaan mineral.
minyak, gas, dan ketenagalistrikall:

n. penataan dan pellyerasiall penerangan
umum/pencahayaan kota dan taman;

o. pelayanan perbekalan dan industri perala tan di bid,lIlg
penerangan jalan umum;

p. penyuluhan, bimbingan, dan desiminasi teknis indust.ri
dan energi;

q. pemasangan lampu penerangan pH'Sokan bagi masyarakM
dalam keadaan darurat, bencana alam danl atau
kekurangan pasokan;

r. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, perawat.an,
penggunaan, pemanfaatan, pengcwasan, pengendalian,
monitoring dan evaluasi jaringan l.ltilitas listrik, telepon,
gas, penerangan jalan umum;

s. pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan dan
pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang
perindustrian dan energi;

t. penegakan peraturan perundang-undangan daerah eli
bidang perindustrian dan energi;

u. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat elan
perangkat daerah di bidang perindustrian dan energi;

v. pengawasan dan pengendalian izin di bielang
perindustrian dan energi;

w. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan
dan perawatan prasarana dan samna kerja di bidang
perindustrian dan energi;

x. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Dinns
Perindustrian dan Energi;

y. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas
Perindustrian dan Energi;

z. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas
Perindustrian dan Energi; dan

aa. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi Dinas Perindustrian da.n Energi.
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Pasal 75

(1) Susunan organisasi Dinas Perindustrian dan Energi terdiri
atas:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, yang terdiri atas paling banyak 4 (empal)

Subbagian;
c. Paling banyak 5 (lima) bidang, yang masing-masing terdiri

atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
d. 5 (lima) Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kota

Administrasi, terdiri atas :
1. Kepala Suku Dinas;
2. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha; da.n
3. paling banyak 4 (empat) Seksi.

e. 1 (satu) Suku Dinas Perindustrian dan Energi Kabupaten
Administrasi, terdiri atas :
1. Kepala Suku Dinas;
2. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha; dan
3. Paling banyak 3 (tiga) Seksi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Bagan Susunan
Organisasi Dinas Perindustrian dan Energi diatur dengan
Peraturan Gubernur.

Paragraf 6

Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan

Pasal 76

dan Ketahanan Pangan
otonomi daerah eli biclang
peternakan, kehutanan, c!r1l1

Dinas Kelautan, Pertanian
merupakan unsur pelaksana
kelautan, perikanan, pertanian,
ketahanan pangan.

(2) Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan c1ipimpin
oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah clan
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah.

(1)

(3) Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketc.hanan Pangan dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya cllkoordinasikan oleh
Asisten Perekonomian.

Pasal 77

(1) Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan
mempunyai tugas melaksanakan rumpun urusan kelautan,
perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan ketahanan
pangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksuel pada
ayat (1), Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan
menyelenggarakan fungsi :
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urusan kelautan,
peternakan clan

q.

o.

m.

1.

i.

J.

g.

f.

c.

penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Dinas Kelautan, Pert.anian dan Ketahanan
Pangan;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahar18n
Pangan;
penyusunan kebijakan, pedornan dan standar teknis
urusan kelautan, perikanan, pertanian, petcrnakan.
kehutanan dan ketahanan pangan:

d. pembangunan, pengernbangan, dan pernbinaan kegiatan
rurnpun urusan kelautan, perikanan, pertanian,
peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan;
pengendalian kesehatan hewan dar:· perlindungan sumber
daya kelautan, perikanan, peternakan, pertanian
tanaman pangan dan hortikultura;
pengembangan teknologi kegiatan rurnpun urusan
kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan
dan ketahanan pangan;
perlindungan rnasyarakat terhadap bahaya yang
ditimbulkan oleh bahan pangan asal hewan, pangan dan
ikan;

h. pemantauan dan pengendalian ketersediaan, kecukupan
dan keamanan bahan pangan dalarn I'angka ketahanCln
pangan;
pengelolaan sis tern inforrnasi rurnpun
perikanan, pertanian, kehutanan.
ketahanan pangan;

fasilitasi pemasaran hasil rumpun urusan kelautan,
perikanan, pertanian, peternakan clan kehutanan;

k. pembinaan tenaga fungsional rumpun urusan kelautan,
perikanan, pertanian, peternakan, kehutanan dan
ketahanan pangan;

fasilitasi pengernbangan kerjasama antar komunit.as
usaha pertanian tanaman pangan, hortikultur<l,
peternakan, perikanan, kelautan dan kehutanan;
penyelenggaraan standardisasi di bidang kegiatan
rumpun urusan kelautan, perikanan, pertanian,
peternakan, kehutanan dan ketahanan pangan;

n. konservasi dan pengembangan ekosistern laut, peS]Sl'-,
pulau-pulau kecil, hutan kota dan hutan yang lllenjmiJ
kewenangan pernerintah daeI'ah;

pemungutan, penatausahaan, pen:':~toran, pelapoI'un, fiCIn
pertanggungjawaban penenrnaan retribusi eli bielang
kelautan, perikanan, pertanian, p,.~lernakan, kehutanan
dan ketahanan pangan;

p. penegakan peraturan perundang-unelangan claerah eli
bidang kelautan, perikanan, pertanian, petcrnakan,
kehutanan dan ketahanan pangan;

pemberian dukungan teknis kepa.da masyarakat clan
perangkat daerah di bidang kelautan, perikanan,
pertanian, peternakan, kehutanan clan kelahanCln
pangan;

e.

a.
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r. pengawasan dan pengendalian ;zin eli bidang kelaulan,
perikanan, pertanian, peternakar kehutanan dan
ketahanan pangan;

s. pelaksanaan pengawasan, pengembangan, monitoring,
evaluasi dan pengendalian di bida.ng kelautan, perikanan,
pertanian, peternakan, kehulanan dan ketahancln
pangan;

t. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan
dan perawatan prasarana dan sarana kerja eli bielang
kelautan, perikanan, pertanian, peternakan, kehulanan
dan ketahanan pangan;

u. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Dinas
Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan;

v. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas
Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan;

w. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dina<.;
Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan

x. pelaporan, dan pertanggungjawabOln pelaksanaan tugas
dan fungsi Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan
Pangan.

Pasal 78

(1) Susunan organisasi Dinas Kelautan, Pertanian elan
Ketahanan Pangan terdiri atas :

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, yang terdiri atas paling banyak 4 (empa!)
Subbagian;

C. Paling banyak 6 (enam) bidang, yang masing-masing terdiri
atas paling banyak 3 (tiga) seksi;

d. 5 (lima) Suku Dinas Kelautan, Perta::lian dan Ketahan<ll1
Pangan Kota Administrasi, terdiri alas:
1. Kepala Suku Dinas;
2. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha; dan
3. paling banyak 4 (empat) Seksi.

e. 1 (satu) Suku Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan
Pangan Kabupaten Administrasi, terdiri atas :
1. Kepala Suku Dinas;
2. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha; dan
3. paling banyak 3 (tiga) Seksi.

f. Seksi Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan
Kecamatan Kota Administrasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Craian Tugas, Fungsi.
Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Bagan Susunan
Organisasi Dinas Kelautan, Pertanian dan Ketahanan Pangan
diatur dengan Peraturan Gubernur.
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Paragraf 7

Dinas Pariwisata dan Kebudavaan

Pasal 79

(1) Dinas Pariwisata
pelaksana otonomi
kebudayaan.

(2) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(3) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten
Perekonomian.

Pasal 80

(1) Dinas Pariwisata dan Kebudayaan mempunyai tugas
melaksanakan urusan kepariwisataan dan kebudayaan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pacl8
ayat (1), Dinas Pariwisata dan Kebucl8yaclll
menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kcrja clan
anggaran Dinas Pariwisata dan Kebuclayaan;

b. pelaksanaan rencana strategis dan clokumen pelaksanaan
anggaran Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;

c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis
pelaksanaan urusan kepariwisataan dan kebudayaan;

d. pembangunan, pengembangan dan pembinaan inclustri
pariwisata dan budaya;

e. pembangunan, perlindungan, pelestarian clell1
pengembangan kebudayaan;

f. pengkajian kegiatan kepariwisataan dan kebudayaan;
g. pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional cli

bidang kepariwisataan dan kebudayaan;

h. perlindungan, pengembangan, pemanfaatan dan
pengawasan lingkungan cagar budaya dan benda cagar
budaya;

i. pengembangan hubungan kepariwisataan clan
kebudayaan dalam dan Iuar negeri;

j. penyelenggaraan pelayanan kepariwisataan clan
kebudayaan;

k. pengembangan kawasan dest'nasi pariwisata dan
perkampungan budaya lokal;

I. promosi dan pemasaran kepariwiscltaan dan kebuclayaan;

m. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan
dan perawatan prasarana dan sarana eli bidang
kepariwisataan dan kebudayaan;

n. pengawasan dan pengendalia~l 12111 eli bidang
kepariwisataan dan kebudayaan;
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o. pemungutan, penatausahaan, peflyetoran, pelaporan, clan
pertanggungjawaban penenmaan retribusi di bidang
kepariwisataan dan kebudayaan;

p. penegakan peraturan perundang-undangan di bidang
kepariwisataan dan kebudayaan;

q. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan
perangkat daerah di bidang kepariwisataan clan
kebudayaan;

r. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan;

s. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan;

t. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas
Pariwisata dan Kebudayaan; dan

u. pelaporan, dan pertanggungjawabap pelaksanaan tugas
dan fungsi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan.

Pasal 81

(1) Susunan organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri
atas:

a. Kepala Dinas;

b. Sekretariat, yang terdiri atas paling banyak 4 (empaL)
Subbagian;

c. Paling banyak 6 (enam) bidang, yang masing-masing terd;,-i
atas paling banyak 3 (tiga) seksi;

d. 5 (lima) Suku Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kola
Administrasi, terdiri atas :
1. Kepala Suku Dinas;
2. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha; dan
3_ paling banyak 4 (empat) Seksi.

e. 1 (satu) Suku Dinas Pariwisata dan KebuctaYH<\1l
Kabupaten Administrasi, terdiri atas .
1. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha; dan
2_ 2 (dua) Seksi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Bagan SUSUIH11l
Organisasi Dinas Pariwisata clan Kebuclayaan diatur dengan
Peraturan Gubernur.

Paragraf 8

Dinas Perhubungan dan Transportasi

Pasal 82

(1) Dinas Perhubungan dan Transportasi merupakan unsur
pelaksana otonomi daerah di bidang perhubungan clall
transportasi.
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(2) Dinas Perhubungan dan Transportasi dipimpin oieh seorang
Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan berlAnggung
jawab kepada Gubernur melalui Sekret.aris Daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Perhubungan
dan Transportasi dibantu oleh seorang Wakil Kepala DinCls
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepacla
Kepala Dinas.

(4) Dinas Perhubungan dan Transportasi dalam melaksanakan
tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh A~i~tel1

Perekonomian.

Pasal 83

(1) Dinas Perhubungan dan Transportasi mempunyai tuga~

melaksanakan urusan perhubungan dan transportasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Dinas Perhubungan dan Transportasi
menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja Dinas
Perhubungan dan Transportasi;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Dinas Perhubungan dan Transportasi;

c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis
pelaksanaan urusan perhubungan dan transportasi;

d. pembangunan, pengembangan, pembinaan,
pengendalian, pemantauan dan evaluasi sist.em
perhubungan dan transportasi;

e. penyelenggaraan perhubungan darat, perairan, laut dan
perkeretaapian;

f. pembangunan, pengembangan, pembinaan, pengenclalian,
pemantauan dan evaluasi usaha dan kegiatan
perhubungan serta transportasi;

g. penetapan lokasi, pengelolaan, dan pembinaan usahn
perpakiran;

h. pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor angkutan
umum dan barang, dan pemeriksaan mutu kat"Osel'i
kendaraan bermotor;

i. penghit.ungan, pengawasan dan c'Ialuasi tarif angkutan
jalan, perairan, laut dan perkeret.aapian;

j. penataan, penetapan, dan penga"!asan jaringan travek
angkutan jalan;

k. perencanaan, pembangunan, per.1eliharaan, perawatnn,
penggunaan, pemanfaatan, pengawasan, pengenelalinn,
monitoring dan evaluasi jaringan ulili,as transport::lsi;

I. pengembangan, pembinaan, pengendalian, pemantsU<m
dan evaluasi trayek dan volume kcndaraan angkllirl11
jalan dalam rangka kelancaran aru~. l,arang dan jasa sertn
pertumbuhan ekonomi;

m. pemungutan, penatausahaan, pe,'Lyetoran, pelaporan, c!an
pertanggungjawaban penenmaan retribusi eli bic!<Lng
perhubungan darat, perairan, laut. dan udara;

n. pengawasan dan pengendalian lZl11 di biclang
perhubungan dan t.ransportasi;
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o. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan
dan perawatan prasarana dan sarana eli bielang
perhubungan serta transportasi;

p. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat ele\l1
perangkat daerah di bidang perhubungan clan
transportasi;

q. penegakan peraturan perundang-undangan eli bielang
perhubungan dan transportasi;

r. pengelolaan kepegawaian, keuangan, clan barang Dinas
Perhubungan dan Transportasi;

s. pengelolaan ketatausahaan dan kcrumahtanggaan Dinas
Perhubungan Dan Transportasi;

t. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas
Perhubungan dan Transportasi; dan

u. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi Dinas Perhubungan dan Transportasi.

Pasal 84

(1) Susunan organisasi Dinas Perhubungan clan Transportasi
terdiri a tas ;

a. Kepala Dinas;
b. Wakil Kepala Dinas;
c. Sekretariat, yang terdiri atas paling tanyak 4 Subbagian;
d. paling banyak 4 (em pat) bidang, yang masing-masing

terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
e. 5 (lima) Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi Kor,1

Administrasi, terdiri atas ;
1. Kepala Suku Dinas;
2. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha; dan
3. paling banyak 4 (empat) Seksi.

f. 1 (satu) Suku Dinas Perhubungan dan Transportasi
Kabupaten Administrasi, terdiri atas :
1. Kepala Suku Dinas;
2. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha; dan
3.2 (dual Seksi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Bagan Susunan
Organisasi Dinas Perhubungan dan Transportasi cliatur
dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 9

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi

Pasal 85

(1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi merupakan unsur
pelaksana otonomi daerah di bidang ketenagakerjaan elan
ketransmigrasian.
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(2) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Gubernur melalui Sekre~.aris Daerah.

(3) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (".lam
tugas dan fungsinya dikoordinasikan
Perekonomian.

Pasal 86

melaksanakan
oleh Asistcn

sebagaimana dimaksucl pacla
Kerja dan Transmigrasi

(1) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas
melaksanakan urusan ketenagakerjaan elan
ketransmigrasian.

(2) Untuk melaksanakan tugas
ayat (1), Dinas Tenaga
menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar leknis
pelaksanaan urusan ketenagakerjaan elan
ketransmigrasian;

d. pembangunan, pengembangan, penyediaan, penyajian
dan evaluasi informasi ketenagakerjaan dan transmigrasi;

e. pendidikan dan pelatihan tenaga kerja serta transmigrasi;
f. pengembangan produktivitas;
g. penempatan tenaga kerja dan perluasan kerja;
h. pembangunan, pengembangan, pembinaan, pengawasan,

pengendalian, pemantauan dan evaluasi kesejahtermlll
pekerja, sistem pengupahan dan hubungan industrial;

1. fasilitasi dan penyelesaian pers~lisihan hubungan
industrial;

J. sertifikasi dan akreditasi pelatihan kerja;
k. penyelenggaraan perlindungan tenaga kerja;
I. pembangunan, pengembangan, pembinaan, pengawasan,

pengendalian, pemantauan dan evaluasi higienc,
kesehatan dan keselamatan kerja;

m. penyiapan, pembekalan, penempatan, dan pemantaUi\l1
transmigran;

n. pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, clan
pertanggungjawaban penerimaan retribusi
ketenagakerjaan;

o. penegakan peraturan perundang-undangan daerah eli
bidang ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;

p. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan
dan perawatan prasarana clan sarana eli biclang
ketenagakerjaan dan ketransmigra~;lan;

q. pengawasan dan pengendalian 12m cli biclang
ketenagakerjaan dan ketransmigrasian;

1'. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan
Perangkat Daerah di bidang :"etenagakerjaan clan
ketransmigrasian;
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s. pengelolaan kepegawaian, keuanf:an, dan barang Dinas
Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

t. pengelolaan ketatausahaan dan k~'fumahtanggaan Dinas
Tenaga Kerja Dan Transmigrasi;

u. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas Tenaga
Kerja dan Transmigrasi; dan

v. pelaporan, dan pertanggungjawabar, pelaksanaan tugas
dan fungsi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.

Pasal 87

(1) Susunan organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigr8si
terdiri dari :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, yang terdiri atas paling banyak 4 (empaL)

Subbagian;
c. paling banyak 4 (empat) bidang, yang masing-masing

terdiri atas 3 (tiga) seksi;
d. 5 (lima) SukuDinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kola

Administrasi, terdiri atas :
1. Kepala Suku Dinas;
2. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha; dan
3. paling banyak 4 (em pat) Seksi.

e. Seksi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupatcn
Administrasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Craian Tugas, F'ungsi.
Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Bagan Susunan
Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi diat\lr
dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 10

Dinas Bina Marga

Pasal 88

(1) Dinas Bina Marga merupakan uns\lr pelaksana olonoll1i
daerah di bidang bina marga.

(2) Dinas Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan berLanggung jawab kcpacb
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(3) Dinas Bina Marga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
dikoordinasikan oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan
Hidup.

Pasal 89

(1) Dinas Bina Marga mempunyai tugas melaksanakan
perencanaan, pembangunan, perneliharaan, perawatCin,
pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pengamanan jalan,
dan jembatan.
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagain:::ma dimaksud pada
ayat (1), Dinas Bina Marga menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan dan pelaksanaan rencana kerja dan
anggaran Dinas Bina Marga;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokurnen pelaksanaan
anggaran Dinas Bina Marga;

c. penyusunan kebijakan, pedomaf! dan standar teknis
perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, pcrawal.an,
pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pengarnanan
jalan dan jembatan;

d. penelitian dan pengernbangan eli bidang jalan clan
jembatan;

e. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, perawatan,
pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pengarnanan
jalan serta jembatan;

f. pelayanan penelitian laboratorium eli bidang pekerjaan
umum;

g. pengukuran dan pengujian jalan dan jembatan;
h. pemantauan dan evaluasi ketersediac..n dan kelaikan jalan

serta jembatan;
i. pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional eli

bidang Bina Marga;
j. pemberian dukungan teknis kepada rnasyarakat clan

perangkat daerah untuk bidangjalan danjembatan;
k. penegakan peraturan perundang-unclangan claerah cli

bidang jalan dan jembatan;
I. pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, clan

pertanggungjawaban penerimaan retribusi pekerjaan
umum;

m. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan
dan perawatan prasarana dan sarana di bidang Bina
Marga;

n. pengawasan dan pengendalian izin di bidang Bina Marga;
o. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Dinas

Bina Marga;
p. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dina::;

Bina Marga;
q. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas Bina

Marga; dan
r. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

dan fungsi Dinas Bina Marga.

Pasal 90

(1) Susunan organisasi Dinas Bina Marga [erdiri atas :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, terdiri atas paling banyak 4 (empClI)

Subbagian;
c. Paling banyak 4 (empat) bidang, yang masing-masing

terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi:
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d.5 (lima) Suku Dinas Bina Marga Kota Administrasi, tercliri
atas:
1. Kepala Suku Dinas;
2. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha; can
3. Paling banyak 4 (empat) Seksi.

e. Seksi Dinas Bina Marga Kabupaten Administrasi; dan
f. Seksi Dinas Bina Marga Kecamatan Kota Administrasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Bagan Susunall
Organisasi Dinas Bina Marga diatur clengan Peraturnn
Gubernur.

Paragraf 11

Dinas Tata Air

Pasal 91

(1) Dinas Tata Air merupakan unsur pelak~,ana otonomi claerah
di bidang tata air.

(2) Dinas Tata Air dipimpin oleh seorang Kepala Dinas vang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepacl;l
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(3) Dinas Tata Air dalam melaksanabm t'ugas dan fungsinya
dikoordinasikan oleh Asisten Pembangunan dan Lingkungan
Hidup.

Pasal 92

(1) Dinas Tata Air mempunyai tugas melaksanakHn
perencanaan, pengelolaan, pembangunan, pemeliharaan,
perawatan, pengendalian, pemantauan, evaluasi, penelitian,
pengembangan dan pengamanan sumber daya air.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksucl pacla
ayat (1), Dinas Tata Air menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis clan rencana kerja d;m
anggaran Dinas Tata Air;

b. pelaksanaan rencana strategis dan clokumen pelaksanaan
anggaran Dinas Tata Air;

c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis
perencanaan, pembangunan, pengelolaan, pemeliharaan,
perawatan, pengendalian, pemantauan, evaluasi,
penelitian, pengembangan dan pengamanan sum bel' daya
air hujan, air permukaan/ air bah;.., air bawah tanah, air
laut dan air limbah/ air kotor;

d. perencanaan, pembangunan, pengdolaan, pemeliharaan.
perawatan, pengendalian, pernantauan, ev<llu<lsi,
penelitian, pengembangan dan pengamanan sumber daya
air hujan, air permukaan/air baku, air bawah tanah, air
laut dan air limbah/ air kotor;

e. pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional tata air;
f. pelaksanaan konservasi sumber da)a air;
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g. perencanaan, pembangunan, pemeliharaan, perawatan,
penggunaan, pemanfaatan, pengawasan, pengendalian,
monitoring dan evaluasi jaringan utilitas air bersih;

h. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan
dan perawatan prasarana dan sarana di bidang tata air;

i. pengawasan dan pengendalian izin di bidang tata air;
j. penegakan peraturan perundang-undangan daerah di

bidang sumber daya air hujan, air permukaan/air bahl,
air bawah tanah, air laut dan air limbah/ air kotor;

k. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan
perangkat daerah untuk bidang sumber daya air hujan,
air permukaan/air baku, air bawah tanah, air laut dan air
limbah/ air kotor;

1. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Dinas
Tata Air;

m. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas
Tata Air;

n. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas Tata Air;
dan

o. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi Dinas Tata Air.

Pasal 93

(1) Susunan organisasi Dinas Tata Air terdiri atas :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, yang terdiri atas paling banyak 4 (empat)

Subbagian;
c. Paling banyak 5 (lima) bidang, yang rnasing-masing terdiri

atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
d.5 (lima) Suku Dinas Tata Air Kota Administrasi, tcrcliri

atas:
1. Kepala Suku Dinas;
2. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha; dan
3. paling banyak 4 (empat) Seksi.

e. 1 (satu) Suku Dinas Tata Air Kabupaten Administrasi,
terdiri atas :
1. Kepala Suku Dinas;
2. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha; dan
3. 2 (dua) Seksi.

f. Seksi Dinas Tata Air Kecamatan Kota Administrasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Bagan Susunan
Organisasi Dinas Tata Air diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 12

Dinas Perumahan dan Gedung Pernerintah Daerah

Pasal 94

(1) Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah
merupakan unsur pelaksana otone,mi daerah di bidang
perumahan, permukirnan, dan gedung Pemerintah Daerah.
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(2) Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah dipimpin
oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretari,,;
Daerah.

(3) Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh
Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

Pasal 95

(1) Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah
mempunyai tugas menyelenggarakan perumahan,
permukiman, dan pembinaan teknis gedung Pemerintah
Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksucl pacla
ayat (1), Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah
menyelenggarakan fungsi :

usahn
dan

m.
n.

1.

1.

f.

e.

c.

J.

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah
Daerah;

b. pelaksanaan rencana strategis dar. dokumen pelaksanaan
anggaran Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah
Daerah;
penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis
perencanaan, pembangunan, penataan, pengelolaan,
pemeliharaan dan perawatan, pemantauan dan evaluasi
perumahan, permukiman dan gedung pemerintah daerah;

d. perencanaan, pembangunan, penataan, pengelolaan,
pemeliharaan, perawatan, pemantauan dan evaluasi
perumahan, permukiman dan gedung pemerintah daerah;
pelaksanaan penilaian dan bimbin'5an teknis pengelolwlIl
perumahan, permukiman dan gedung pemerintah dacrah;
fasilitasi dan penyelesaian ,engketa penghunian
perumahan;

g. penanganan perumahan fakir mid;in sesual dengan
Iingkup tugasnya;

h. perencanaan, pembangunan clan perawatan/rehab total
bangunan gedung pemerintah daerah;
pelaksanaan pembangunan dan perawatan/rehab total
bangunan gedung pemerintah daerah;
pengawasan perencanaan, pembangunan,
perawatan/rehab total dan pemeliharaan gcc1ung
pemerintah daerah, perumahan dan permukiman;

k. pembinaan, pengendalian dan pengawasan
pembangunan dan pengelolaan perumahan
permukiman;
pengawasan dan value engineering (VEl terhadap
bangunan gedung pemerintah daerah, termasuk fasilitas
sosial dan fasilitas umum serta sarana penllnJang
lainnya;
pembinaan terhadap mitra jasa konstruksi;
pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, dan
pertanggungjawaban penerimaan r::tribusi perumahan;



51

o. pemberian dukungan dan bimbingan teknis kcpada
masyarakat dan Perangkat Daerah di bidang perumahan,
permukiman dan gedung pemerintah daerah;

p. penegakan peraturan perundar.g-undangan daerah eli
bidang perumahan, permukiman dan gedung pemerintah
daerah;

q. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharwlI1
dan perawatan prasarana dan sarana eli biclHng
perumahan dan gedung pemerintah daerah;

r. pengawasan dan pengendalian izin di bidang pcrUl11alWll
dan gedung pemerintah daerah;

s. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Dinas
Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah;

t. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Oinas
Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah;

u. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Oin<ls
Perumahan dan Gedung Pemerintah Daerah; dan

v. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah
Daerah.

Pasal 96

(1) Susunan organisasi Dinas Perumahan dan Gedung
Pemerintah Daerah terdiri atas :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, yang terdiri atas paling banyak 4 (em pat)

Subbagian;
c. paling banyak 5 (lima) bidang, yang masing-masing bidang

terdiri atas 3 (tiga) seksi;
d.5 (lima) Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah

Daerah Kota Administrasi, terdiri atas
1. Kepala Suku Dinas;
2. Subbagian Tata Usaha;
3. paling banyak 4 (em pat) Seksi.

e. 1 (satu) Suku Dinas Perumahan dan Gedung Pemerinl.ah
Daerah Kabupaten Administrasi, terdiri atas
1. Kepala Suku Dinas;
2. Subbagian Tata Usaha; dan
3. 2 (dua) Seksi.

f. Seksi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah Om'rah
Kecamatan Kota Administrasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Bagan Susunan
Organisasi Dinas Perumahan dan Gedung Pemerintah DaerHh
diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 13

Dinas Penataan Kota

Pasal 97

(1) Dinas Penataan Kota merupakan Ullsur pelaksana olonumi
daerah di bidang tata ruang dan bangunan.
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(2) Dinas Penataan Kota dipimpin oleh seorang Kepala Dinas
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(3) Dinas Penataan Kota dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pembangunan dan
Lingkungan Hidup.

Pasal 98

(1) Dinas Penataan Kota mempunyai tugas melaksanakan
perencanaan, pengawasan, pemantauan, pengendalian clan
evalauasi tata ruang dan bangunan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagair:lana dimaksud padn
ayat (1), Dinas Penataan Kota menyelenggarakan fungsi :

penilaian dokurnen
dan rencana teknis
terrnasuk bangunan

dan
teknis

gedun§:

I.

1.

J.

g.

f.

e.

c.

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja clan
anggaran Dinas Penataan Kota;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Dinas Penataan Kota;
penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis
perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, pengendalian,
pemantauan dan evaluasi tata ruang kota, ruang bawah
tanah, bangunan gedung, keselamatan gedung, kcsehatan
gedung, kenyamanan gedung serta kemudahan aksl.'s
gedung;

d. penyusunan pedornan persyaratan administratif
bangunan gedung, persyaratan tata bangunnn,
persyaratan peruntukan dan intensitas bangunan gedur,g,
persyaratan arsitektur bangunan gedung, persyaratan
keandalan bangunan, persyaratan bangunan gedung
fungsi khusus dan persyaratan laik fungsi;
perencanaan, pengawasan, pengendalian, pemantaui1n
dan evaluasi tata ruang kota :ierta pemanfaatan tntn
ruang kota;
penyajian dan pelayanan data inforrnasi rencana tata
ruang wilayah dan rencana detail tata ruang kota serta
bangunan;
penyelenggaraan sis tern informasi rencana tata ruang
wilayah dan rencana detail t<?ta ruang kota scrta
bangunan;

h. pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional di
bidang tata ruang kota dan bangunan;
pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan
perangkat daerah di bidang tata ruang kota serta
bangunan;
pemeriksaan, penelitian,

.pemeliharaan, pengkajian
pembongkaran bangunan
gedung pelestarian;

k. pemeriksaan dan penilaian kelaikan dan persyar<ltnn
teknis bangunan gedung pacta tahap pemanfaatan
termasuk bangunan gedung pelestarian;
pemberian pertirnbangan dan ;:·ersyaratan bangunan
gedung menjadi bangunan gedung pelestarian;
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m. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan,
pemeliharaan dan pembongkaran bangunan gedung;

n. pengawasan dan pengendalian izin di bidang penataan
kota dan bangunan gedung;

o. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan
dan perawatan prasarana dan sarana di bidang penataan
kota dan bangunan gedung;

p. penegakan peraturan perundang-undangan daerah di
bidang penataan kota dan bangunan gedung;

q. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Dinas
Penataan Kota;

r. pelaksanaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas
Penataan Kota;

s. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas
Penataan Kota; dan

t. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi Dinas Penataan Kota.

Pasal 99

(1) Susunan organisasi Dinas Penataan K:;ta terdiri atas :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, yang terdiri atas paling banyak 4 (empal)

Subbagian;
c. paling banyak 6 (enam) bidang, yang masing-masing

bidang terdiri atas paling banyak 3 (tigaj seksi;
d.5 (lima) Suku Dinas Penataan Kota Kola Administrasi,

terdiri atas :

1. Kepala Suku Dinas;

2. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha; dan

3. paling banyak 4 (empat) Seksi.
e. 1 (satu) Suku Dinas Penataan Kota Kabupatcn

Administrasi, terdiri atas :

1. Kepala Suku Dinas;
2. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha; dan
3. paling banyak 3 (tiga) Seksi.

f. Seksi Dinas Penataan Kota Kecamatan Kota Administrasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas, F'ungsi,
Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Bagan Susunan
Organisasi Dinas Penataan Kota diatur c1engan Peratllran
Gubernur.

Paragraf 14

Dinas Pertamanan dan Pemakaman

Pasal 100

(1) Dinas Pertamanan dan Pemakaman merupakan unsur
pelaksana otonomi daerah di bidang pl~ngelolaan pertamamlll
dan pemakaman.

(2) Dinas Pertamanan dan Pemakaman '.' j pimpin oleh seorang
Kepala Dinas yang berkecludukan di be.wah dan bertanggung
jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.
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(3) Dinas Pertamanan dan Pemakaman dalam
tugas dan fungsinya dikoordinasikan
Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

Pasal 101

melaksanak<l n
oleh Asislen

(1) Dinas Pertamanan dan Pemakaman mempunyai tugas
melaksanakan pengelolaan pertamanan dan pemakaman.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksucl pacl"
ayat (1), Dinas Pertamanan dan Pemakaman
menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Dinas Pertamanan Dan Pemakaman;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Dinas Pertamanan dan Pemakaman;

c. penyusunan kebijakan, pedoman dan stanclar teknis
perencanaan, pembangunan, penataan, pengelolaan
pemeliharaan, perawatan, pemantauan clan evaluasi
pertamanan dan pemakaman;

d. perencanaan, pembangunan, penataan, pengelolaan
pemeliharaan, perawatan, pengendalian, pemantauan dan
evaluasi taman, jalur hijau, pemakaman, dan keindahan
kota;

e. pengembangan peran serta masyarakat c1i biclang
pertamanan, keindahan kota dan p-::makaman;

f. penyediaan tanah makam, pemetakan tanah makam, c1Rn
tata keindahan taman pemakaman umum;

g. pelayanan, perawatan/pengurusan, pengangkutan clan
pemakaman jenazah termasuk jenazah orang terlan tar;

h. penyelenggaraan penggalian dan atau pemindahan
jenazah;

i. pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, clan
pertanggungjawaban penerimaar. retribusi bicl"ng
pelayanan pertamanan dan pemakaman;

j. penyusunan rancang bangun, dalcl dan informasi ruang
terbuka hijau;

k. pemberian dukungan teknis kepacla masyarakat cl8 n
perangkat daerah di bidang pertam&.nan clan pemakamo.n;

1. penyediaan, penatausahaan, penggL,naan, pemeliharaan
dan perawatan prasarana clan sarana cli bidang
pertamanan dan pemakaman;

m. pengawasan dan pengendalian izin di bielang pertamanil11
dan pemakaman;

n. penegakan peraturan perunclang-unclangan c1acrah eli
bidang pertamanan, keindahan kota clan pemakaman;

o. pengelolaan kepegawaian, keuangan, clan barang Dinns
Pertamanan dan Pemakaman

p. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan DinHs
Pertamanan dan Pemakaman;

q. pengelolaan kearsipan, data dan informasi DilWS
Pertamanan dan Pemakaman; dan

r. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan lugas
dan fungsi Dinas Pertamanan dan Pemakaman.
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Pasal 102

(1) Susunan organisasi Dinas Pertamanan dan Pemakall1an
terdiri atas :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, yang terdiri atas paling banyak 4 (ell1pal)

Subbagian;
c. paling banyak 6 (enall1) bidang, yang ll1asing-masing

terdiri atas paling banyak 3 (tiga) sek.3i;
d. 5 (lima) Suku Dinas Pertall1anan dc'\n Pemakaman Kula

Administrasi, terdiri atas :
1. Kepala Suku Dinas;
2. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha; dan
3. paling banyak 4 (empat) Seksi.

e. Seksi Dinas Pertamanan dan Pemakaman Kabupalcn
Administrasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, Tata Kerja dem Bagan Susunan
Organisasi Dinas Pertamanan dan Pemakaman diatur dengan
Peraturan Gubernur.

Paragraf 15

Dinas Kebersihan

Pasal 103

(1) Dinas Kebersihan merupakan unsur pelaksana otonomi
daerah di bidang kebersihan.

(2) Dinas Kebersihan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Kebersihan
dibantu oleh seorang Wakil Kepala Din8s yang berkedudukan
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) Dinas Kebersihan dalam ll1elaksanakan tugas dan fungsinva
dikoordinasikan oleh Asisten Pembangu:1.an dan Lingkungan
Hidup.

Pasal 104

(1) Dinas Kebersihan melaksanakan tugas penanganan sampah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dill1aksud pada
ayat (1), Dinas Kebersihan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja ci,m
anggaran dinas kebersihan;

b. pelaksanaan rencana strategis da:l. dokumen pelaksHnHan
anggaran Dinas Kebersihan;

c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar tekn is
penanganan sampah;
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d. perencanaan, penyediaan, pendistribusian, penempatan,
pemeliharaan, perawatan dan pemanfaatan prasarann
dan sarana penanganan sampah;

e. pengawasan, pengendalian, pemantauan dan evaluasi
pemanfaatan, ketersediaan, kelaikan dan kecukupan
prasarana dan sarana penanganan sampah;

f. pemantauan, evaluasi, peng1Jrnpulan, pemilahan,
pengangkutan, penempatan, pengolahan dan
pemanfaatan sampah;

g. penelitian/pengkajian, pengembangan, penerapan dan
pemasyarakatan sistern, rnetode dan/atau teknik
pengolahan dan teknik pemanfaat8n sampah yang efcktif,
efisien, mudah, tepat, murah dan r,imah lingkungan;

h. pemantauan, evaluasi dan pena::J.ganan sampah pada
seluruh wilayah daerah/kota ~:akarta secara rutin,
konsisten dan berkesinambunga.n sehingga tcrjamin
kebersihan kota secara baik;

i. pembangunan, pengembangan, pembinaan, pengawasan,
pemantauan, pengendalian dan evaluasi perilaku
kebiasaan dan ketaatan penduduk membuang sampah
pada tempat yang tepat;

j. pembangunan, pengembangan, pem'Jinaan, pengawasan,
pemantauan, pengendalian dan evaluasi partisipasi
masyarakat dalam penanganan, pcngolahan cI'ln
pemanfaatan sampah;

k. penegakan peraturan perundang-1Y'dangan daerah eli
bidang kebersihan;

1. pemantauan, pengawasan dan pengendalian s<'lmpuh
padat di kali, bantaran kali, sungai, danau, wacluk, situ,
prasarana dan sarana umum, permukiman, pcrumah,lll,
area kerja, badan air, taman dan jalur hijau;

m. pengembangan kerjasama dan kemitraan dengan berbap-ai
pihak dalam pengelolaan sampah padat;

n. pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, dan
pertanggungjawaban penerima,m retribusi bidang
pelayanan kebersihan;

o. pengawasan dan pengendalian izin eli bidang kebersihan;
p. pemberian dukungan teknis keDada masyarakat clan

perangkat daerah di bidang pengelolaan sampah paclal;
q. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaa!l

dan perawatan prasarana dan sarana di bidang
kebersihan;

r. pengelolaan kepegawaian, keuang;:tn, dan barang Dinas
Kebersihan

s. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas
Kebersihan;

t. pengelolaan kearsipan, data can informasi Dinas
Kebersihan; dan

u. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi Dinas Kebersihan.

Pasal 105

(1) Susunan organisasi Dinas Kebersihan terdiri atas :

a. Kepala Dinas;
b. Wakil Kepala Dinas;
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c. Sekretariat, yang terdiri atas paling banyak 4 (empat)
Subbagian;

d. paling banyak 4 (empat) bidang, yang masing-masing
bidang terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;

e. 5 (lima) Suku Dinas Kebersihan Kota Administmsi, tercliri
atas:
1. Kepala Suku Dinas;
2. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha; dan
3. paling banyak 4 (empat) Seksi.

f. 1 (satu) Suku Dinas Kebersihan Kabupaten Administrasi,
terdiri a tas :
1. Kepala Suku Dinas;
2. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha; dan
3.2 (dua) Seksi.

g. Seksi Dinas Kebersihan Kecamatan Kota Administrasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Bagan Susunan
Organisasi Dinas Kebersihan diatur dengan Peratllran
Gubernur.

Paragraf 16

Dinas Sosial

Pasal 106

(1) Dinas Sosial merupakan unsur pelaksana otonomi claerah
untuk urusan sosial.

(2) Dinas Sosial dipimpin oleh seorang Kepala Dinas ynng
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kep<l<lu
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(3) Dinas Sosial dalam melaksanakan tugas dan fllngsinya
dikoordinasikan oleh Asisten Kesejah':eraan Rakyal.

Pasal 107

(1) Dinas Sosial mempunyai tugas melaksanakan urusan sosial.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksucl paclH
ayat (1), Dinas Sosial menyelenggarakan fungsi :

masyarakat,
sosial clan

f.

e.

c.

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja c1e1l1
anggaran Dinas Sosial;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksannnn
anggaran Dinas Sosial;
penyusunan kebijakan, pedoman dan stanclar Leknis
urusan sosial;

d. pelayanan, rehabilitasi dan pengendalian penyanclang
masalah kesejahteraan sosial;
pemberdayaan sosial individu, keluarga,
penyandang masalah kesejahteraan
kelembagaan kesejahteraan sosial;
pelayanan sosial bagi fakir miskin sesuai dengan lingkup
tugasnya;
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g. perlindungan sosial korban bCllcana, korban tindak
kekerasan, pekerja migran dan orang terlantar;

h. pengembangan sumber dana dan jaminan kesejahlera::lIl
sosial;

i. pengembangan sistem kelembagaan dan fasililHS
penyelenggaraan kesejahteraan sosial ;

j. pelayanan, perlindungan dan pemberdayaan penyandang
disabilitas;

k. pembinaan, pengawasan, pengendalian, monitoring dan
evaluasi bidang kesejahteraan sosial;

1. pemantauan dan evaluasi ketersediaan dan kelaikan
prasarana dan sarana pelayanan di bidang sosial;

m. pelayanan penghargaan kepada pahlawan, perinlis
kemerdekaan dan masyarakat;

n. pelestarian dan pengembangan nilai kejuangan dan
kesetiakawanan sosial;

o. penegakan peraturan perundang-undangan daerah di
bidang sosial;

p. pelaksanaan usaha kesejahteraan sosial;
q. pengelolaan panti sosial;
r. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan

perangkat daerah di bidang kesejahteraan sosial;
s. pengawasan dan pengendalian izin di bidang sosial;
t. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemelihar<lan

dan perawatan prasarana dan sarana di bidang sosial;
u. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Dinas

Sosial;
v. pengelolaan ketatausahaan dan kerumaht.anggaan Dina:;

Sosial;
w. pengelolaan kearsipan, dat.a dan informasi Dinas Sosial;

dan
x. pelaporan, dan pert.anggungjawaban pelaksanaan t.ugas

dan fungsi Dinas Sosial.

Pasal 108

(1) Susunan organisasi Dinas Sosial t.erdiri at.as :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat., yang t.erdiri at.as paling banyak 4 (empal)

Subbagian;
c. paling banyak 4 (empat) bidang, yang masing-masing

terdiri at.as paling banyak 3 (tiga) seksi;
d. 5 (lima) Suku Dinas Sosial Kot.a Administ.rasi, terdiri atas :

1. Kepala Suku Dinas;
2. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha; can
3. paling banyak 4 (empat) Seksi.

e. Seksi Dinas Sosial Kabupaten Administrasi; dan
f. Seksi Dinas Sosial Kecamatan Kota Administrasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai LJraian Tugas, Fungsi.
Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Bagan SusUnatl
Organisasi Dinas Sosial diatur dengan ~)eraturan Gubcrnur.
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Paragraf 17

Dinas Pendidikan

Pasal 109

(1) Dinas Pendidikan merupakan unsur pelaksana otonomi
daerah untuk urusan pendidikan.

(2) Dinas Pendidikan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Pcncliclikan
dibantu oleh seorang Wakil Kepala Dinas yang berkedurlukan
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) Dinas Pendidikan dalam melaksanakan tugas dan fungsinva
dikoordinasikan oleh Asisten Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 110

(1) Dinas Pendidikan mempunyai tugas melaksanakan urUSCln
pendidikan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Dinas Pendidikan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran dinas pendidikan;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Dinas Pendidikan;

c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis
urusan pendidikan;

d. pelaksanaan pendidikan prasekolah, dasar, menengah,
luar biasa, pendidikan non formal dan informal;

e. pembinaan, pengelolaan, pengk;~jian, pengembangan,
pengawasan, pengendalian, pemantauan, dan evaluasi
pendidikan prasekolah, pendidikan dasar, pendidikan
menengah, pendidikan luar biasa, pendidikan non formal
dan pendidikan informal;

f. pembinaan dan pengembangan tenaga fungsiomd
kependidikan;

g. fasilitasi pengembangan kerjasama antar lembaga
danl atau satuan pendidikan;

h. penyediaan pendidikan bagi fakir miskin sesuai dengan
lingkup tugasnya;

i. pemungutan, penatausahaan, penyete,ran, pelapomn, dan
pertanggungjawaban penerimaan retribusi bielang
pelayanan pendidikan;

j. penyediaan, penatausahaan, pf'nggunaan, elan
pemeliharaan dan perawatan prasarana dan sarana cl i
bidang pendidikan;

k. pengawasan dan pengendalian izir: di bidang pendidikan;
1. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat elan

perangkat daerah di bidang pendidikan;
m. penegakan peraturan perundang-undangan daerah eli

bidang pendidikan;
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n. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Dinas
Pendidikan;

o. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas
Pendidikan;

p. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas
Pendidikan; dan

q. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi Dinas Pendidikan.

Pasal 111

(1) Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri atas :

a. Kepala Dinas;
b. Wakil Kepala Dinas;
c. Sekretariat, yang terdiri atas paling banyak 4 (cmpat)

Subbagian;
d. paling banyak 8 (delapan) bidang, yang masing-masing

terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
e. Di setiap wilayah Kota Administrasi dibentuk 2 (dua) Suku

Dinas Pendidikan, yang masing-masing terdiri atas :
1. Kepala Suku Dinas;
2. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha; dan
3. paling banyak 7 (tujuh) seksi.

f. 1 (satu) Suku Dinas Pendidikan Kabupatcn Administrasi,
terdiri dari:
1. Kepala Suku Dinas;
2. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha; dan
3. paling banyak 4 (empat) seksi.

g. Seksi Dinas Pendidikan Kecamatan Kota Administrasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas, F'ungsi,
Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Bagan Susunan
Organisasi Dinas Pendidikan diatur dengan Pcraturan
Gubernur.

Paragrar 18

Dinas Kesehatan

Pasal 112

(1) Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana otonomi
daerah untuk urusan kesehatan.

(2) Dinas Kesehatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kcpacla
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(3) Dalam mekasanakan tugasnya, Kepala Dinas Kesehatan
dibantu oleh seorang Wakil Kepala Dinas yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

(4) Dinas Kesehatan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
dikoordinasikan oleh Asisten Kesejahteraa.n Rakyat.



61

Pasal 113

(1) Dinas Kesehatan mempunyai tugas rnelaksanakan urusan
kesehatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pacla
ayat (1), Dinas Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran dinas kesehatan;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Dinas Kesehatan;

c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis
urusan kesehatan;

d. perencanaan; pembangunan, pengembangan dan
pembinaan kesehatan masyarakat, kesehatan lingkungan,
serta pelayanan kesehatan;

e. pengawasan, pemantauan, pengendalian dan evaluasi
sistem, upaya dan kegiatan pengembangan kesehatan
masyarakat, kesehatan lingkungan serta pclayanan
kesehatan;

f. pengawasan, pengendalian, pernantauan, dan evaluasi
pelayanan kesehatan pada seluruh Sctrana kesehatan eli
wilayah daerah;

g. perencanaan, pengaturan, penyelenggaraan, pembinaan
dan pengawasan upaya kesehatan ibu, bayi, anak,
remaja, lanjut usia dan penyandang disabilitas;

h. perencanaan, pengaturan, penyelenggaraan, pembinaan
dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan kesehatan
khusus;

i. pencegahan, pengendalian dan penanganan penyakit
menular dan penyakit tidak menular serta akibat yang
ditimbulkannya;

j. pengawasan, pemantauan, pengenctalian, pembinaan elan
evaluasi pelayanan RSUD/RSKD;

k. pengawasan, pengendalian dan pembinaan keschatan
kerja;

1. pengumpulan, pengolahan, penyajian dan pengembangan
informasi kesehatan;

m. pembangunan, pengembangan dan pembinaan peran
serta masyarakat dalam pengelolaan kesehatan;

n. perencanaan dan pengelolaan pembiayaan
penyelenggaraan pelayanan kesehatan;

o. penanganan kesehatan fakir miskin sesual c1cngan
lingkup tugasnya;

p. pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, elan
pertanggungjawaban penenmaan retribusi bielang
pelayanan kesehatan;

q. penyeeliaan, penatausahaan, peng;sunaan, pemeliharaan
dan perawatan prasarana dan sarana eli biclang
kesehatan;

r. pengawasan dan pengendalian izin di bidang kesehat<lI1;
s. pemberian dukungan teknis kepCLd2. masyarakat elan

perangkat daerah di bidang kesehm:an.
t. penegakan peraturan perundang-undangan daerah eli

bidang kesehatan;
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u. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Dinas
Kesehatan

v. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtangaan Dinas
Kesehatan;

w. pengelolaan kearsipan, data c!a'1 informasi Dine1s
Kesehatan; dan

x. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi Dinas Kesehatan.

Pasal 114

(1) Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri atas ,

a. Kepala Dinas;
b. Wakil Kepala Dinas;
c. Sekretariat, yang terdiri atas paling banyak 4 (empa t.)

Subbagian;
d. paling banyak 4 (empat) bidang, yang masing-masing

terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
e. 5 (lima) Suku Dinas Kesehatan Kc·.:a Administrasi, terdiri

atas:
1. Kepala Suku Dinas;
2. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha; dan
3. paling banyak 4 (empat) seksi.

f. 1 (satu) Suku Dinas Kesehatan Ka bupaten Administrasi,
terdiri atas:
1. Kepala Suku Dinas;
2. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha; dan
3. paling banyak 3 (tiga) seksi.

g. Pusat Kesehatan Masyarakat.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, Tata Kerja aan Bagan Susunan
Organisasi Dinas Kesehatan diatur dengan Peratumn
Gubernur.

Paragraf 19

Dinas Olahraga dan Pemuda

Pasal 115

(1) Dinas Olahraga dan Pemuda merupakan unsur pelaksana
otonomi daerah di bidang keolahragaan dan kepemudaan.

(2) Dinas Olahraga dan Pemuda dipimpin oleh seorang Kepala
Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(3) Dinas Olahraga dan Pemuda dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Kesejah teraa 11

Rakyat.

Pasal 116

(1) Dinas Olahraga dan Pemuda mempunyai tugas
melaksanakan urusan keolahragaan C.an kepemudaan.
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(2) Untuk melaksakanan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Dinas Olahraga dan Pemuda menyelenggarakan
fungsi:

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Dinas Olahraga dan Pemuda;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Dinas Olahraga dan Pemuda;

c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis
pemerintahan di bidang keolahragaan dan kepemudaan;

d. pembinaan dan pengembangan keolahragaan dan
kepemudaan;

e. pelaksanaan pelatihan, pertandingan dan pembinaan
kegiatan keolahragaan, serta pengiriman dan
pengikutsertaan tim olahraga;

f. pemassalan, pembibitan dan peningkatan prestasi
olahraga;

g. fasilitasi penyelenggaraan kegiatan olahraga dan pemuda;
h. penelitian dan pengembangan di bidang keolahragaan dan

kepemudaan;
i. pelaksanaan pelayanan kepemudaan;
j. pendataan, pemantauan dan evaluasi keolahragaan dan

kepemudaan;
k. pelaksanaan kerjasama di bidang keolahragaan dan

kepemudaan;
I. penyediaan, pemeliharaan, perawatan, penatausahaan,

pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengaturan
penggunaan prasarana dan sarana di bidang
keolahragaan dan kepemudaan;

m. pengawasan dan pengendalian izin di bidang
keolahragaan dan kepemudaan;

n. pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, dan
pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang
keolahragaan dan kepemudaan;

o. pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan
perangkat daerah di bidang keolahragaan clan
kepemudaan;

p. penegakan peraturan perundang-undangan daerah eli
bidang keolahragaan dan kepemudaan;

q. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Dinas
Olahraga dan Pemuda

1". pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas
Olahraga dan Pemuda;

s. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas
Olahraga dan Pemuda; dan

t. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi Dinas Olahraga dan Pemuda.

Pasal 117

(1) Susunan organisasi Dinas Olahraga dan Pemuda terdiri atas :

a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, yang terdiri atas paling banyak 4 (empatl

Subbagian;
c. paling banyak 4 (empatl bidang, yang masing-masing

terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi;
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d. 5 (lima) Suku Dinas Olahraga dan Pemuda Kata
Administrasi, terdiri atas :
1. Kepala Suku Dinas;
2. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha; dan
3. paling banyak 3 (tiga) Seksi.

e. Seksi Dinas Olahraga dan Pemuda Kabupaten
Administrasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas, F'ungsi,
Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Bagan Susunan
Organisasi Dinas Olahraga dan Pemuda diatur dengan
Peraturan Gubernur.

Paragraf 20

Dinas Pelayanan Pajak

Pasal 118

(1) Dinas Pelayanan Pajak merupakan unsur pelaksana otonomi
daerah di bidang pelayanan pajak daerah.

(2) Dinas Pelayanan Pajak dipimpin oleh seorang Kepala Dinas
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas Pelayanan
Pajak dibantu oleh seorang Wakil Kepala Dinas yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Kepala Dinas.

(4) Dinas Pelayanan Pajak dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Administrasi dan
Keuangan.

Pasal 119

(1) Dinas Pelayanan Pajak mempunyai tugas melaksanakan
pelayanan pemungutan pajak daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Dinas Pelayanan Pajak menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Dinas Pelayanan Pajak;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Dinas Pelayanan Pajak;

c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis
pelaksanaan tugas pelayanan pemungutan pajak daerah;

d. pendataan dan pendaftaran subjek dan objek pajak
daerah;

e. penilaian, pemeriksaan, penyidikan, penetapan dan
penagihan pajak daerah;

f. penyelesaian pengurangan, keberatan dan banding pajak
daerah;

g. penggalian dan pengembangan potensi pajak daerah;
h. penyediaan, pengelolaan, pendayagunaan prasarana dan

sarana serta sistem informasi pajak daerah;
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I. pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan
teknis pelayanan pajak daerah;

j. penegakan peraturan perundang-undangan daerah di
bidang pajak daerah;

k. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan
dan perawatan prasarana dan sarana di bidang pelayanan
pemungutan pajak daerah;

I. pemberian dukungan teknis dan administratif kepada
masyarakat di bidang pelayanan pemungutan pajak
daerah;

m. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Dinas
Pelayanan Pajak;

n. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Dinas
Pelayanan Pajak;

o. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Dinas
Pelayanan Pajak; dan

p. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi Dinas Pelayanan Pajak.

Pasal 120

(1) Susunan organisasi Dinas Pelayanan Pajak terdiri atas :
a. Kepala Dinas;
b. Wakil Kepala Dinas;
c. Sekretariat, yang terdiri atas paling banyak 4 (empat)

Subbagian;
d. paling banyak 4 (empat) bidang, yang masing-masing

terdiri atas paling banyak 3 (tiga) seksi; dan
e. 5 (lima) Suku Dinas Pelayanan Pajak Kota Administrasi

terdiri atas:

1. Kepala Suku Dinas;

2. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha; dan

3. paling banyak 4 (empat) seksi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Bagan Susunan
Organisasi Dinas Pelayanan Pajak diatur dengan Peraturan
Gubernur.

Bagian Keenam

Lembaga Teknis Daerah

Paragraf 1

Badan Pengelola Keuangan dal~ Aset Daerah

Pasal 121

(1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah merupakan
unsur pendukung Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan
keuangan dan aset daerah.

(2) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oleh
seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah.
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(3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan Pengelola
Keuangan dan Aset Daerah dibantu oleh seorang Wakil
Kepala Badan, yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan
dan Aset Daerah.

(4) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Dacrah dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh
Asisten Administrasi dan Keuangan.

Pasal 122

(1) Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah mempunyai
tugas melaksanakan pengelolaan keuangan dan aset daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Badan Pengelolaan Keuangan Daerah;

c. penyusunan dan penyelenggaraan kebijakan, pedoman
dan standar teknis pengelolaan keuangan dan ascI"
daerah;

d. penyusunan kebijakan umum anggaran berkoordinasi
dengan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;

e. penyusunan prioritas dan plafon anggaran bcrkoordinasi
dengan Badan Perencanaan Pembangunan Dacrah;

f. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan
APBD;

g. pelaksanaan pemungutan pendapatan Daerah;
h. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka

pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
i. penyusunan kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
j. pengesahan dokumen pelaksanaan anggaran

SKPDjUKPD;
k. pengendalian pelaksanaan APBD;
1. pemberian petunjuk teknis pelaksanaan sistem

penerimaan dan pengeluaran kas Daerah;
m. pemantauan pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran

APBD oleh Bank danjatau lembaga keuangan lainnya
yang telah ditunjuk;

n. pengusahaan dan pengaturan dana yang diperlukan
dalam pelaksanaan APBD;

o. penyimpanan uang Daerah;
p. penetapan Surat Penyediaan Dana;
q. pelaksanaan penempatan uang Dacrah dan pengelolaanj

penatausahaan investasi Daerah;
r. pelaksanaan pembayaran berdasarkan permintaan

pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas
umum Daerah;

s. penyiapan dan pelaksanaan pembcrian pinjaman sertn
pemberian jaminan atas pinjaman Pemerintah Daerah;

t. pengelolaan utang dan piutang Daerab;
u. penagihan piutang Daerah termasuk prasarana, saranR

dan utilitas umum;
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v. pelaksanaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan
Daerah;

w. penyajian informasi keuangan dan aset Daerah;
x. penyusunan kebyakan dan pedoman pengelolaan serta

penghapusan barang milik daerah;
y. penunjukan Kuasa Bendahara Umum Daerah;
z. pembinaan dan pengembangan pejabat fungsional

keuangan dan aset daerah;
aa. fasilitasi pengembangan kerjasama keuangan;
bb. penelitian pengembangan keuangan daerah;
cc. pengelolaan aset daerah yang tidak dalam penggunaan

dan/atau tidak tercatat dalam neraca SKPD/UKPD
tertentu;

dd. pengadaan, penatausahaan, penYlmpanan,
pendistribusian, dan penghapusan barang daerah yang
tidak diserahkan kepada SKPD/UKPD tertentu;

ee. penyusunan satuan biaya umum;
ff. pengoordinasian pelaporan pertanggungjawaban dana

dekonsentrasi dari SKPD/UKPD;
gg. pembinaan pengelolaan keuangan badan layanan umum

daerah;
hh. pengoordinasian, monitoring, dan pengendalian pelayanan

pajak dan pemungutan retribusi daerah;
ii. pelaksanaan analisis dan pemberian rekomendasi

pengajuan penyertaan modal daerah pada badan usaha
milik daerah atau perusahaan berbadan hukum lainnya;

jj. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

kk. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah;

11. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Badan
Pengelola Keuangan dan Aset Daerah; dan

mm. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah.

Pasal 123

(1) Susunan organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset
Daerah terdiri atas :

a. Kepala Badan;
b. Wakil Kepala Badan;
c. Sekretariat, yang terdiri atas paling banyak 4 (empat)

Subbagian;
d. paling banyak 7 (tujuh) bidang, yang masing-masing terdiri

atas paling banyak 3 (tiga) Subbidang;
e. 5 (lima) Kantor Perbendaharaan dan Kas Daerah Kota

Administrasi terdiri atas :
1. Kepala Kantor;
2. I (satu) Subbagian Tata Usaha; dan
3. paling banyak 3 (tiga) SUbbidang.

f. 5 (lima) Kantor Pengelolaan Aset Daerah Kota Administrasi
terdiri atas :
1. Kepala Kantor;
2. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha; dan
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3. paling banyak 3 (tiga) Subbidang.
g. 1 (satu) Kantor Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten

Administrasi terdiri atas :
1. Kepala Kantor;
2. 1 (satu) SUbbagian Tata Usaha; dan
3. paling banyak 3 (tiga) Subbidang.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Bagan Susunan
Organisasi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah
diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 2

Badan Kepegawaian Daerah

Pasal 124

(1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung
tugas Pemerintah Daerah di bidang pengelolaan kepegawaian
daerah.

(2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh seorang Kepala
Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(3) Badan Kepegawaian Daerah dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan.

Pasal 125

(1) Badan Kepegawaian Daerah mempunyCli tugas melaksanakan
pengelolaan kepegawaian daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pacla
ayat (1), Badan Kepegawaian Daerah menyelenggarakan
fungsi:

rangka
potensi

1.

J.

c.

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Badan Kepegawaian Daerah;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Badan Kepegawaian Daerah;
penyusunan kebijakan, pedoman dan standar leknis
perencanaan, pengadaan, pengembangan, penempatan,
promosi, penggajian, kesejahteraan, disiplin serla
pemberhentian pegawai;

d. penyusunan formasi kebutuhan pegawai;
e. pelaksanaan pengadaan dan seleksi calon pegawai;
f. pelaksanaan penempatan dan mutasi pegawai;
g. pembinaan, pengendalian dan evaluasi disiplin pegawai;
h. pembinaan dan pengembangan kinerja pegawai;

pengembangan karir pegawai;
penyelenggaraan penilaian/ pengujian dalam
deskripsi manajerial (soft competency) dan
pegawai;

k. pelaksanaan konseling pegawai;
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1. penyusunan dan validasi alat ukur uji kompetensi
manajerial (soft competency);

m. penyusunan standar kompetensi manajerial (soH
competency);

n. pelayanan, pembinaan dan pengembangan kesejahteraan
pegawal;

o. penyelesaian administrasi pemberhentian dan pensi1..ln
pegawar;

p. pengendalian dan evaluasi pelaksanaan peraturan
perundang-undangan kepegawaian;

q. pengelolaan sistem informasi manajemen dan dokumen
kepegawaian daerah;

r. pengelolaan dan penyajian data informasi kepegawaian
daerah;

s. penegakan peraturan perundang-undangan di bidang
kepegawaian;

t. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Badan
Kepegawaian Daerah

u. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Badan
Kepegawaian Daerah;

v. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Badan
Kepegawaian Daerah; dan

w. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi Badan Kepegawaian Daerah.

Pasal 126

(1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri atas :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, yang terdiri atas paling banyak 4 (empal)
Subbagian;

c. paling banyak 4 (empatl bidang, yang masing-masing
terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbidang;

d. 5 (lima) Kantor Kepegawaian Kota Administrasi, terdiri atas :
1. Kepala Kantor;
2. Subbagian Tata Usaha; dan
3. paling banyak 4 (empat) Subbidang.

e. 1 (satu) Kantor Kepegawaian Kabupaten Administrasi,
terdiri atas :
1. Kepala Kantor;
2. Subbagian Tata Usaha; dan
3.2 (dual Subbidang.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas, F1..Ingsi,
Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Bagan Susunan
Organisasi Badan Kepegawaian Daerah diatur dengan
Peraturan Gubernur.
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Paragraf 3

Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Pasal 127

(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik merupakan unsur
pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang kesatuan
bangsa dan politik.

(2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik dipimpin oleh seorang
Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(3) Badan Kesatuan Bangsa
tugas dan fungsinya
Pemerintahan.

dan Politik dalam melaksanakan
dikoordinasikan oleh Asisten

Pasal 128

(1) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik mempunyai tugas
pembinaan dan pengembangan kesatuan bangsa dan politik.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;

c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis
penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan wawasan
kebangsaan, pembauran, persatuan dan kesatuan bangsa,
serta politik dan demokrasi;

d. pelaksanaan dan pengoordinasian kegiatan pembinaan dan
pengembangan wawasan kebangsaan, pembal..lran,
persatuan dan kesatuan bangsa, serta politik dan
demokrasi;

e. fasilitasi penyelenggaraan pembinaan dan pengembangan
wawasan kebangsaan, pembauran, persatl..lan dan
kesatuan bangsa, serta politik dan demokrasi;

f. fasilitasi penyelesaian perselisihan masyarakat yang
berpengaruh terhadap persatuan dan kesatuan bangsa;

g. fasilitasi pengembangan hubungan antar partai politik,
antar organisasi kemasyarakatan, antar lembaga swadaya
masyarakat danl atau antar organisasi terse but;

h. pemantauan, pengkajian, dan evaluasi persatuan dan
kesatuan bangsa, pembauran, wawasan kebangsaan,
politik, demokrasi, kerukl..lnan urr,at. beragama, serta
ketahanan ekonomi dan seni budaya;

i. pengumpulan, pengolahan, penyajian, pemanfaatan dan
pengembangan data dan informasi mengenai persatuan
dan kesatuan bangsa, politik serta dernokrasi;

j. pemantauan orang asing, tenaga ke:-ja asing dan organisasi
masyarakat asing;

k. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Baclan
Kesatuan Bangsa dan Politik;
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1. pengelolaan ketatausaahaan dan kerumahtanggaan Badan
Kesatuan Bangsa dan Politik;

m. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Badan Kesatuan
Bangsa dan Politik; dan

n. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

Pasal 129

(1) Susunan organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
terdiri atas :

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, yang terdiri atas paling banyak 4 (em pat)

Subbagian;
c. paling banyak 4 (empat) bidang, yang masing-masing

terdiri atas paling banyak 3 (tiga) Subbidang;
d. 5 (lima) Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik Kota

Administrasi, terdiri atas :
1. Kepala Kantor;
2. Subbagian Tata Usaha; dan
3. paling banyak 4 (empat) Subbidang.

f. Subbidang Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten
Administrasi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas, F'ungsi,
Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Bagan Susunan
Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik diatur dengan
Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Badan Pendidikan dan Pelatihan

Pasal 130

(1) Badan Pendidikan dan Pelatihan merupakan unsur
pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang pelaksanaan
pendidikan dan pelatihan pegawai.

(2) Badan Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang
Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(3) Badan Pendidikan dan Pelatihan dalam melaksanakan tugns
dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan.

Pasal 131

(1) Badan Pendidikan dan Pelatihan mempunyal tugas
melaksanakan pendidikan dan pelatihan pegawai.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Badan Pendidikan dan Pelatihan menyelenggarakan
fungsi:



72

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Badan Pendidikan dan Pelatihan;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Badan Pendidikan dan Pelatihan;

c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar tcknis
pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai;

d. penyusunan peta kebutuhan, perencanaan calon pcserta,
dan penyusunan materi serta kurikulum pendidikan dan
pelatihan pegawai;

e. pengkajian dan pengembangan materi dan kurikulum
program, metode dan alat bantu pendidikan dan pelatihan
pegawal;

f. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan pegawai;
g. pengelolaan izin dan tugas belajar pegawai;
h. pembinaan dan pengembangan widyaiswara, widyaiswara

luar biasa, serta pejabat fungsional pendidikan dan
pelatihan pegawai lainnya;

i. penyusunan metode pendidikan dan pelatihan pegawai;
j. penyediaan dan standarisasi alat bantu pendidikan dan

pelatihan;
k. pemberian sertifikatj surat tanda tamat pendidikan dan

pelatihan;
1. penyusunan standar kompetensi teknisj fungsional

pegawal;
m. pelaksanaan pendidikan dan pelatihan asesor;
n. pelaksanaan uji kompetinsi teknisjfungsional pegawai;
o. penyusunan dan validasi alat ukur uji kompetensi

teknis j fungsional;
p. pengelolaan sertifikasi profesi pegawai;
q. pelaksanaan sertifikasi, seleksi dan pengembangan

pegawai;
r. pemantauan evaluasi dan pelaporanjpenyajian

pemberdayaan pegawai alumni pendidikan, pelatihan, izin
dan tugas belajar oleh SKPDjUKPD;

s. pembinaan, pengendalian, kocrdinasi, pembcrian
rekomcndasij standarisasi pelaksanaan pendidikan clan
pelatihan olch SKPDjUKPD;

t. pengembangan hubungan antar lembaga pendidikan dan
pelatihan pegawai;

u. pcngclolaan asrama pcndidikan dan pelatihan pegawai;
v. pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, clan

pertanggungjawaban penenmaan r,~tribusi di bidang
pelayanan pendiclikan dan pelatihan;

w. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan
dan perawatan prasarana dan sarana di bidang
pendidikan dan pelatihan;

x. pengelolaan kcpegawaian, keuangan, dan barang Baclan
Pendidikan dan Pelatihan;

y. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Badan
Pendidikan dan Pelatihan;

z. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Baclan
Pendidikan dan Pelatihan; dan

aa. pelaporan, dan pertanggungjawaba.n pelaksanaan tugas
clan fungsi Badan Pendidikan dan Pelatihan.
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(3) Dalam perencanaan calon peserta pendidikan dan pelatihan
pegawai, penyusunan materi dan kurikulum pendidikan dan
pelatihan pegawai, pengembangan pendidikan dan pelatihan
pegawai, penyusunan peta kebutuhan pendidikan dan
pelatihan pegawai, serta penyusunan farmasi pemberian izin
dan tugas belajar pegawai, Badan Pendidikan dan Pelatihan
berkoordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah dan Biro
Organisasi dan Reformasi Birokrasi.

Pasal 132

(1) 8usunan organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan terdiri
atas:

a. Kepala Badan;

b. 8ekretariat, yang terdiri atas paling banyak 4 (em pat)
8ubbagian; dan

c. paling banyak 4 (empat) bidang, yang masmg-masmg
terdiri atas 2 (dua) Subbidang.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas, F'ungsi,
8usunan Organisasi, Tata Kerja dan Bagan 81.1sunan
Organisasi Badan Pendidikan dan Pelatihan diatur dengan
Peraturan Gubernur.

Paragraf 5

Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan
Penanaman Modal

Pasal 133

(1) Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan
Penanaman Modal merupakan unS'_lr pendukung tugas
Pemerintah Daerah di bidang pengembangan badan usaha
milik daerah dan penanaman modal serta promosi.

(2) Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan
Penanaman Modal dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(3) Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan
Penanaman Modal dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
dikoordinasikan oleh Asisten Perekonomian.

Pasal 134

(1) Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan
Penanaman Modal mempunyai tugas pembinaan dan
pengembangan badan usaha milik daerah, penanaman
modal dan promosi daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pacla
ayat (1), Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan
Penanaman Modal menyelenggarakan fungsi :
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dan standar teknis
badan usaha milik
modal dan promosi

t.

s.

r.

m.
I.

1.

g.

f.

e.

c.

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Badan Pembinaan Bada~"l Usaha Milik Daerah
dan Penanaman Modal;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
dan Penanaman Modal;
penyusunan kebijakan, pedoman
pembinaan dan pengembangan
daerah, pelaksanaan penanaman
daerah;

d. pengkajian dan pengajuan pembentukan badan usaha
milik daerah baru;
pembinaan dan pengembangan pengurusan badan usaha
milik daerah;
pelaksanaan monitoring dan evaluasi pengurusan dan
kinerja pengurus badan usaha milik daerah;
pengkajian dan pengajuan rencana akuisisi, merger dan
likuidasi badan usaha milik daerah;

h. pengajuan rencana penyertaan modal daerah pada badan
usaha milik daerah;
pelaksanaan evaluasi nilai ekonomi dan keuangan
kontribusi badan usaha milik daerah terhadap APBD;
penyelenggaraan seleksi dan pengajuan calon pengurus
badan usaha milik daerah;

k. pengkajian potensi, kondisi dan k~ndala penanaman
modal;
pembinaan dan pengembangan iklim penanaman modal;
pembinaan, monitoring dan evaluasi kegiatan penanaman
modal;

n. pengoordinasian, fasilitasi dan pelaksanaan promosl
daerah;

o. evaluasi dan pelaporan efektivitas kegiatan promosl
daerah;

p. pemberian dukungan teknis kep;lda masyarakat dan
perangkat daerah di bidang penanaman modal clan
promosi daerah;

q. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Badan
Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman
Modal
pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Badan
Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman
Modal;
pengelolaan kearsipan, data dan informasi Badan
Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan Penanaman
Modal; dan
pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah
dan Penanaman Modal.

J.

Pasal 135

(1) Susunan organisasi Badan Pembinaan Badan Usaha Milik
Daerah dan Penanaman Modal terdiri ata~.

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, yang terdiri atas palin,; banyak 3 (tiga)

Subbagian; dan
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c. paling banyak 4 (empat) bidang, yang masmg-masmg
paling banyak 3 (tiga) Subbidang.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Bagan Susunan
Organisasi Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah dan
Penanaman Modal diatur dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 6

Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah

Pasal 136

(1) Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah merupakan
unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah.

(2) Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah dipimpin oleh
seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah clan
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah.

(3) Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh
Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

Pasal 137

(1) Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah mempunyai tugas
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas
ayat (1), Badan Pengelola
menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah;

c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

d. penetapan kebijakan tingkat Daerah;
e. penetapan dan pelaksanaan kajian lingkungan hidup

strategis (KLHS) tingkat Daerah;
f. penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai rCllcana

perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (RPPLH)
Daerah;

g. penetapan dan pelaksanaan kebijakan mengenai amdal
dan upaya pengelolaan lingkungan hidup (UKL) serta
upaya pemantauan lingkungan hidup (UPL);

h. pengoordinasian, pembinaan, pemantauan dan evaluasi
adaptasi perubahan iklim;

i. penyelenggaraan inventarisasi sumber daya alam dan
emisi gas rumah kaca pada tingkat Daerah;

j. pengembangan dan pelaksanaan kerja sarna dan
kemitraan;
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k. pengoordinasian dan pelaksanacUl pengendalian dan
pencemaran danl atau kerusakan lingkungan hidup lintas
kabupaten/kota;

1. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;

m. pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab
usaha danl atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan
lingkungan dan peraturan perundang-undangan di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkllngan hidup;

n. pengembangan dan penerapan instrumen lingkungan
hidup;

o. pengoordinasian dan fasilitasi kerja sarna dan
penyelesaian perselisihan serta penyelesaian sengketa;

p. pembinaan, bantuan teknis, dan pengawasan kepada
kabupaten/kota di bidang program dan kegiatan;

q. penetapan kebijakan mengenai tata cara pengakuan
keberadaan masyarakat hukum adat, kearifan lokal, dan
hak masyarakat hukum adat yang terkait dengan
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup daerah;

r. pengelolaan informasi lingkungan hidup daerah;
s. pengembangan dan sosialisasi pemanfaatan teknologi

ramah lingkungan hidup;
t. pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, dan

pertanggungjawaban penerimaan retribusi di bidang
perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidllP;

u. pemberian pendidikan, pelatihan, pembinaan dan
penghargaan;

v. fasilitasi penyelesaian sengketa;
w. pengembangan dan pelaksanaan kebijakan sistem

informasi lingkungan hidup kabupaten/kota;
x. pengoordinasian kerjasama teknis laboratorium

lingkungan hidup;
y. pengujianl analisis secara la boratorium parameter

lingkungan hidup;
z. penegakan peraturan perundang-undangan pengelolaan

limbah lingkungan;
aa. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Baclan

Pengelola Lingkungan Hidup Daerah;
bb. pengelolaan ketatausahaan dan kerwnahtanggaan Baclan

Pengelola Lingkungan Hidup Daerah;
cc. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Baclan

Pengelola Lingkungan Hidup Daerah; dan
dd. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

dan fungsi Badan Pengelola Lingkungan Hiclup Daerah.

Pasal 138

(1) Susunan organisasi Badan Pengelo18 Lingkungan Hiclup
Daerah terdiri atas :

a. Kepala Badan;

b. Sekretariat, yang terdiri atas palmg banyak 4 (empat)
Subbagian;
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c. paling banyak 4 (empat) Bidang, yang masing-masmg
terdiri atas paling banyak 3 (tiga) subbidang;

d. 5 (lima) Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kota
Administrasi, terdiri atas :

1. Kepala Kantor;

2. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha; dan

3. paling banyak 4 (empat) Subbidang.

e. Kantor Pengelola Lingkungan Hidup Kabupaten
Administrasi, terdiri atas :

1. Kepala Kantor;

2. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha; dan

3. 2 (dua) Subbidang.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Bagan Susunan
Organisasi Badan Pengelola Lingkungan Hidup diatur dengan
Peraturan Gubernur.

Paragraf 7

Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan,
dan Keluarga Berencana

Pasal 139

(1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan
Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas
Pemerintah Daerah dalam penyclenggaraan urusan
pemberdayaan masyarakat dan pere;npuan, perlindungan
anak, keluarga berencana dan pengendalian kuantitas
penduduk.

(2) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan
Keluarga Berencana dipimpin oleh seorang Kepala Badan
yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(3) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, clan
Keluarga Berencana dalam melaksanakan tugas dan
fungsinya c1ikoordinasikan oleh Asisten Kesejahteraan
Rakyat.

Pasal 140

(1) Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan
Keluarga Berencana mempunyai tugas melaksanakan urusan
pemberdayaan masyarakat dan perempuan, perlinclungan
anak, pengembangan keluarga berencana, pengendalian
kuantitas penduduk dan pembangun8.n keluarga sejahtera.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Badan Pemberdayaan Masyarakat clan Perempuan,
dan Keluarga Berencana menyelengga:cakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan
anggaran Badan Pemberdayaan
Perempuan, dan Keluarga Berencana;

rencana kerja clan
Masyarakat clan
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terhadap
program

pengen tasan / penanggulangan

m.

1.

I.

f.

J.

e.

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Perempuan, dan Keluarga Berencana;
penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis
penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan
perempuan, perlindungan anak, pengembangan keluarga
berencana, pengendalian kuantitas penduduk,
pengembangan teknologi tepat guna dan pembangunan
keluarga sejahtera;

d. pelaksanaan pemberdayaan masya;:akat dan perempuan,
perlindungan anak, pengembangan keluarga berencana,
pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan
teknologi tepat guna dan pembangunan keluarga
sejahtera;
fasilitasi dan pengoordinasian kegiatan pemberdayaan
masyarakat dan perempuan, perlindungan anak,
pengembangan keluarga berencana, pengenclalian
kuantitas penclucluk, pengembangan teknologi tepat gum\
dan pembangunan keluarga sejahtera;
penyuluhan, sosialisasi clan internalisasi norma keluargcl
berencana dan sejahtera;

g. pengumpulan, pengolahan dan penyajian clata clan
informasi pemberdayaan masyarakat clan perempuan,
perlindungan anak, pengembangan keluarga berencana,
pengendalian kuantitas penduduk, pengembangan
teknologi tepat guna, clan pembangunan keluargil
sejahtera termasuk kelembagaan dan partisipasi
masyarakat;

h. pelaksanaan kebijakan bina sosial dan bina fisik
pemberdayaan masyarakat kelurahan;
peningkatan kompetensi tenaga pemberdayaan
masyarakat dan perempuan, perlindungan anal<,
pengembangan keluarga berencana, pengendalian
kuantitas penduduk, pengembangan teknologi tepat gunH,
dan pembangunan keluarga sejahtera;
pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan
Perangkat Daerah;

k. pengoordinasian pelaksanaan kegJatan penanggulangan
masalah kesehatan reproduksi, infertinitas clan
pencegahan penularan HIV / AIDS dari ibu hamil kepada
anaknya;
pengoordinasian
kemiskinan;
fasilitasi dan pemberian dukungan
perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan
kesejahteraan keluarga;

n. penegakan peraturan perundang-undangan daerah eli
bidang pemberdayaan masyarakat dan perempuan,
perlindungan anak, pengembangan keluarga berencana,
pengendalian kuantitas penduduk dan pembangunan
keluarga sejahtera;

o. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga
Berencana;

c.
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p. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga
Berencana;

q. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Badan
Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan, dan Keluarga
Berencana; dan

r. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat Dan
Perempuan, Dan Keluarga Berencana.

Pasal 141

(1) Susunan organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat dan
Perempuan, dan Keluarga Berencana terdiri atas :

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, yang terdiri atas paling banyak 4 (empat)

Subbagian;
c. paling banyak 5 (lima) Bidang, yang masing-masing terdiri

atas paling banyak 3 (tiga) Subbidang;
d. 5 (lima) Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan

Kota Administrasi terdiri atas :
1. Kepala Kantor;
2. Subbagian Tata Usaha;dan
3. paling banyak 3 (tiga) Subbidang.

e. 5 (lima) Kantor Keluarga Berencana Kota Administrasi
terdiri atas :
1. Kepala Kantor;
2. Subbagian Tata Usaha; dan
3. paling banyak 3 (tiga) Subbidang.

f. 1 (satu) Kantor Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan,
dan Keluarga Berencana Kabupaten Administrasi terdiri
atas:
1. Kepala Kantor;
2. Subbagian Tata Usaha; dan
3. 2 (dua) Subbidang.

g. Seksi Keluarga Berencana Kecamatan Kota Administrasi
dengan sebutan Pengendali Program Lapangan Keluargn
Berencana.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Bagan Susunan
Organisasi Badan Pemberdayaan Masyarakat clan
Perempuan, dan Keluarga Berencana diatur dengan
Peraturan Gubernur.

Paragraf 8

Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah

Pasal 142

(1) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah merupakan unsul'
pendukung tugas Pemerintah Daerah di bidang perpustakaan
dan arsip daerah.
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(2) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah dipimpin oleh seorang
Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(3) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah clalam melaksanakan
tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh Asisten
Kesejahteraan Rakyat.

Pasal 143

(1) Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah mempunyai tugas
melaksanakan urusan perpustakaan dan kearsipan daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana
ayat (1), Badan Perpustakaan dan
menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja clan
anggaran Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah;

c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis
penyelenggaraan perpustakaan daerah dan arsip daerah;

d. perencanaan, pelayanan, pengembangan, pembinaan,
pengendalian, pemantauan, dan evaluasi perpustakaan
dan arsip daerah;

e. pembinaan perpustakaan dan arsiD terhadap Perangkat
Daerah;

f. pelaksanaan retensi arsip dan/ atau buku;
g. pembinaan dan pengembangan pejabat fungsional

tertentu pustakawan dan arsiparis;
h. pengelolaan teknologi sistem informasi perpustakaan clan

kearsipan;
i. penggalian dan penelusuran arsip clan bahan

perpustakaan;
j. penyelenggaraan hubungan kerjasama di bidang

perpustakaan dan kearsipan;
k. pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, dan

pertanggungjawaban penenmaan rctribusi c1i biclang
perpustakaan dan kearsipan;

1. pengelolaan dan pelayanan perpustakaan dan kearsipan
daerah;

m. pemasyarakatan perpustakaan dan kearsipan;
n. akuisisi, penyusunan naskah sumber dan penyimpanan

arsip;
o. pembinaan perpustakaan yang dikelola masyarakat

termasuk perpustakaan keagamaan;
p. penegakan peraturan perundang-undangan di biclang

perpustakaan dan kearsipan;
q. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Baclell1

Perpustakaan dan Arsip Daerah;
r. pengelolaan ketatausahaan dan kerl.lmahtanggaan Badan

Perpustakaan dan Arsip Daerah;
s. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Badan

Perpustakaan dan Arsip Daerah; dan
t. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

dan fungsi badan perpustakaan dan arsip daerah.
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Pasal 144

(1) Susunan organisasi Badan Perpustakaa.n dan Arsip Daerah
terdiri dari:

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, yang terdiri atas paling banyak 4 (empal)

Subbagian;
c. paling banyak 4 (empat) Bidang, yang masing-masing

paling banyak terdiri atas paling banyak 3 (tiga)
Subbidang;

d.5 (lima) Kantor Perpustakaan dan Arsip Kota Administrasi
terdiri atas :
1. Kepala Kantor;
2. Subbagian Tata Usaha; dan
3. paling banyak 3 (tiga) Subbidang.

e. 1 (satu) Kantor Perpustakaan dan Arsip Kabupaten
Administrasi terdiri atas :
1. Kepala Kantor;
2. Subbagian Tata Usaha; dan
3.2 (dua) Subbidang.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, Tata Kerja clan Bagan Susunan
Organisasi Badan Perpustakaan dan Arsip Daerah diatur
dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 9

RSUD dan RSKD

Pasal 145

(1) RSUD dan RSKD merupakan unsur pendukung tugas
Pemerintah Daerah di bidang j:elayanan kesehatan
perseorangan.

(2) RSUD dan RSKD dipimpin oleh seorang Direktur yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(3) RSUD dan RSKD dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
dikoordinasikan oleh Asisten Kesejah teraan Rakyat.

Pasal 146

(1) RSUD dan RSKD secara fungsional dibawah koordinasi,
pemantauan, pengawasan dan pengendalian serta evaluasi
Dinas Kesehatan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai koordinasi, pemanlauan,
pengawasan dan pengendalian serta evaluasi Dinas
Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatl.tr
dengan Peraturan Gubernur.
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Pasal 147

RSUD dan RSKD memp1.1nyai t1.1gas menyelenggarakan pelayanan
kesehatan perseorangan secara parip1.1rna.

Pasal 148

(1) Unt1.1k melaksanakan t1.1gas sebagaimana dimaks1.1d dalam
Pasal 147 RSUD dan RSKD menyelenggarakan f1.1ngsi :

a. penyus1.1nan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran RSUD/RSKD;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dok1.1men pelaksanaan
anggaran RSUD/RSKD;

c. penyelenggaraan pelayanan medis;
d. penyelenggaraan pelayanan pen1.1njang medis;
e. penyelenggaraan pelayanan as1.1han keperawatan;
f. penyelenggaraan pelayanan r1.1j1.1kan dan amb1.1lans;
g. penyelenggaraan peningkatan m1.1t1.1 p~layanan;

h. penyelenggaraan 1.1r1.1san rekam medi~,;

i. penyelenggaraan pelayanan kegawatdar1.1ratan;
j. penyelenggaraan pelayanan kesehatan dan keselamatan

kerja;
k. penyelenggaraan kesehatan lingk1.1ngan r1.1mah sakit;
I. penyelenggaraan pelayanan pem1.1lasaraan jenazah;
m. penyelenggaraan keselamatan pasien;
n. fasilitasi penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan

tenaga kesehatan;
o. fasilitasi penelitian dan pengembangan pelayanan

kesehatan;
p. pelaksanaan kerjasama dengan pihak ketiga dalam

rangka meningkatkan pelayanan ke:;ehatan perorangan;
q. penyus1.1nan dan pelaksanaan standar pelayanan;
r. penyus1.1nan dan pelaksanaan standar operasional

prosed1.1r pelayanan;
s. pemberian d1.1k1.1ngan teknis kepada masyarakat dan

Perangkat Daerah di bidang pelayan;ln kesehatan;
t. penyelenggaraan sistem informasi manaJemen r1.1111ah

sakit;
1.1. pengelolaan kepegawaian, ke1.1angan, dan barang RSUD

dan RSKD;
v. pengelolaan ketata1.1sahaan dan keruraahtanggaan RSUD

dan RSKD;
w. pengelolaan kearsipan, data dan informasi RSUD dan

RSKD; dan
x. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

dan fungsi RSUD dan RSKD.

(2) Pelaksanaan tugas dan f1.1ngsi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sesuai dengan jenis dan klasifika:,i RSUD dan RSKD
berdasarkan peraturan perundang-undangan.
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(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas, Fungsi,
8usunan Organisasi, Tata Kerja dan Bagan Susunan
Organisasi R8UD dan R8KD diatur dengan Peraturan
Gubernur.

Paragraf 10

Kantor Pengelola Kawasan Monumen Nasional

Pasal 149

(1) Kantor Pengelola Kawasan Monumen Nasional merupakan
unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah clalam
pengelolaan Kawasan Monumen Nasional.

(2) Kantor Pengelola Kawasan Monumen Nasional dipimpin oleh
seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah.

(3) Kantor Pengelola Kawasan Monumen Nasional dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh
Asisten Perekonomian.

Pasal 150

(1) Kantor Pengelola Kawasan Monumen
tugas melaksanakan pengelolaan
Nasional.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksucl pacta
ayat (1), Kantor Pengelola Kawasan Monumen Nasional
menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis clan rencana keria clan
anggaran Kantor Pengelola Kawasan Monumen Nasional;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Kantor Pengelola Kawasar. Monumen Nasional;

c. penyusunan kebijakan, pecloman dan stanclar teknis
Pengelola Kawasan Monumen Nasional;

d. perawatan Monumen Nasional d,~ngan segala fasilitas
kelengkapannya;

e. penyusunan rencana clan peng;ldaan koleksi serta
sarananya;

f. pelaksanaan pembuatan deskripsi dan registrasi koleksi;
g. penyimpanan, penataan dan perawatan koleksi;
h. pemberian bimbingan dan pelayanan edukatif kultural

kepada masyarakat pengunjung kawasan monumcn
nasional;

i. pembangunan, pemeliharaan dan perawatan Kawasan
Monumen Nasional, termasuk prasarana, sarana,
perpustakaan dan pedestrian;

j. pemeliharaan kebersihan, keindahan dan keasrinn
Kawasan Monumen Nasional, terrnasuk penyectiaan,
pemeliharaan dan perawatan prasa.rana serta saranH
kebersihan;
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k. pemeliharaan ketertiban, ketentraman, keamanan dan
kenyamanan Kawasan Monumen Nasional;

1. pembangunan, pemeliharaan dan perawatan
drainase/saluran air, lampu taman dan lampu hias dalam
Kawasan Monumen Nasional;

m. penataan, penempatan dan pemeliharaan taman, pohon
dan hewan dalam Kawasan Monumen Nasional;

n. penataan dan pembinaan kegiatan usaha dalam Kawasan
Monumen Nasional;

o. pengaturan dan pelayanan parkir dalam Kawasan
Monumen Nasional;

p. pengaturan dan pelayanan pemanfaatan/penggunaan
area dalam Kawasan Monumen Nasional;

q. pengaturan dan pelayanan pengunjung dalam Kawasan
Monumen Nasional;

r. pelaksanaan koordinasi, kerjasama dan kemitraan c1engan
instansi pemerintah, aparat keamanan danl atau pihak
terkait lainnya dalam rangka op:imalisasi pengclolaan
Kawasan Monumen Nasional;

s. publikasi dan promosi Kawasan MO>"lumen Nasional;
t. pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, dan

pertanggungjawaban penerimaan retribusi Kawasan
Monumen Nasional;

u. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang KanLOr
Pengelola Kawasan Monumen Nasional;

v. pengelolaan ketatausahaan dan kerurnahtanggaan Kantor
Pengelola Kawasan Monurnen Nasional;

w. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Kantor
Pengelola Kawasan Monumen Nasiona.l; dan

x. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi Kantor Pengelola Kawasan Monumen Nasional.

Pasal 151

Ruang lingkup kerja Kantor Pengelola Kawasan Monumen
Nasional meliputi seluruh kawasan yang ditetapkan c1alam
Keputusan Presiden Nomor 25 Tahun 1995 tentang
Pembangunan Kawasan Medan Merdeka di Wilayah Daerah
Khusus 1bukota Jakarta.

Pasal 152

(1) Susunan Organisasi Kantor Pengelola Kawasan Monumcn
Nasional terdiri atas :

a. Kepala Kantor;

b. Subbagian Tata Usaha; dan

c. paling banyak 3 (tiga) Seksi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai U;"aian Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Bagan Susunall
Organisasi Kantor Pengelola Kawasan Monumen Nasional
diatur dengan Peraturan Gubernur.
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Paragraf 11

Kantor Pengelola Taman Margasatwa Ragunan

Pasal 153

(1) Kantor Pengelola Taman Margasatwa Ragunan merupakan
unsur pendukung tugas Pemerintah Daerah c1alam
pengelolaan Taman Margasatwa Ragunan.

(2) Kantor Pengelola Taman Margasatwa Ragunan dipimpin olch
seorang Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah.

(3) Kantor Pengelola Taman Margasatwa Ragunan dalam
melaksanakan tugas dan fungsinya dikoordinasikan oleh
Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

Pasal 154

(1) Kantor Pengelola Taman Margasatwa
tugas melaksanakan pengelolaan
Ragunan.

Ragunan mempunyal
Taman Margasatwa

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kantor Pengelola Taman Margasatwa Ragunan
menyelenggarakan fungsi :

dan
dansatwa

pengad~,an

keanekaragaman

f.

I.

g.

J.

e.

c.

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kCtja dan
anggaran Kantor Pengelola Taman Margasatwa Ragunan;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Kantor Pengelola Taman Margasatwa Ragunan;
penyusunan kebijakan, pedoman can standar teknis
Pengelola Taman Margasatwa Ragunan;

d. pelaksanaan pengelolaan, pengembangan dan pelestarian
lingkungan khusus dalam Kawasan Taman Margasatwa
Ragunan;
penyelenggaraan
pemeliharaanjperawatan
flora;
pengelolaan kegiatan rekreasi di Taman Margasatwa
Ragunan;
penyelenggaraan promosi dan pameran fauna dan
habitatnya;

h. pemungutan, pencatatan, pembukuan, penyetoran,
pelaporan dan pertanggungjawaban penerimaan retribusi
Taman Margasatwa Ragunan;
pelaksanaan kerja sarna dengan SKPD, UKPD danjatau
instansi pemerintahjswasta dalam rangka pengembangan
Taman Margasatwa Ragunan;
penghimpunan, pengolahan, pemeliharaan, penyaJlan,
pengembangan dan pemanfaatan data dan informasi
mengenai satwajfauna, flora dan habtat;

k. pelaksanaan publikasi kegiatan Kantor Pengelola Taman
Margasatwa Ragunan;
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I. penelitian dan pendidikan lingkungan yang berkenaan
dengan satwa/fauna, flora, habitat dan konservasi;

m. perawatan Taman Margasatwa Ragunan dengan segala
fasilitas kelengkapannya;

n. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Kantor
Pengelola Taman Margasatwa Ragunan;

o. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kantor
Pengelola Taman Margasatwa RaguEan;

p. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Kan tor
Pengelola Taman Margasatwa Ragunan; dan

q. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi Kantor Pengelola Taman Margasatwa Ragunan.

Pasal 155

(1) Susunan Organisasi Kantor Pengelola Taman Margasatwa
Ragunan terdiri atas :

a. Kepala Kantor;
b. Subbagian Tata Usaha; dan
c. paling banyak 3 (tiga) Seksi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Bagan Susunan
Organisasi Kantor Pengelola Taman Margasatwa Ragunan
diatur dengan Peraturan Gubemur.

Bagian Ketujuh

Kota Administrasi

Pasal 156

(1) Kota Administrasi merupakan um;ur pelaksana tuga~

Pemerintahan Daerah di wilayah Kota A:lministrasi.

(2) Kota Administrasi dipimpin oleh seorang Walikota yang
berkedudukan di bawah dan bertansgung jawab kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(3) Walikota dalam melaksanakan tugasnyc. dibantu aleh seorang
Wakil Walikata yang berkedudukan di bawah clan
bertanggungjawab kepada Walikota.

(4) Walikota dalam melaksanakan tugas dan fungsinyD
dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan.

Pasa! 157

(1) Kota Administrasi mempunyai tugas pemerintahan dan
melaksanakan sebagian tugas pemerintahan daerah yang
dilimpahkan Gubernur dan mengoordin-o ~;ikan pelaksanaan
tugas pemerintahan daerah di wilayah Ko·::1. Administrasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagain:ana dimaksud pada
ayat (1), Kata Administrasi menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Kota Administrasi;
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b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Kota Administrasi;

c. penetapan keputusan taktis operasional pelaksanaan tugas
pemerintahan di wilayah Kota Administrasi;

d. pengendalian operasional pemeliharaan ketenteraman dan
ketertiban, dan penegakan Perc. turan Daerah drlll
Peraturan Gubernur oleh Satpol PP Kota Administrasi;

e. pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi penyusunan
rencana kerja dan anggaran Suku Dinas, Kantor, Satpol PP
Kota Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan;

f. pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
taktis operasional tugas dan fungsi Suku Dinas, Kantor,
Satpol PP Kota Administrasi, Kecamatan dan Kelurahan;

g. pembinaan Kecamatan dan Kelurahan;
h. pemantauan dan pemetaan situasi dan kondisi wilayah

Kota Administrasi;
i. pelaksanaan dan fasilitasi forum koordinasi pimpinan

daerah tingkat wilayah Kota Administrasi;
j. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan

dan perawatan prasarana dan sarana kerja;
k. pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Kata;
l. pelaksanaan tugas pemerintahan yang

dilimpahkanj didelegasikan oleh Gubernur;
m. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Kata

Administrasi;
n. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Kata

Administrasi;
o. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Kota

Administrasi; dan
p. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

dan fungsi Kota Administrasi.

Pasal 158

(1) Susunan organisasi Kota Administrasi, terdiri atas :

a. Walikota;
b. Wakil Walikota;
c. Sekretariat Kota;
d. paling banyak 4 (empat) Asisten Sekretaris Kota;
e. masing-masing Asisten Sekretaris Kota paling banyak :l

(tiga) Bagian; dan
f. masing-masing Bagian paling banyak 3 (tiga) subbagian.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Bagan Susunan
Organisasi Kota Administrasi diatur dengan Peraturan
Gubernur.

Bagian Kedelapan

Kabupaten Administrasi

Pasal 159

(1) Kabupaten Administrasi merupakan unsur pelaksana tugas
Pemerintahan Daerah di wilayah KabC:lpaten Administrasi.
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(2) Kabupaten Administrasi dipimpin oleh seorang Bupati yang
berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada
Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(3) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh seorang
Wakil Bupati yang berkedudukan di bawah dan bertanggunt(
jawab kepada Bupati.

(4) Bupati dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan.

Pasal 160

(1) Kabupaten Administrasi mempunyai tugas melaksanakan
penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan
Gubernur dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas
pemerintahan daerah di wilayah Kabupaten Administrasi.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Kabupaten Administrasi menyelenggarakan fungsi

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Kabupaten Administrasi;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Kabupaten Administrasi;

c. penetapan keputusan taktis operasional pelaksanaan
tugas pemerintahan di wilayah Kabupaten Administrasi;

d. pengendalian operasional pemeliharaan ketenteraman dan
ketertiban, dan penegakan Peraturan Daerah serta
Peraturan Gubernur oleh Satpol pp Kabupaten
Administrasi;

e. pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi penyusunan
rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran Suku
Dinas, Kantor, Satpol PP Kabupaten Administrasi,
Kecamatan dan Kelurahan;

f. pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
taktis operasional tugas dan fungsi Suku Dinas, Kantor,
Satpol PP Kabupaten Administrasi, Kecamatan dan
Kelurahan;

g. pembinaan Kecamatan dan Kelurahan;
h. pemantauan dan pemetaan situasi dan kondisi wilayah

Kabupaten Administrasi;
i. pelaksanaan dan fasilitasi forum koordinasi pimpinan

daerah tingkat wilayah Kabupaten Administrasi;
j. pengembangan pengelolaan sumber daya kelautan clan

wisata bahari;
k. pemeliharaan dan pelestarian sumber daya kelautan,

pulau dan pantai;
1. pelaksanaan koordinasi dengan Dewan Kabupaten;
m. pelaksanaan tugas pemerintahan yang

dilimpahkanj didelegasikan oleh Guternur;
n. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barnng

Kabupaten Administrasi;
o. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan

Kabupaten Administrasi;
p. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Kabupaten

Administrasi; dan
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q. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi Kabupaten Administrasi.

Pasal 161

(1) Susunan organisasi Kabupaten Administrasi, terdiri atas :

a. Bupati;
b. Wakil Bupati;
c. Sekretariat Kabupaten;
d. paling banyak 2 (dua) Asisten Sekretaris Kabupaten;
e. masing-masing Asisten Sekretaris Kabupaten terdiri atas

paling banyak dari 3 (tiga) bagian; dan
f. masing-masing Bagian terdiri atas paling banyak 3 (tiga)

subbagian.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Bagan Susunan
Organisasi Kabupaten Administrasi diatur dengan Peraturan
Gubernur.

Bagian Kesembilan

Kecamatan

Pasal 162

(1) Kecamatan merupakan Perangkat Daerah di bawah Kota
Administrasi/Kabupaten Administrasi.

(2) Kecamatan dipimpin oieh seorang Camat yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota/Bupati
melalui Sekretaris Kota Adrninistrasi/Kabupaten
Administrasi.

(3) Pertanggungjawaban Camat kepada Walikota/Bupc\ti
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelimpahan
kewenangan dari Gubernur kepada Walikota/Bupati.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya Camat dibantu oleh seorang
Wakil Camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Camat.

(5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kecamatan
dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota
Administrasi, atau Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretaris Kabupaten Administrasi.

Pasal 163

(1) Kecamatan mempunyal tugas melaksanakan
penyelenggaraan urusan pemerintaha.n yang dilimpahkan
Gubernur dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas
Pemerintahan Daerah di wilayah Kecamatan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagair;\ana dimaksud pada
ayat (1), Kecamatan menyelenggarakan fungsi :
a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan

anggaran Kecamatan;
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b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Kecamatan;

c. pengoordinasian kegiatan pemberdayaan masyarakat;
d. pengoordinasian upaya penyelenggaraan ketentraman dan

ketertiban umum;
e. pengoordinasian penerapan dan penegakan peraturan

perundang-undangan daerah;
f. pengoordinasian pemeliharaan prasarana dan fasi Ii tas

pelayanan umum;
g. pengoordinasian penyelenggaraan kegiatan pemerintahan

ditingkat Kecamatan;
h. pembinaan penyelenggaraan pemerintahan Kelurahan;
i. pelaksanaan pelayanan masyarakat yang menjadi ruang

lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat
dilaksanakan pemerintahan Kelurahan;

j. pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi penyusunan
rencana strategis dan rencana kerja dan anggaran satuan
kerja sektor dan kelurahan di wilayah Kecamatan;

k. pengoordinasian, pengendalian dan evaluasi pelaksanaan
operasional tugas satuan kerja sektor dan Kelurahan di
wilayah Kecamatan;

1. penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana dan
sarana umum;

m. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan
dan perawatan prasarana dan sarana kerja kecamatan;

n. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang
Kecamatan

o. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan
Kecamatan;

p. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Kecamatan;
dan

q. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi Kecamatan.

Pasal 164

(1) Susunan organisasi Kecamatan, terdiri atas :
a. Camat;
b. Wakil Camat;
c. Sekretariat Kecamatan, terdiri atas paling banyak 3 (tiga)

Subbagian; dan
d. paling banyak 4 (empat) seksi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Bagan Susunan
Organisasi Kecamatan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesepuluh

Kelurahan

Pasal 165

(1) Kelurahan merupakan Perangkat Daerah di bawah
Kecamatan.
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(2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berkedudukan
di bawah dan bertanggung jawab kepada WalikotajBupati
melalui Camat.

(3) Pertanggungjawaban Lurah kepada WalikotajBupati
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan pelimpahan
kewenangan dari Gubernur kepada WalikotajBupati.

(4) Dalam melaksanakan tugasnya Lurah dibantu oleh seorang
Wakil Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggullg
jawab kepada Lurah.

(5) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kelurahan
dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota
Administrasi, atau Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan
Rakyat Sekretaris Kabupaten Administrasi.

Pasal 166

(1) Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan
urusan pemerintahan yang dilimpahkan Gubernur.

(2) Untuk melaksanakan tugas yang dimaksud pada ayat (1),
Kelurahan menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Kelurahan;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Kelurahan;

c. pelaksanaan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
d. pemberdayaan masyarakat Kelurahan;
e. pelayanan masyarakat;
f. penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
g. penyediaan, pemeliharaan dan perawatan prasarana clan

fasilitas layanan umum;
h. pembinaan lembaga kemasyarakatan;
i. pemeliharaan dan pengembang,:m kebersihan elan

lingkungan hidup;
j. pemeliharaan dan pengembangan kesehatan lingkungan

dan komunitas;
k. pengawasan rumah kost dan rumah kontrakan;
1. perawatan taman interaktif dan !=engawasan pohon eli

jalan;
m. pembinaan rukun warga dan rukun tet.angga;
n. pelaksanaan koordinasi dengan lembaga musyawarah

Kelurahan;
o. pengembangan dan pembinaan kesehatan masyarakat;
p. penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan,

dan perawatan prasarana dan sarana kerja;
q. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang

Kelurahan
r. pengelolaan ket.atausahaan dan kerumahtanggaan

Kelurahan;
s. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Kelurahan;

dan
t. pelaporan, dan pert.anggungjawe:.ban pelaksanaan tugas

dan fungsi Kelurahan.
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Pasal 167

(1) Susunan organisasi Kelurahan, terdiri atas :

a. Lurah;
b. Wakil Lurah;
c. Sekretariat Kelurahan; dan

d. paling banyak 5 (lima) Seksi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Urn.ian Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Bagan Susunan
Organisasi Kelurahan diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kesebelas

Satpol PI'

Pasal 168

(1) Satpol PI' merupakan unsur perangkat Pemerintab Dacrab
dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum,
serta penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

(2) Satpol PI' dipimpin oleh seorang Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Satuan Polisi Pamollg
Praja dibantu oleh seorang Wakil Kepala Satuan Polisi
Pamong Praja yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

(4) Satpol PI' dalam melaksanakan tugas dan fungsinya
dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan.

Pasal 169

(1) Satpol PI' mempunyai tugas memelihara dan
menyelenggarakan ketenteraman dan ketertiban umum, serta
menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagairnana dimaksud pada
ayat (1) Satpol PI' menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Satpol PI';

b. pelaksanaan rencana strategis dan clokumen pelaksanaan
anggaran Satpol PI';

c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar lcknis
pelaksanaan tugas dan fungsi Satpol PI';

d. perencanaan dan pelaksanaan penegakan Peraluran
Daerah dan Peraturan Gubernur,

e. penyelenggaraan ketertiban urnum dan ketentraman
masyarakat serta pelaksanaan perlindungan masyarakat;

f. pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan
Peraturan Gubernur serta penyelenggaraan ketertiba n
umum dan ketenteraman masyarakat dengan KepolisiHil
Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil
daerah, danl atau aparatur lainnya;
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tugas
oleh

t.

v.

r.

s.

m.

pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan
hukum agar mematuhi dan mentaati penegakan
Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;

h. pengikutsertaan proses penyusunan peraturan
perundang-undangan serta kegiatan pembinaan dan
penyebarluasan produk hukum daerah;
pemberian bantuan pengamanan dan pengawalan tamu
VVIP termasuk pejabat negara dan tamu negara;
pelaksanaan pengamanan dan penertiban aset yang
belum teradministrasi sesuai denga.n ketentuan peraturan
perundang-undangan daerah;

k. pemberian bantuan pengamanan dan penertiban
penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan umum
kepala daerah;
pemberian bantuan pengamanan dan penertiban
penyelenggaraan keramaian daerah dan/atau kegiatan
yang berskala massal;
pelaksanaan tugas pemerintahan umum lainnya yang
diberikan oleh kepala daerah sesuai dc:ngan prosedur ctan
ketentuan peraturan perundang-unclangan daerah;

n. pemungutan, penatausahaan, penyetoran, pelaporan, ctan
pertanggungjawaban penenmaan retribusi di bidang
Satpol PP;

o. pemberian bantuan dan dukungan penuh
penegakan peraturan perundang-undangan
Dinas/Badan teknis;

p. pendidikan dan pelatihan anggota Satpol PP clan
perlindungan masyarakat;

q. pembinaan dan pengembangan Penyidik Pegawai Negeri
Sipil Daerah;
penyusunan dan penyajian data penugasan Penyiclik
Pegawai Negeri Sipil Daerah;
pemberian dukungan teknis kepada masyarakat dan
Perangkat Daerah di bidang ketenreraman, ketertiban dan
perlindungan masyarakat;
penyediaan, penatausahaan, penggunaan, pemeliharaan,
dan perawatan prasarana dan sarana di biclang
ketenteraman dan ketertiban;

u. pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan barang Satpol
PP;
pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Satpol
PP;

w. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Satpol PP; dan
x. pelaporan, dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

dan fungsi Satpol PP.

g.

1.

1.

J.

Pasal 170

(1) Susunan organisasi Satpol PP terdiri atc,.s :

a. Kepala Satpol PP;
b. Wakil Kepala Satpol PP;
c. Sekretariat, terdiri atas paling banyak 4 (empat)

Subbagian;
d. paling banyak 5 (lima) Bidang, yang masing-masing terdiri

atas paling banyak 3 (tiga) Seksi;
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e. 5 (lima) Satpol PP Kota Administrasi, terdiri atas :
1. Kepala Satpol PP Kota Administrasi;
2. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha; dan
3. paling banyak 5 (lima) Seksi.

f. 1 (satu) Satpol PP Kabupaten Administrasi, terdiri atas :
1. Kepala Satpol PP;
2. 1 (satu) Subbagian Tata Usaha; dan
3. paling banyak 3 (tiga) Seksi.

g. Satuan Tugas Satpol PP Kecamatan Kota Administrasi dan
Kabupaten Administrasi;

h. Satuan Tugas Satpol PP Ke!urahan Kota Administrasi dan
Kabupaten Administrasi; dan

i. Unit Pelaksana Fungsional, paling banyak terdiri atas 3
(tiga) Unit.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Bagan Susunan
Organisasi Satpol PP diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keduabelas

Lembaga Lain

Paragraf 1

Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI

Pasal 171

(1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan bagian c1ari
Satuan Kerja Perangkat Daerah.

(2) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI merupakan pelaksana
administrasi dan pelaksana operasional s.ohari-hari tugas dan
kegiatan Dewan Pengurus KORPRI.

(3) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI c1ipimpin oleh seorang
Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI yang secara teknis clan
operasional berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab
kepada Ketua Dewan Pengurus KORPRI, dan secma
administrasi berkedudukan di bawah dan bertanggung jawa b
kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(4) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Sekretariat Dewan
Pengurus KORPRI dikoordinasikan oleh Asisten Pemerintahan
Sekretaris Daerah.

Pasa! ] 72

(1) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunYal tugas
melaksanakan dukungan teknis operaslonal dan administrasi
padaDewan Pengurus KORPRI dalarr. melaksanakan tUgclS
dan wewenangnya, serta pembinaan krhaclap seluruh unsur
dalam lingkungan Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI.
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(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI mempunyai
fungsi:

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Sekretariat Dewan Pengusus KORPRI;

c. penyelenggaraan kegiatan pembinaan olahraga, senl,
budaya, mental dan rohani;

d. penyelenggaraan kegiatan usaha dan bantuan sosial;
e. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan baning

Sekretariat Dewan Pengusus KORPRI;
f. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan

Sekretariat Dewan Pengusus KORPRI;
g. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Sekretariat

Dewan Pengurus KORPRI;
h. pemberian dukungan administrasi keuangan Dewan

Pengurus KORPRI;
i. pengoordinasian dan fasilitasi peny'..lsunan program kerja

Dewan Pengurus KORPRI;
j. pelaksanaan ketatausahaan. kerumahtanggaan dan

kearsipan Dewan Pengurus KORPRI;
k. penyelenggaraan pengelolaan administrasi umum dan

kerjasama;
1. penyusunan bahan laporan dan pertanggungjawaban

Dewan Pengurus KORPRI;
m. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas

dan fungsi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI; dan
n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris

Daerah dan Ketua Dewan Pengurus KORPRI.

Pasal 173

(1) Susunan organisasi Dewan Pengurus KORPRI terdiri atas :

a. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Provinsi;
b. paling banyak 3 (tiga) bagian, yang masing-masing tcrcliri

atas 2 (dua) subbagian;
c. 5 (lima) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kota

Administrasi, terdiri atas:
1. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kota Administrasi;

dan
2. paling banyak 3 (tiga) Subbagian.

d. 1 (satu) Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Kabupatcn
Administrasi, terdiri atas:
1. Sekretaris Dewan Pengurus KORPRI Kabupaten

Adminislrasi; dan
2. paling banyak 2 (dua) Subbagian.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Bagan Susunan
Organisasi Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI diatur
dengan Peraturan Gubernur.
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Paragraf 2

Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pasal 174

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah merupakan
perangkat daerah dalam pelaksanaan penanggulangan
bencana daerah yang berkedudukan di bawah clan
bertanggungjawab kepada Gubenur.

(2) Badan Penanggulangan Bencana Daerah dipimpin oleh
seorang Kepala yang ex oficio dijabat Sekretaris Dacrah.

Pasal 175

(1) Badan Penanggulangan Bencana Daerah mempunyai tugas :

a. menetapkan pedoman dan pengarahan sesuai dengan
kebijakan Pemerintah Daerah dan Badan Nasional
Penanggulangan Bencana terhadap uS8.ha penanggulangan
bencana yang mencakup pencegahan bencana,
penanganan darurat, rehabilitasi, rekonstruksi secara adil
dan setara serta sesuai dengan kebutuhan dan
perkembangan;

b. menetapkan standardisasi serta kebutl..lhan
penyelenggaraan penanggulangan bencana berdasarkan
peraturan perundang-undangan;

c. menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan
bencana;

d. menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan
bencana;

e. melaksanakan penyelenggaraan penanganan bencana eli
Daerah;

f. melaporkan penyelenggaraan penang."nan bencana kepada
Kepala Daerah setiap sebulan sekali dalam kondisi normal
dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;

g. mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang dan
barang;

h. mempertanggungjawabkan penggun.lan anggaran yang
diterima dari Anggaran Pendapatan d8.n Belanja Dacrah;
dan

i. melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pacta
ayat (1), Badan Penanggulangan Bencana Daerah
menyelenggarakan fungsi :

a. perumusan dan penetapan kebijakan penanggulangan
bencana dan penanganan pengungsi dengan bertindak
cepat, tepat, efektif dan efisien; dan

b. pengoordinasian pelaksanaan kegiata:1 penanggulanga n
bencana secara terpadu dan menyeluruh.
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Pasal 176

(1) Susunan organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah
terdiri atas :

a. Kepala Badan;
b. Pengarah, terdiri atas :

1. Ketua; dan
2. Anggota.

c. Pelaksana Penanggulangan Bencana, terdiri atas :
1. Kepala Pelaksana;
2. Sekretariat, yang terdiri atas paling banyak 3 (tiga)

Subbagian; dan
3. paling banyak 4 (empat) Bidang, paling banyak 2 (dua)

seksi.
d. 5 (lima) Pelaksana Penanggulangan Bencana Kota

Administrasi, terdiri atas :
1. Kepala Pelaksana;
2. Subbagian Tata Usaha; dan
3.2 (dua) seksi.

e. 1 (satu) Pelaksana Penanggulangan Eencana Kabupaten
Administrasi, terdiri atas :
1. Kepala Pelaksana;
2. Subbagian Tata Usaha; dan
3. 2 (dua) seksi.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Bagan Susunan
Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah diatuJ'
dengan Peraturan Gubernur.

Paragraf 3

Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Pasal 177

(1) Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu :'nerupakan perangkat
daerah dalam pelaksanaan penyelenggaraan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.

(2) Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dipimpin oleh scorang
Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung
jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

(3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepa)a Badan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu dibantu oleh seorang Wakil Kepala Badan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang berkedudukan di bawah
dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu.

(4) Badan Pelayanan Terpadu
tugas dan fungsinya
Pemerintahan.

Satu Pintu dalam melaksanakan
dikoordinasikan oleh Asisten
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Pasal 178

(1) Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu mempunyai tugas
melaksanakan pembinaan, pengendalian, monitoring dan
evaluasi penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Satuan
Pelaksana Pelayanan Terpadu Sat\.! Pintu Kecamatan dan
Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan,
serta pelayanan dan penandatanganan perizinan dan non
perizinan serta dokumen administrasi yang menjadi
kewenangannya.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud
ayat (1), Badan Pelayanan Terpadu Satu
menyelenggarakan fungsi:

pacla
Pin tu

terhadcl p
clokumen

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja dan
anggaran Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Badan Pelayanan Terpadl:: Satu Pintu;

c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis
penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesual
ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pembinaan, pengendalian, monitoring clan evaluasi
pelayanan perizinan dan non perizinan serta dokumen
administrasi oleh Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu,
Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Kecamatan, dan Satuan Pelaksana Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kelurahan;

e. penerimaan dan penelitianjpemeriksaan berk8s
permohonan perizinan dan non perizinan serta dokumen
administrasi sesuai kewenangannya;

f. pelaksanaan penelitian tekni~; j pengujian fisik
permohonan perizinan dan non perizinan serta clokumcn
administrasi;

g. penandatanganan dan penyerahan dckumen izin, non izin
dan adrninistrasi sesuai kewenangannya;

h. pengelolaan arsip dokurnen izin, non izin dan administrasi
sesuai kewenangannya;

i. penetapan dan pernberian sanksi
penyalahgunaan 1zm dan non izin serta
adrninistrasi sesuai kewenangannya;

j. pengelolaan sis tern teknologi informasi penyelenggaraan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

k. pelayanan dan penyelesaian pengaduanjkeluhan atas
penyelenggaraan Pelayanan Terpadl..1 Satu Pintu;

I. pelayanan dan penyelesaian ata" pengaduanjkeluhan
pelayanan Kantor Pelayanan Terp:ldu Satu Pintu serte'
pengaduanjkeluhan pelayanan Satuan Pelaksam'
Pelayanan Terpadu Satu Pintu K~camatan dan Satuan
Pelaksana Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kelurahan yang
tidak dapat diselesaikan di Kantor Pelayanan Terpadu
Satu Pintu;

rn. pengelolaan kepegawaian, keua':Jgan, barang Badan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

n. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Badan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
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o. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Badan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu; dan

p. pelaporan dan pertanggungjawaba.n pelaksanaan tugas
dan fungsi Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pasal 179

(1) Susunan organisasi Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
sebagai berikut :

a. Kepala Badan;
b. Wakil Kepala Badan;
c. Sekretariat, terdiri atas paling banyak 4 (em pat)

Subbagian;
d. paling banyak 5 (lima) Bidang;
e. Kantor Pelayanan Terpadu Satu Pintu terdiri atas;

1. Kepala Kantor;
2. Kepala Subbagian Tata Usaha;
3. Tim Administrasi; dan
4. Tim Teknis.

f. Untuk memperlancar pelayanan penzinan clan non
perizinan serta dokumen administrasi kepacla masyarakal
di Kecamatan dibentuk Satuan Pelaksana Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kecamatan yang dipimpin oleh seorang
Kepala Seksi;

g. Untuk mendekatkan pelayanan penzman clan non
perizinan serta dokumen administrasi kepada masyarakat
di kelurahan dibentuk Satuan Pelaksana Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Kelurahan yang jipimpin oleh seorang
Kepala Seksi; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraian Tugas, Fungsi,
Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Bagan Susunan
Organisasi Badan Layanan Terpadu Satu Pintu diatur dengan
Peraturan Gubernur.

Paragraf 4

Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 180

(1) Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa mcrupakan
perangkat daerah dalam pelaksanaan pelayanan proses
pengadaan barangljasa.

(2) Badan Pelayanan Pengadaan Barang/Jasa dipimpin oleil
seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah clan
bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris
Daerah.
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Pasal 181

(1) Badan Pelayanan Pengadaan BarangjJasa mempunyai tugas
melaksanakan pelayanan proses pcngadaan barangjjasa
Pemerintah Daerah.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud puda
ayat (1), Badan Pelayanan Pengadaan BarangjJus"
menyelenggarakan fungsi :

a. penyusunan rencana strategis dan rencana kerja clan
anggaran Badan Pelayanan Pengadaan BarangjJasa;

b. pelaksanaan rencana strategis dan dokumen pelaksanaan
anggaran Badan Pelayanan Pengadaan BarangjJ asa;

c. penyusunan kebijakan, pedoman dan standar teknis
pelayanan proses pengadaan barangjjasa sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

d. pembinaan, pengendalian, monitonng dan e\'aluasi
pelaksanaan tugas Unit Pelayanan Pengaclaan
BarangjJ asa;

e. penyusunan dan penyampaian jawaban sanggah dan
jawaban sanggah banding;

f. penerusan usulan penetapan pemenang yang diterima
dari Unit Pelayanan Pengadaan BarangjJasa kepada
Pengguna Anggaran untuk penyedia barangjpekerjaan
konstruksijjasa lainnya yang bernilai di atas
Rp. 100.000.000.000,- (seratus rni:.yar rupiah) clanjatau
penyedia Jasa Konsultansi yang bernilai di atas
Rp. 10.000.000.000,- (sepuluh rnilyar rupiah), sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
rnengenai Pengadaan BarangjJasa;

g. pelaksanaan fasilitasi sertifikasi pejabat fungsionol
pengadaan barangjjasa;

h. pelaksanaan koordinasi dengan Lernbaga Kebijakan
Pengadaan Barangj Jasa Pernerintah dan SKPD j UKPD
dalam rangka Pengadaan Barangj ,]3 sa;

i. penyampaian laporan mengenal proses dan hasil
Pengadaan BarangjJ asa kepada 01.1 bernur;

j. pemberian masukan pertimbangan dan saran kepacla
Oubernur mengenai Pengadaan BarangjJasa;

k. fasilitasi danj atau penyelesaian permasalahan pelayanan
proses Pengadaan BarangjJasa Pemerintah Daerah;

1. pemberian bimbingan teknis, konsultasi, penyelesaian
sanggah dan penanganan pengaduan dalam proses
pengadaan barangjjasa;

nl. pelaksanaan pelayanan proses pemilihan penyeclia
barangjjasa tertentu;

n. pengelolaan arsip dokumen proses pemilihan penyedia
barangjjasa dalarn pengadaan barang/jasa yang diajukan
oleh SKPD j UKPD;

o. pembinaan dan pengembangan tenaga fungsional dan
tenaga teknis pengadaan barangjjasa;

p. pelaksanaan kewajiban lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan;

q. pengelolaan kepegawaian, keuangan dan barang Badan
Pelayanan Pengadaan Barangj J asa;
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r. pengelolaan ketatausahaan dan kerumahtanggaan Badan
Pelayanan Pengadaan BarangjJ asa;

s. pengelolaan kearsipan, data dan informasi Badan
Pelayanan Pengadaan BarangjJ asa; dan

t. pelaporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas
dan fungsi Badan Pelayanan Pengadaan BarangjJasa.

Pasal 182

PengaclaanPelayanan(1) Susunan organisasi Badan
BarangjJasa, terdiri atas :

a. Kepala Badan;
b. Sekretariat, yang terdiri atas palin,s banyak 4 (empat)

Subbagian;
c. paling banyak 4 (empat) bidang, yang masing-masing

terdiri atas paling banyak 2 (dua) Subbidang;
d. Unit Pelayanan Pengadaan BarangjJasa, terdiri atas :

1. Kepala Unit;
2. Subbagian Tata Usaha; dan
3. Pokja.

e. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Uraicll1 Tugas, Fungsi.
Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Bagan Susun" n
Organisasi Badan Pelayanan Pengadaan BarangjJasa cliatllr
dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketigabelas

Unit Pelaksana Teknis

Pasal 183

(1) Dinas dan badan tertentu dapat memfunyai Unit Pelaksana
Teknis sesuai kebutuhan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan, tugas, fungsi,
susunan organisasi dan tata kerja Unit Pelaksana Teknis
Dinas atau Unit Pelaksana Teknis Baclan sebagaimana
climaksucl pada ayat (I) cliatur clengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempatbela~

Seksi Dinas Kecamatan dan Seksi Dinas Kabt;paten Aclministrasi

Pasal 184

Seksi Dinas Kecamatan clan Seksi Dinas Kabupaten Administrasi
yang be1um diatur dengan Peraturan Dar::rah ini cliatur clengan
Peraturan Gubernur sesuai clengan kebutuhall.
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BAB IV

LEMBAGA LAIN

Pasal 185

(1) Untuk melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksana8n
peraturan perundang-undangan dan tugas permerin tahcl!1
umum lainnya dapat dibentuk lembaga lain sebagai bagian
dari Perangkat Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan dan kebutuhan.

(2) Pembentukan lembaga lain sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah

BAB V

TATA KERJA

Pasal 186

(1) Da1am me1aksanakan tugas dan fungsinya Perangkat Daerah
wajib taat dan berpedoman kepada peraturan perundang­
undangan.

(2) Da1am me1aksanakan tugas dan fungsinya, Perangkat Daerah
menerapkan asas umum efektivitas, efisiensi, profesionalitas,
proporsionalitas, kepentingan umum, tertib penyelengara
negara, kepastian hukum, transparansi dan akuntabilitas.

Pasal 187

(1) Setiap pimpinan Perangkat Daerah, memimplll, mengawasl,
mengenda1ikan dan mengevaluasi bowahan masing-mnsing
serta memberikan petunjuk teknis bagi pelaksanaan tugas.

(2) Setiap pimpinan Perangkat Daerah wajib bekerjasama dcngan
pimpinan Perangkat Daerah 1ainnya di bawah kordinasi
Sekretaris Daerah sesuai dengan bidang tugas masing­
masing.

(3) Setiap pimpinan Perangkat Daerah wajjlJ mengikuti petunjuk
dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta
menyampaikan laporan secara berkala.

BAB VI

KEPEGAWAlAN

Pasa1 188

(1) Pegawai pada Perangkat Daerah merupakan aparatur sipil
negara.
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(2) Pengelolaan kepegawaian pada Perangkat Oaerah
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

(3) Pembinaan pengelolaan kepegawaian sebagaimana dimaksud
pada ayat (2) dilaksanakan oleh Sekretaris Oaerah melalui
Badan Kepegawaian Oaerah dan Biro Organisasi dan
Reformasi Birokrasi.

BAB VII

KEUANGAN

Pasal 189

(1) Anggaran belanja perangkat daerah dibebankan pada APBO.

(2) Pengelolaan anggaran sebagaimana dirnaksucl pacla a,val (J),
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan pcrunclang­
undangan.

BAB VIII

ASET

Pasal 190

(1) Prasarana dan sarana atau barang yang dipergunakan
Perangkat Oaerah merupakan asel. daerah yang ticlak
dipisahkan.

(2) Pengelolaan prasarana dan sarana atau barang sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) dilaksanak~.n sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 191

(1) Perangkat Oaerah dapat mempunyai kelompok jabatan
fungsiona1 tertentu sesuai dengan kebutuhan berclasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelornpok jabatan fungsion;11
tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dcngnn
Peraturan Gubernur.
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BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 192

(1) DinasjLembaga Teknis Daerah mempunyai kewenangan
pengawasan, pengendalian dan eva[u,a.5i atas pelaksanaan
izin dan non izin.

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kewenangan sebagaimann
dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Gubeml1l'.

BAB XI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasa] 193

(1) Se[ama belum ditetapkan peraturan pelaksanaan dari
Peraturan Daerah ini, peraturan pelaksanaan sebelumnya
dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan
dengan Peraturan Daerah ini.

(2) Peraturan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayar (1),
harus sudah diselesaikan paling lama 1 (satu) tahun
terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 194

Pada saat Peraturan Daerah ml mulai berlaku, kctcntu<1n
mengenai pegawai, pembiayaan, perlengkapan, dan dokumcn
(P3D) berdasarkan Peraturan Daerah Nom!)r 10 Tahl1n 200k
tentang Organisasi Perangkat Daerah I:.:tap berlaku sampai
dilakukan penataan pegawai, pcmbiayaan, perlengkapan, clan
dokumen (P3D) berdasarkan Peraturan Daerah ini.

Pasal 195

Masa transisi pengalihan pelaksanaan tugas dan fungsi, pegawai,
pembiayaan, per1engkapan, dan dokumen dari Perangkat Daerah
sebelum Peraturan Daerah ini berlaku ke Perangkat Daerah
berdasarkan Peraturan Daerah ini diatur dengan Peraturan
Gubernur atau ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
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Pasal198

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada ranggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Ja.karta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 September 2014

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 12 September 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd.

SAEFULLAH

LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

TAHUN 2014 NOMOR 201

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH

PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

~.
SRIRAHAYU

NIP 195712281985032003

NOREG PERATURAN DAERAH PROVINSI DKI JAKARTA: (12/2014)
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PENJELASAN
ATAS

PERATURAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

1. UMUM

Organisasi perangkat daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta,
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 ten tang
Organisasi Perangkat Daerah merupakan penataan organisasi perangkat
daerah tahap kedua di era reformasi. Penataan organisasi perangkat daerah
tahap pertama dilakukan pada Tahun 2001 dengan diundangkannva
Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2001 tentang Bentuk Susunan Organisasi
dan Tata Kerja Perangkat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta pada tanggal 22 Agustus
2001. Dihitung mulai diundangkan pada tanggal 24 Desernber 2008 Peraturan
Daerah Nomor 10 Tahun 2008, sampai dengan September 2013, sudah
memasuki tahun ke 5 (lima) Organisasi Perangkat Dae:,-ah yang ditelapkan
dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008, dalam fancang bangunnya
bukan pe.nataan yang sudah paripurna, tetapi sebaga, lanjutan penalmm
sebelumnya yang perlu disempurnakan kemudian gunH menuju organisclsi
perangkat daerah yang tepat ukuran, serta adaptif bagi perkembangan.

Sejalan dengan perkembangan, kebutuhan, kenyataan cl"n
keberlangsungan reformasi birokrasi kelembagaan sebilgai bagian dari upaya
mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Organisasi perangkat daerah
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Nomor 10 T&hun 2008 perlu ditalil
ulang, sehingga semakin rasional, serta mendekati organisasi yang tepill
ukuran.

Setelah Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 diundangkan pmla
tanggal 24 Desember 2008, terjadi perkembangan dan perubahan dalam
penyelenggaraan pemerintahan yang ditandai dengan diundangkannyc1

berbagai peraturan perundang-undangan dalam bentuk undang-undang.
peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan menteri. Beberapa
dari peraturan perundang-undangan tersebut baik langsung maupun ticlak
Iangsung berpengaruh terhadap organisasi perangkat daerah. Beberapa conluh
peraturan perundang-undangan yang langsung b~rpengaruh terhadap
organisasi perangkat daerah sebagai berikut:

2009 ter..:ang Kepariwisataan,
dan fungsi Diaas Pariwisata dan

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun
berpengaruh langsung terhadap tugas
Kebudayaan;

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang hesejahteraan
berpengaruh langsung terhadap tugas dan fungsi Din'ls Sosial;

Sosial,
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3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi
Daerah berpengaruh langsung terhadap tugas dan fUlle;si Dinas Pelayanan
Pajak;

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlinclungan dan
Pengelolaan Lingkungan Hidup berpengaruh terhada.p tugas dan fungsi
Badan Pengelola Lingkungan Hidup Daerah;

5. Undang-Undang NomoI' 36 Tahun 2009 ten tang Kesehatan terhadap tugas
dan fungsi Dinas Kesehatan;

6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan berpengaruh
langsung terhadap tugas dan fungsi Dinas Olahraga dan Pemuda;

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit berpengaruh
langsung terhadap tugas dan fungsi Rumah Sakit Umum Daerah dan
Rumah Sakit Khusus Daerah;

8. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan
Kependudukan dan Pembangunan Keluarga berpengaruh langsung
terhadap tugas dan fungsi Badan Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan
dan Keluarga Bereneana;

9. Peraturan Pemerintah NomoI' 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong
Praja juneto Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2011 ten tang
Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Provim;i
Daerah Khusus Ibukota Jakarta berpengaruh langsung terhadap tugas,
fungsi dan susunan Satuan Polisi Pamong Praja. Sebagaimana cliketahui
berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2011,
Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Daerah Kr..usus Ibukota ,Jakarta
mempunyai Wakil Kepala Satuan Polisi Pamong Praja yang sebelumnyu
tidak ada dalam susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja.

Beberapa peraturan perundang-undangan baru yang ticlak langsung
berpengaruh terhadap organisasi perangkat daerah, antC.ra lain:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Undang­
undang ini menghendaki percepatan, kemuclahan, kepastian pelayanan
publik pada setiap satuan kerja perangkat. Dengan Undang-Undang NomoI'
25 Tahun 2009, semakin jelas clan tegas perlunya penerapan pelayanan
satu pintu sebagaimana sebelumnya telah diamana'~kan oleh Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006 tentang Pecloman
Penyelenggaraan Pelayanan Terpaclu Satu Pintu dan Peraturan Mentf'ri
Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pedoman Organisasi clan TClla
Kerja Unit Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu. Peraturan perunclang­
undangan ini sebagai dasar hukum dibentuk Badan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu. Pembentukan Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
berpengaruh signifikan terhadap Susunan Organisasi Perangkat Dae,",'lh
khususnya bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah. Dengan konsep
pengintegrasian seluruh kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan ke
Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dari mulai penerimaan berkas sampai
dengan penjatuhan sanksi penyalahgunaan izin dan non izin. Dengnn
demikian seluruh tugas dan fungsi serta susunan organisasi struktur;-i1
pada Satuan Kerja Perangkat Daerah akan diir:.tegrasikan ke Badem
Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Konsekuensi clari pcngintegrasian tersebul.
beberapa Satuan Kerja Perangkat Daerah perlu ditate, ulang.

2. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barangj,Jasa
Pemerintah dan segala perubahannya.

Peraturan 1111 substansinya mengenai pengaclaan barangjjasa
Pemerintah sesungguhnya ticlak secara langsung berkaitan dengan
organisasi perangkat daerah, namun dalam Pasal 130 Peraturan Presiden
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Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Peraturan Presiden Nomor
54 Tahun 2010 tentang Pengadaan BarangjJasa Pemerintah diamanatkan
pengadaan barangjjasa kementerianj lembagaj daerah dilayani melailli
urut layanan pengadaan barangjjasa atau biasa disingkat ULP. Kemudian
amanat ini diuraikan dalam pelaksanaan yakni Peraluran Kepala Lembaga
Kebijakan Penga.daan BarangjJasa yang mengamanatkan ULP dapal
sebagai Unit Kerja Mandiri. Pengaturan ini menjadi dasar pembentukan
Badan Pelayanan Pengadaan BarangjJasa. Dengan pcmbentukan Badan
Pelayanan Pengadaan BarangjJasa beban kerja sctiap Satuan KeJ:ja
Perangkat Daerah khususnya dengan anggaran besar untuk belanja
barangjjasa akan berkurang secara signifikan. Pengurangan tersebut'
menjadi pertimbangan penataan susunan organisasi Satuan Kerja
Perangkat Daerah untuk lebih ramping.

Uraian diatas hanya sebagian dari peraturan perundang-unclangan
yang langsung atau tidak langsung berpengaruh terhadap organisasi
perangkat daerah. Pengaruh tersebut menghendaki perlu dilakukan
penataan ulang organisasi perangkat daerah yang diatur dalam Peratllran
Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
sebagai bagian dari konsekuensi perkembangan pascH Peraturan Daerah ini
diundangkan pada tanggal 24 Desember 2008.

Sejalan dengan perkembangan fakta-fakta di lapangan semakin
membutuhkan penanganan yang lebih serius. Kawasan Monumen Nasional
yang merupakan kebanggaan nasional dan salah satu ciri khas kot.a
Jakarta misalnya, tidak lagi mungkin dikelola secara parsial. Kawasan
Monumen Nasional yang juga bagian dari sejara'., perjuangan bangsa
semakin penting sebagai salah satu destinasi wisata clomcstik dan
internasional membutuhkan manajemen yang terintcgrasi pada salah sat \.1

kelembagaan. Dengan kelembagaan yang demikian pengelolaan akan lebih
mudah mewujudkan kebersihan, keamanan, kenyamanan, keindahan,
kelestarian, ketenteraman dan ketertiban di Kawasa.n Monumen Nasional
sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Presiden NomoI' 25 Tahlln
1995 tentang Pembangunan Kawasan Medan Merdekct di wilayah Daerrlh
Khusus Ibukota Jakarta.

Penyebutan Kawasan Monumen Nasional dikandllng maksud
mengadopsi aspek sosiologis, dimana dalam masyaralcal yang selalu c1<111

lebih mengenal Monumen Nasional daripada Medan Merdeka. Hal tersebut
juga dalam rangka lebih memperkenalkan Monumen ;-.lasional dan areanya.
Kawasan Monumen Nasional juga dalam perspektif penataan pembangllll<1l1
Kawasan Medan Merdeka.

Penanganan yang lebih serius juga diterapkall pada pengelolaan
Taman Margasatwa Ragunan, yakni dalam rangka optimalisasi pengelolaan
yang profesional dan penerapan tata kelola yang baik, guna mewujudkan
kebun binatang Taman Margasatwa Ragunan yang bertaraf internasional,
serta sebagai pusat konservasi berkenaan dengan satwaj fauna, flora, dan
habitat.

Perkembangan tidak saja menjadikan suatu hal yang belum ada
menjadi ada, yang belum baik menjadi baik, dan yang masih tertinggal
menjadi maju, tetapi juga meniadakan hal-hal yang ta.r.\inya dianggap perIl!
menjadi tidak perlu. Ini yang biasa disebut dengan koreksi atau
pembenahan positif. Beberapa hal yang terkoreksi "leh pembangllnan dan
kemajuan antara lain keberadaan Badan Pengelola Pengembangan Sent.ra
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Prima Baru Timur dan Badan Pengelola Pengembangan Sentra Baru Barat.
Kedua badan ini selain tidak lagi mempunyai pijakan hukum pasen
berlakunya peraturan perundang-undangan di bidang keuangan negara
seperti Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tem.ang Keuangan Negara,
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbet',daharaan Negara, dan
Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Perneriksaan Pengelolaan
dan Tanggung Jawab Keuangan Negara serta peraturan perundang­
undangan tersebut di atas secara jelas dan tegas mengamanatkan yang
dapat mengemban tugas sebagai Pengguna Anggaran atau Kuasa Pengguna
AnggaranjPengguna Barang hanya Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah/
Unit Kerja Perangkat Daerah. Dan berdasarkan Undang-Undang Nomor 32
Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang·Undang Nomor 29
Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta
sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan Peraturan
Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah,
SKPDjUKPD ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sementara itu Badan
PengeIola Pengembangan Sentra Primer Baru Timur/Barat tidak termasuk
dalam perangkat daerah, karena hanya ditetapkan Keputusan Gubernur.
Ini merupakan kenyataan yang akan disikapi dalam penataan organisasi
perangkat daerah dalam Peraturan Daerah ini, yakni rneniadakan lembaga
non struktural termasuk kedua badan tersebut di atas, dengan
mengintegrasikannya ke dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah yang
bersesuaian.

Reformasi birokrasi sebagai suatu perubahan, tidak pernah berhenti,
akan tetap berlangsung sepanjang peradaban manusia. Reformasi birokrasi
sebagai perubahan akan berkesinambungan paling tidak karena 2 (clua) hal,
pertama karena merupakan suatu konsep/jalan untuk mewujudkan suat1!
keadaan yang dikehendaki pada masa akan datang, kedua karen"
merupakan suatu cara/upaya untuk mengakomodir ;.<:eadaan, kondisi atall
situasi saat ini. Yang pertama dapat disebut sebagai perubah,m yang
visioner, sementara yang kedua sebagai perubahan yang reaksioner.

Reformasi birokrasi secara utuh meliputi banyak aspek, kelembagaan
organisasi perangkat daerah hanya salah satu dari aspek. Sebagaimana
dikemukakan pada awal penjelasan umum ini se panjang sejarah em
reformasi mulai tahun 1998 sampai dengan tahun 2012, telah 2 (dua) kali
mengalami perubahan yakni 2001 dan 2008. Perubahan terse but akan
dilanjutkan men~u bentuk, besaran, susunan, tugas, fungsi dan tata kerjel
yang semakin rasional dalam pengertian visioner, ccl2.ptif dan responsif.
Disebutkan visioner perubahan dalam Peraturan Daer'ai1 diharapkan dapat
menjawab tantangan beberapa tahun ke depan, sekurang-kurangnya unluk
jangka waktu menengah, yakni mewadahi visi dar.. misi yang telah
ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah
Daerah, dan mungkin diupayakan dapat sebagai jembatan untuk Rencana
Pembangunan Jangka Panjang Daerah. Sementara adaptif dan responsir
maksudnya organisasi perangkat daerah dalam Peraturan Daerah sesw:i
dengan kenyataan saat ini, serta tetap valid menyangkut perkembangan
yang akan datang.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undar;.g Nomor 29 Tahun
2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusvs Ibukota Jakarta dan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pola
Organisasi Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta, perangkat daerah
yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini terdiri atas :



III

1. Unsur staf terdiri atas :
a. Sekretariat Daerah; dan
b. Sekretariat DPRD.

2. Unsur Pengawasan :
Inspektorat.

3. Unsur Perencanaan :
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

4. Unsur Pelaksana :
Dinas.

5. Lembaga Teknis Daerah :
a. Badan;
b. RSUD;
c. RSKD; dan
d. Kantor.

6. Unsur Wilayah :
a. Kota Administrasi;
b. Kabupaten Administrasi;
c. Kecamatan; dan
d. Kelurahan.

Sesungguhnya di luar nomor 1 (satu) sampai dengan nomor 6 (enam) eli
atas, masih ada perangkat daerah yakni lembaga lain sebagaimana disebul
dalam Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 41 T8.hun 2007 tenlang
Organisasi Perangkat Daerah yang berbunyi sebagai berikul :

Ayat (1)

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsi sebagai pelaksanaan
peraturan perundang-undangan dan tugas pemerintahan umum lainnyu,
pemerintah daerah dapat membentuk lembaga lain sebagai bagian d"ri
perangkat daerah.

Ayat (2)

Organisasi dan tata kerja serta eselonisasi lembaga sebagaimana dimaksuc1
pada ayat (1) ditetapkan oleh menteri setelah mendapat pertimbangan dari
menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan eli bielang
pendayagunaan aparatur negara.

Dengan alas ketentuan pasal ini Pemerinlah Provinsi Daerah KhusLls
Ibukota Jakarta telah membentuk Badan Penanggulangan Bencana Daerah
melalui Peraluran Daerah Nomor 9 Tahun 2011 tentang Baclal)
Penanggulangan Bencana Daerah, Sekretariat Dew.lI1 Pengurus KORPRI
Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 7 Tahun 20 II ten tang
Sekretariat Dewan Pengurus KORPRI Provinsi Da<:rah Khusus lbukota
Jakarta, Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Peraturan Daerah
Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Salu
Pintu. Penempatan lembaga lain dalam peraturan d:3.e::a.h sendiri, Sejalan
dengan proses pembentukannya yang paling har:ls memenuhi syarat
sebagai berikut :

1. Ada peraturan perundang-undangan yang rnernerintahkan unluk
membentuk dan untuk rnelaksanakan tugas tertentu misalnya Baelan
Penanggulangan Bencana Daerah dibentuk karen a amanat Undang­
Undang Nomor 24 Tahun 2006 tentang Penanggulan'!,an Bencana;

2. Dibutuhkan oleh Provinsi Daerah Khusus Ibukola Jakarta;
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3. Disetujui oleh Kementerian DaJam Negeri;
4. Disetujui oJeh Kementerian Pendayagunaan Aj:aratur Negara dem

Reformasi Birokrasi.

Penataan organisasi perangkat daerah dalam peraturan daerah ini,
secara proporsional mengintegrasikan jabatan struktural ke dalam jabatan
fungsional. Pengintegrasian itu dilakukan pada eselon III dan eselon IV.
Pengintegrasikan eselon III diJakukan melaJui penataan jumlah Unit.
Pelaksana Teknis BadanjDinas dan eselon III pi>da BadanjDinas yang
secara nyata-nyata tidak lagi dibutuhkan baik karena volume dan beban
kerja serta konsukuensi dari pembentukan Badan Pelayanan Pengadaan
BarangjJasa, serta Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Sementara
pengintegrasian eselon IV diJakukan melalui penataan jabatan eselon IV lini
pada Unit PeJaksana Teknis BadanjDinas, Kelurahan dan hasil
harmonisasi susunan organisasi BadanjDinas dengan pengintegrasian
pelayanan izin dan non izin di Badan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Pengintegrasian jabatan struktural ke dalam jabatan fungsional selain
untuk efiensi dan debirokratisasi juga dalam rangka pengembangan jabatan
fungsionaJ agar menjadi pilihan karir yang menarik bagi pegawal.
Pengembangan jabatan fungsionaI sebagai pilihan karir yang menarik bagi
pegawai perJu diikuti dengan pemberian kompcnsasi bertingkat clan
proporsional sesuai tingkatan jabatannya.

Berbeda dengan peraturan daerah tentang organisasi perangkelt
daerah sebelumnya, peraturan daerah mi hanya memuat besamn,
kedudukan, tugas dan fungsi serta susunan organisasi perangkat daerah
secara" garis besar. Apabila dalam peraturan daerah tentang Organisa~i

Perangkat Daerah sebelumnya memuat secara rinci susunan organisasi
setiap SKPDjUKPD. Maka dalam peraturan daerah ini untuk bidang,
bagian, subbagian, seksi dan subbidang tidak clitetapkan nomenklaturnya.
Penetapan ini diJimpahkan ke Peraturan Gubernur. Pelimpahan il LI

dimaksudkan agar adaptif terhadap perkembangan ~;ecara empiris telel!l
terbukti apabila susunan organisasi diatur rinci dari paling tinggi sampni
paling rendah, membuat sulit mengadakan perubahan setiap saat apabila
ada perkembangan yang penting untuk diakomodir. Kesulitan ini berkenaan
dengan proses pembentukan peraturan daerah, protes pembentukan
peraturan gubernur jauh lebih mudah dan lebih sederhana.

Sarna halnya dengan penataan organisasi perangkat daerah pada
tahun 2001 dan penataan organisasi perangkat daerah pada tahun 200H,
penataan organisasi perangkat daerah dalam peraturan daerah belLlm
didahului atau dilakukan sebelum adanya pembagian tugas dan peran
antara provinsi, kotajkabupaten administrasi, keca.matan dan kelurahan.
Pada hal pembagian tugas dan peran tersebut sangat mendesak, karena
sebagaimana Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jeckarta sesuai dengan
ketentuan Pasal 227 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentanf!
Pemerintahan Daerah dan Pasal 4 juncto Pasal 9 Unrlang-Undang NomoI' 29
Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakart.a
sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia otonomi Provinsi
Daerah Khusus Ibukota Jakarta adalah Otonomi tunggal yang diletakkan eli
tingkat provinsi. Berkenaan dengan hal itu dalarr Pasal 19 Perat.1.lran
Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 ten tang Pembagian Ur1.lsan
Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi cian
Pemerintah Dinas KotajKabupaten, menyatakan khu511S Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta urusan pemerintahan yang r~enjadi kewenangan
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Kota /Kabupaten menjadi kewenangan provinsi. Pembagian tugas dan
peran antara provinsi, kota/ kabupaten administrasi, kecamatan dan
kelurahan sangat dibutuhkan guna mengetahui rancang bangun organisasi
yang tepat untuk mewadahi pelaksanaan tugas dan peran tersebut.
Sesungguhnya hal ini telah diamanatkan dalam ketentuan ayat (9) pasal 26
Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 yang dengan tegas mengamanatkan
penetapan/pengaturan pelimpahan kewenangan urusan pemerintahan dari
provinsi ke kota/kabupaten administrasi, kecamatan dall kelurahan dengan
peraturan daerah. Sayangnya sampai pelaksanaan p:,:nataan organisasi
perangkat daerah dalam peraturan daerah ini pelimpahan dimaksud belum
ditetapkan. Ketidaksadaran ini tentu berpengaruh terhadap tingkat.
validasi/keakuratan/ketepatan rancang bangun organisasi. Agar penganJh
tersebut minimal diupayakan memanfaatkan hasil evaluasi pasca
pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 masukan dari setinp
Satuan Kerja Perangkat Daerah, kebijakan baru dari Pemerintah,
kebutuhan nyata, serta pengaturan tugas dan fungsi setiap Satuan Kerj;"l
Perangkat Daerah dalam peraturan daerah hanya secara garis beras,
sementara rinciannya dilimpahkan ke Peraturan Gubernur. Apabila
kemudian pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana eliuraikan eli atas
dilakukan pasca pengundangan peraturan daerah, maka segala
penyesuaian terhadap tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah eli
akomodir elalam Peraturan Gubernur tentang Organisasi elan Tata Kerja
masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Peraturan daerah ini walau telah dirancang elastis dan aelaplil'
terhadap perkembangan dengan harapan dapat up to date untuk kurun
waktu yang lama, namun perjalanannya sangat mungkin untuk dilakukan
perubahan bahkan penggantian sesuai fakta, visi dan misi Pemerintah
Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta, sebagai tindak lanjut kebijakan
dari Pemerintah, dan perkembangan dinamika politik penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Artinya bahwa Peraturan Daerah inl tetup
mempunyai maksud sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan menjaeli
bahan untuk pelaksanaan reformasi birokrasi kelembagaan organisasi
perangkat daerah berikutnya.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasall
Cukup jelas.

Pasa12
Cukup jelas.

Pasal3
Cukup jelas.

Pasa14
Cukup jelas.

Pasal5
Cukup jelas.

Pasa16
Cukup jelas.
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Pasal7
Cukup jelas.

Pasal8
Cukup jelas.

Pasal9
Cukup jelas.

PasallO
Cukup jelas.

Pasal 11
Cukup jelas.

Pasal12
Cukup jelas.

Pasal13
Cukup jelas.

Pasal14
Cukup jelas.

Pasal15
Cukup jelas.

Pasal16
Cukup jelas.

Pasal17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal20
Cukup jelas.

Pasal21
Cukup jelas.

Pasal22
Cukup jelas.

Pasal23
Cukup jelas.

Pasal24
Cukup jelas.

Pasal25
Cukup jelas.



Pasal26
Cukup jelas.

Pasal27
Cukup jelas.

Pasal28
Cukup jelas.

Pasal29
Cukup jelas.

Pasal30
Cukup jelas.

Pasal31
Cukup jelas.

Pasa132
Cukup jelas.

Pasal33
Cukup jelas.

Pasa134
CUkup jelas.

Pasal35
Cukup jelas.

Pasal36
Cukup jelas.

Pasal37
Cukup jelas.

Pasal38
Cukup jelas.

Pasal39
Cukup jelas.

Pasal40
Cukup jelas.

Pasal41
Cukup jelas.

Pasal42
Cukup jelas.

Pasal43
Cukup jelas.
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Pasal44
Cukup jelas.

Pasal45
Cukup jelas.

Pasal46
Cukup jelas.

Pasal47
CUkup jelas.

Pasal48
Cukup jelas.

Pasal49
Cukup jelas.

Pasal50
CUkup jelas.

Pasal51
Cukup jelas.

Pasal52
CUkup jelas.

Pasal53
Cukup jelas.

Pasal54
Cukup jelas.

Pasal55
CUkup jelas.

Pasal56
Cukup jelas.

Pasal57
Cukup jelas.

Pasal58
Cukup jelas.

Pasal59
Cukup jelas.

Pasal60
Cukup jelas.

Pasal61
Cukup jelas.

Pasal62
Cukup jelas.



Pasal63
Cukup jelas.

Pasal64
Cukup jelas.

Pasal65
Cukup jelas.

Pasal66
Cukup jelas.

Pasal67
Cukup jelas.

Pasal68
Cukup jelas.

Pasal69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal74
Cukup jelas.

Pasal75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal78
Cukup jelas.

Pasal 79
Cukup jelas.

Pasal80
Cukup jelas.
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Pasa181
Cukup jelas.

Pasa182
Cukup jelas.

Pasa183
Cukup jelas.

Pasa184
Cukup jelas.

Pasa185
Cukup jelas.

Pasa186
Cukup jelas.

Pasa187
Cukup jelas.

Pasa188
Cukup jelas.

Pasa189
Cukup jelas.

Pasa190
Cukup jelas.

Pasa191
Cukup jelas.

Pasa192
Cukup jelas.

Pasa193
Cukup jelas.

Pasa194
Cukup jelas.

Pasa195
Cukup jelas.

Pasa196
Cukup jelas.

Pasa197
Cukup jelas.

Pasa198
Cukup jelas.

118



Pasa199
Cukup jelas.

Pasal100
Cukup jelas.

Pasal 101
Cukup jelas.

Pasal102
Cukup jelas.

Pasal103
Cukup jelas.

Pasal 104
Cukup jelas.

Pasal 105
Cukup jelas.

Pasa1106
Cukup jelas.

Pasal107
Cukup jelas.

Pasal108
Cukup jelas.

Pasal 109
Cukup jelas.

Pasal120
Cukup jelas.

Pasal 121
Cukup jelas.

Pasal122
Cukup jelas.

Pasal123
Cukup jelas.

Pasal124
Cukup jelas.

Pasal 125
Cukup jelas.

Pasal126"
Cukup jelas.
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Pasa1127
Cukup jelas.

Pasa1128
Cukup jelas.

Pasal129
Cukup jelas.

Pasa1130
Cukup jelas.

Pasa1131
Cukup jelas.

Pasal 132
Cukup jelas.

Pasal133
Cukup jelas.

Pasa1134
Cukup jelas.

Pasal 135
Cukup jelas.

Pasa1136
Cukup jelas.

Pasal 137
Cukup jelas.

Pasa1138
Cukup jelas.

Pasa1139
Cukup jelas.

Pasa1140
Cukup jelas.

Pasal141
Cukup jelas.

Pasal 142
Cukup jelas.

Pasal 143
Cukup jelas.

Pasal 144
Cukup jelas.



Pasal 145
Cukup jelas.

Pasal146
Cukup jelas.

Pasal 147
Cukup jelas.

Pasal 148
CUkup jelas.

Pasal 149
Cukup jelas.

Pasal150
Cukup jelas.

Pasal 151
Cukup jelas.

Pasal 152
Cukup jelas.

Pasal 153
Cukup jelas.

Pasal154
Cukup jelas.

Pasal 155
Cukup jelas.

Pasal156
Cukup jelas. '

Pasal 157
Cukup jelas.

Pasal158
Cukup jelas.

Pasal159
Cukup jelas.

Pasal 160
Cukup jelas.

Pasal 161
Cukup jelas.

Pasal 162
Cukup jelas.
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Pasal 163
Cukup jelas.

Pasal164
Cukup jelas.

Pasal165
Cukup jelas.

Pasal166
Cukup jelas.

Pasal167
Cukup jelas.

Pasal 168
Cukup jelas.

Pasal169
Cukup jelas.

Pasal170
Cukup jelas.

Pasal 171
Cukup jelas.

Pasal172
Cukup jelas.

Pasal173
Cukup jelas.

Pasal 174
Cukup jelas.

Pasal175
Cukup jelas.

Pasal 176
Cukup jelas.

Pasa1177
Cukup jelas.

Pasa1178
Cukup jelas.

Pasa1179
Cukup jelas.

Pasa1180
Cukup jelas.
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Pasal 181
Cukup jelas.

Pasal182
Cukup jelas.

Pasal183
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Unit Pelaksana Teknis aclalah Unit Pelaksana
Teknis pada Dinas atau Unit Pelaksana Teknis pada Badan untuk
melaksanakan kegiatan teknis yang secara langsung berhubungan
dengan pelayanan masyarakat dan teknis penunjang yang
mendukung pelaksanaan tugas Dinas atau Badan.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 184
Cukup jelas.

Pasal 185
Ayat (1)

Yang dimaksud dengan lembaga lain adalah lembaga yang clibcntuk
untuk melaksanakan kebijakan pemerintah dan penanganan tugas­
tugas pemerintahan umumnya lainnya sebagai bagian dari perangkat
daerah sesuai kebutuhan dengan sebutan sekretariat atau nama lain.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 186
Cukup jelas.

Pasal187
Cukup jelas.

Pasal188
Cukup jelas.

Pasal189
Cukup jelas.

Pasal190
Cukup jelas.

Pasal191
Cukup jelas.

Pasal192
Cukup jelas.

Pasal193
Cukup jelas.
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Pasa1194
Cukup jelas.

Pasa1195
Cukup jelas.

Pasa1196
Cukup jelas.

Pasa1197
Cukup jelas.

Pasa1198
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS lBUKOTA JAKARTA
NOMOR 2004
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